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KATA PENGANTAR PENULIS 

 

Alhamdulillah Wa Syukurillah.  

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, penulis 

berterima kasih diberi kesempatan untuk mengungkapkan 

pemikiran yang tersimpan lama, mengenai persoalan 

demokrasi, ruang dan pertanahan.  

Sebagaimana azas yang dianut Negera Indonesia adalah 

Politik Demokrasi yang berazaskan Pancasila, dan Undang-

undang Dasar 1945, yang merupakan sumber utama 

Undang-undang di Indonesia. Sedangkan demokrasi itu 

sendiri secara harfiah diambil dari kata δῆμος (dêmos) 

"rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuasaan" pada abad ke-5 

SM untuk menyebut sistem politik negara Yunani (Lewis, 

Boardman, Davis, Ostwald, 2008). Selain itu juga mewarisi 

arti perbedaan-perbedaan spasial antara lain pengertian 

''oikos”, “agora” dan “ekklesia”. Setiap ruang memiliki 

definisi secara logis dalam pelaksanaan demokrasi masa itu 

(Drakoulis, 2011).  

Berdasarkan pemikiran tersebut, dan dikaitkan dengan 

persoalan distribusi pertanahan yang kita hadapi, penulis 

berkeinginan untuk memberikan pemahaman pada posisi 

netral  terhadap pelaksanaan demokrasi, keruangan dan 

pertanahan. 

Dalam format akademik, buku ini dirancang dengan kajian 

teoritik, studi empiris maupun ilmiah popular. Sebagai 

buku teks, buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa yang 

sedang mempelajari aspek tata ruang, pertanahan, dan 

asas-asas kerakyatan. Walaupun diangkat dari penelitian 
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empiris di Kota Yogyakarta namun temuan ―teori‖ pantas 

dijadikan sitasi ilmiah karena dalam buku ini ditemukan 

―teori baru‖ yang belum pernah diteliti sebelumnya, yakni  

Demokrasi Ruang. 

Secara praktis, buku ini bermanfaat bagi para pengambil 

keputusan di tingkat Pusat maupun di Daerah. Demikian 

pula bermanfaat sebagai rujukan bagi para professional di 

bidang pertanahan dengan peradigma dua dimensi dan 

dibidang keruangan wilayah dan kota, dengan paradigma  

tiga dimensi. Sedang bagi masyarakat umum, buku ini 

bermanfaat memadukan pemahaman persoalan 

pertanahan dan tata ruang dalam kerangka demokrasi.  

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada 

istri tercinta Herdiani Kusumo Indrati, anak-anak Anindya 

Tantri Diwiyacitta dan Bhaswara Aditya Wardhana serta 

para mantu Cahyanto Sarwo Aji dan Mahayu Kartika 

Handayani dengan cucu-cucu Aysharani Prisha Almahyra 

dan Ayunda Cantya Nahdarissa. 

Adapun yang paling utama penulis sampaikan terima kasih 

kepada Sinuhun Ngarso Dalem Sri Sultan 

Hamengkubowono ke X, yang telah memberikan 

pencerahan soal demokrasi, ruang dan tanah untuk rakyat. 

Juga penulis sampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. 

Sugiono Soetomo, CES, DEA, Prof Dr.rer nat Imam Buchori, 

ST yang dengan sabar membimbing pada saat 

menyelesaikan program Doktor bidang Ilmu Arsitektur dan 

Perkotaan yang lampau. Tak lupa penulis ucapkan terima 

kasih kepada Dr. Ir Jusron Alisyahbana, MSc, dengan 

kritikannya yang menggelitik, Prof Ir. Bakti Setyawan, MA, 

PhD, dengan penuh semangat memberi dukungan, serta 

tim penguji yang lain yang tidak kalah semangatnya 

mendukung kelulusan saya. 
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bisa saya sebutkan satu persatu dalam memberikan 

dukungan moril kepada saya demi mewujudkan pemikiran 
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1 

PENDAHULUAN 
   

ertumbuhan penduduk pada umumnya memberikan 

implikasi terhadap peningkatan kegiatan sosial-ekonomi 

terutama di perkotaan. Dinamika inilah yang menjadikan 

suatu kota memiliki daya tarik kuat bagi siapapun untuk 

menanamkan investasinya. Di sisi lain pertumbuhan penduduk 

bisa menjadi beban. Namun sekaligus bisa menjadi potensi 

konsumen terhadap barang-barang konsumsi yang tinggi. 

Pertambahan jumlah penduduk kota secara langsung 

memunculkan aktivitas-aktivitas baru dan berpengaruh pada 

terbentuknya kegiatan-kegiatan penunjang yang akhirnya 

mempengaruhi perkembangan fisik kota. 

P 
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Perkembangan dan pembangunan kota tidak terlepas dari 

proses pengkotaan (urbanisasi) dari suatu wilayah. Urbanisasi 

merupakan proses perkembangan masyarakat menuju 

peradaban materiil dan perkembangan ekonomi industrialisasi 

berskala masif yang terjadi di perkotaan (Thurrow, 1996; 

Soetomo, 2009). Proses urbanisasi merupakan bagian dari 

proses pembangunan, tidak bisa lepas dari aspek ―ruang‖, yang 

merupakan tempat dimana proses tersebut terjadi. Sedangkan 

ruang (space) tidak bisa dipisahkan dari aspek tanah sebagai 

sumber daya alam yang menyediakan ruang untuk mendukung 

semua kebutuhan kehidupan (Kivell, 1993; Soetomo, 2009). 

Definisi lain tentang urbanisasi yakni, urbanisasi merupakan 

suatu proses perubahan dari suatu area perdesaan menjadi 

perkotaan sebagai hasil dari perkembangan sektor ekonomi dan 

industrialisasi yang terjadi secara cepat di banyak kota di dunia 

pada akhir abad ke-19 (Peng, Chen, & Cheng, 2011). Seiring 

dengan pertumbuhan penduduk dan proses urbanisasi, 

kebutuhan terhadap penyediaan lahan akan terus meningkat 

setiap saat, khususnya untuk kegiatan yang menampung fungsi 

perkotaan.  

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang bahwa kawasan perkotaan adalah 

kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian, 

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 
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Perkotaan juga didefinisikan oleh Laksmana (2014) sebagai 

suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, 

terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi 

sosial. Adapun perkotaan yang dibahas dalam buku ini mengacu 

pada suatu kawasan yang terdiri dari beberapa wilayah yang 

berdekatan dan tidak mengacu terhadap batas administrasi, 

melainkan terbentuk karena adanya keterkaitan aktivitas sosial-

ekonomi perkotaan antar wilayah tersebut. Sedangkan aktivitas 

yang dibahas adalah yang menunjang suatu perkotaan meliputi 

hunian atau permukiman, transportasi, industri, komersial, 

hiburan, perdagangan, jasa, dan pelayanan perkotaan lainnya. 

Kegiatan ekonomi berupa perdagangan dan jasa komersial 

adalah kegiatan yang paling mudah tumbuh dan berkembang, 

seringkali memilih lokasi yang strategis, dan merupakan 

kegiatan perniagaan kota yang mempunyai implikasi besar 

terhadap ekonomi di perkotaan.  

Jika disimak dari sisi keruangan, perkembangan kawasan 

komersial di perkotaan terlihat semakin hari semakin meluas. 

Salah satu kegiatan komersial atau perniagaan, yang sedang 

menjadi trend dan berkembang pesat di sepanjang jalan-jalan 

kolektor perkotaan adalah berkembangnya bisnis ritel, termasuk 

jasa-jasa ritel. Perkembangan kawasan komersial secara 

ekonomi sangat diperhatikan terutama dalam hal fiskal. Namun 

secara spasial, lebih-lebih bila berkembang secara alami 
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cenderung sering terabaikan terkait dengan peraturan yang 

tercantum dalam produk perencanaan tata ruang kota. Namun 

begitu, pemerintah harus lebih dapat mengatur mengenai 

pengaturan terhadap fungsi komersial yang ada agar tercipta 

suasana kawasan yang modern tetapi tetap harmonis dan 

teratur serta tidak mengabaikan aspek lingkungan, estetika 

kawasan hingga sosial masyarakat disekitarnya (Wibowo dan 

Haryanto, 2013). Dalam perkembangannya, pemanfaatan ruang 

secara spasial untuk kegiatan komersial dalam suatu kota belum 

diantisipasi sebagai ruang yang dominan, khususnya dalam 

rencana tata guna lahan perkotaan (urban land use planning). 

Sehingga, hal tersebut tidak memberikan peluang pada 

kemungkinan pengembangan investasi kegiatan usaha kecil 

menengah, yang ternyata bisa menjadi elemen penting 

penunjang perekonomian kota.  

Fenomena yang terjadi, memperlihatkan pengusaha kecil 

menengah sering kali tidak hanya mempertimbangkan profit 

dalam jangka pendek melalui usaha dagang, jasa atau usaha 

lainnya untuk pengembalian modalnya. Namun ternyata 

pemikiran jangka panjang juga melakukan kegiatan di sektor 

property, meliputi pembelian atau menyewa kaveling di lokasi 

strategis, tanpa memperhitungkan tingkat pengembalian 

investasinya.  

Secara menyeluruh perkembangan usaha kecil menengah 

dan  usaha besar di Yogyakarta menunjukan potensi terjadinya 
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aglomerasi, baik dalam wilayah administrasi Kota Yogyakarta, 

maupun kawasan-kawasan yang menempel Kota, yang 

kemudian disebut sebagai kawasan ―perkotaan‖. Pada sisi utara 

Kota Yogyakarta, kawasan perkotaan adalah kawasan yang 

masuk Kabupaten Sleman seperti kawasan Kampus UGM, 

kawasan Jalan Kaliurang, kawasan Jalan Gejayan, kawasan 

Jalan Seturan, kawasan Ringroad Utara.  

Dibagian selatan yang bersinggungan dengan Kota 

Yogyakarta adalah Kawasan Jalan Parangtritis yang masuk 

wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan perkotaan yang menempel 

Kota Yogyakarta, didominasi pemanfaatan kegiatan usaha-usaha 

kecil menengah yang semakin lama menjadi kawasan komersial. 

Ragam kegiatan komersial yang terjadi terlihat cukup dinamis 

bahkan sering berganti fungsi. Perkembangan dan perubahan 

ruang kota baik secara fungsional maupun pemanfaatannya 

tersebut, sepertinya diperlihatkan oleh semangat demokrasi 

masyarakat dalam demokrasi ekonomi dan kebebasan berusaha 

dan kebebasan alokasi ruang usahanya. Sebagaimana 

terkandung dalam makna demokrasi dengan makna kebebasan 

(liberalisasi) ekonomi yang dilakukan rakyat dalam hal ini usaha 

kecil menengah, oleh rakyat dan untuk rakyat (Hatta, 1963; 

Mubyarto, 2014). Usaha kecil menengah sebagai bagian dari 

ekonomi kerakyatan dalam pemahaman politik demokrasi, 
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dipahami sebagai kebebasan hidup oleh rakyat atau kebebasan 

ekonomi tanpa mengganggu ekonomi pihak lain.  

Dengan demikian State of The Art yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah terumuskannya suatu konsep 

pemikiran yang mampu menjelaskan tentang ―Kegiatan 

komersial yang didominasi ekonomi kerakyatan atau pengusaha 

kecil menengah di perkotaan Yogyakarta, terwujud oleh adanya 

kebebasan pilihan usaha dan pilihan lokasi usaha secara 

mandiri dalam ruang perkotaan, dan memperlihatkan karakter 

demokrasi secara ekonomi dan spasial‖.  

Permasalahan 

Perkembangan fisik kota cenderung alami, dilakukan oleh 

masyarakat usaha kecil menengah terjadi secara sporadis 

terutama perkembangan kawasan komersial di perkotaan, akhir-

akhir ini terlihat cukup pesat. Hal ini mengindikasikan isu-isu 

perkembangan fisik kaitannya dengan perkembangan ekonomi 

perkotaan semakin meningkat, terutama berkembanganya 

kawasan komersial di perkotaan Yogyakarta. 

Permasalahan Utama 

1. Meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat, baik penyedia 

jasa usaha, usaha kecil menengah sampai usaha waralaba 

disektor usaha ritel. Hal ini terjadi akibat peningkatan jumlah 

penduduk perkotaan (implikasi urbanisasi) yang berasal dari 

migrasi penduduk pedesaan ke perkotaan relatif meningkat 
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terus, akibat kurang menariknya perekonomian pertanian 

yang akhirnya menimbulkan kemiskinan di pedesaan 

(Soetomo, 2009). Selain itu, fenomena  urbanisasi di 

Yogyakarta,  berasal dari migrasi penduduk daerah sekitar 

atau daerah yang jauh dari perkotaan sebagai mahasiswa, 

pelajar, dengan tujuan mencapai pendidikan lebih tinggi demi 

mencari peluang ekonomi yang lebih baik. 

2. Kurang siapnya daerah perkotaan menyediakan lapangan 

kerja, terlebih bagi penduduk urban atau migran (Soetrisno, 

1997). Fenomena di perkotaan Yogyakarta juga sama dengan 

fenomena yang terjadi dikota-kota besar lainnya di Indonesia, 

disebabkan belum berperannya perencanaan kota terhadap 

peningkatan kebutuhan lapangan kerja terlebih secara 

spasial. Sampai pada akhirnya penduduk mencari berbagai 

alternatif usaha dan mata pencaharian lain secara mandiri 

yang dianggap menjanjikan, akhirnya mereka pun mencari 

lokasi usaha secara mandiri dengan berbagai cara baik sewa 

maupun membeli.  

3. Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru di perkotaan 

atau kawasan cepat tumbuh (Small, 1998) di Yogyakarta yang 

tidak diikuti dengan penyediaan ruang fisik, fasilitas dan 

prasarana pendukung kegiatan perekonomian di kawasan 

tersebut, dapat menimbulkan kesan bahwa ruang kota 

tumbuh secara tidak teratur dan tidak terencana (unplanned). 
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Selain itu juga terjadi perubahan penggunaan lahan 

(pemanfaatan ruang) yang semula non komersial menjadi 

pemanfaatan untuk usaha (komersial). Hal tersebut terjadi 

karena usaha kecil menengah dan usaha waralaba 

berkembang mendekati kawasan-kawasan pertumbuhan 

baru, sebagai wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan 

perkembangan fisiknya mengikuti perkembangan kawasan 

tersebut secara gradual dan aglomeratif. 

Permasalahan Spasial  

Secara spasial penelitian ini fokus pada kegiatan usaha 

kecil menengah di sepanjang koridor jalan yang berkembang 

secara dinamis menjadi kawasan komersial. Dinamika 

perkembangan tersebut dipicu beragamnya pilihan-pilihan lokasi 

usaha masyarakat yang tidak sesuai dengan peruntukan usaha 

atau bahkan mengalami pergeseran dari peruntukan yang 

semestinya. Permasalahan dinamika pilihan lokasi usaha, 

seharusnya bisa dijelaskan dengan teori lokasi dan teori 

perencanaan dan manajemen kota. Namun pada kenyataan 

empiris, fenomena dinamika perkembangan yang dilakukan oleh 

masyarakat pengusaha di Yogyakarta sangat beragam dan 

indikasinya erat kaitan antara perkembangan ekonomi 

kerakyatan (usaha kecil menengah) dengan aspek Perencanaan 

dan Manajemen Kota, maka untuk itu perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk mendapatkan suatu teori lokal. 
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Permasalahan Substansial  

Secara substansial penelitian ini mengkaji usaha kecil 

menengah masyarakat Yogyakarta yang terlihat cukup responsif 

terhadap usaha-usaha ekonomi kerakyatan. Ekspresi euforia 

usaha kecil menengah nampak sebagai kekuatan yang 

menimbulkan dinamika kebebasan berusaha dan menempati 

ruang kota sesuai keinginan dan kemampuannya.  

Fenomena ini seharusnya bisa dijelaskan dengan teori 

ekonomi perkotaan (urban economic), sedangkan aspek pilihan 

ruang sebenarnya bisa dijelaskan dengan teori perencanaan dan 

manajemen kota (urban planning and management). Namun 

kedua hal tersebut belum bisa dijelaskan kedalam satu teori, 

maka untuk itu perlu penelitian lebih lanjut guna mendapatkan 

suatu teori lokal yang bisa menjelaskan permasalahan 

keduanya. 

Deskripsi Permasalahan 

Perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan di perkotaan 

Yogyakarta yang didominasi para pengusaha kecil menengah, 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan pemanfaatan 

ruang kota. Secara historis, fenomena ini di Indonesia 

sebenarnya sudah berlangsung sejak jaman Kolonial Belanda 

(Geertz, 1963). Namun, sampai saat ini perkembangannya belum 

diantisipasi oleh produk-produk Perencanaan Kota. Terbukti dari 
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adanya perubahan pemanfaatan ruang (land use) dari non 

komersial menjadi pemanfaatan komersial, terjadi hampir di 

setiap sudut kota-kota di Indonesia. Perubahan dan 

perkembangan tersebut berlangsung secara dinamis pada 

koridor-koridor jalan yang strategis dan didominasi kegiatan 

ekonomi kerakyatan atau pengusaha kecil - menengah. Secara 

fisik terlihat berkembang teratur (planned) maupun berkembang 

secara sporadis dan bebas seperti tidak terencana (unplanned).   

Berdasarkan isu permasalahan tersebut diatas, dapat 

dirumuskan permasalahan berkembangnya kawasan komersial 

di perkotaan Yogyakarta disebabkan oleh : 

1. Meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat, baik dari 

penyedia jasa usaha, usaha kecil menengah sampai usaha 

waralaba ritel, adanya pengaruh peningkatan jumlah 

penduduk perkotaan (implikasi urbanisasi). 

2. Usaha kecil menengah ritel berkembang di sekitar 

kawasan-kawasan pertumbuhan baru, sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan perkembangan 

fisiknya mengikuti perkembangan kawasan tersebut secara 

gradual dan aglomeratif, yang mendorong perubahan 

penggunaan lahan (pemanfaatan ruang) yang semula non 

komersial menjadi pemanfaatan untuk usaha (komersial) 

3. Di lain pihak, berkembang pula kawasan usaha secara 

tradisonal di pusat Kota Yogyakarta yang sudah 

berlangsung sejak lama bersamaan dengan sejarah 
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berkembangnya Kota Yogyakarta, selanjutnya sering 

digunakan sebagai materi masukan penetapan kebijakan 

penataan - pemanfaatan ruang, dan kebijakan tata guna 

tanah kota (urban land use) dianggap sebagai awal 

berkembangnya kawasan komersial. 

Secara akademik, banyak ahli perkotaan dan ahli ekonomi 

perkotaan yang melakukan penelitian dan pengamatan terhadap 

pola ruang kota kaitannya dengan perkembangan ekonomi 

perkotaan (Burgess,1925; Alexander, 1987; Branch , 1996; 

Gordon and Lee, 2007; Eishner, 1963; Kivell, 1993), yang 

memfokuskan pada pola ruang kota dengan banyak kegiatan 

sosial ekonomi yang membentuk struktur kota. Penelitian ahli 

ekonomi yang lain terhadap keberadaan small-medium entreprise 

di perkotaan (André, 2007; Cadman dan Crowe, 1991; Dijk, 

2002; Minniti, 2007), secara akademik juga memfokuskan pada 

keberadaan small-medium entreprise dalam mengembangkan 

usahanya di perkotaan. Sebenarnya kegiatan usaha ekonomi 

menengah kecil sangat erat kaitannya dengan aspek sosial 

politik dan budaya masyarakat, secara langsung berpengaruh 

pada tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan 

tersebut dapat memberi gambaran pada demokrasi ekonomi 

yang semestinya dituju oleh negara dengan tata pemerintahan 

yang demokrasi (Hatta, 1963; Soetrisno, 1997; Mubyarto, 2014). 

Ketiga konsep utama di atas, yaitu “konsep ekonomi kerakyatan 
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(demokrasi ekonomi), konsep usaha kecil menengah, serta konsep 

pola ruang kota” yang merupakan wujud nyata dari 

perkembangan kawasan komersial di Yogyakarta. Diperkirakan 

secara akademik ada hal yang belum sepenuhnya terkoneksi 

dengan runtut dan belum dikaji lebih lanjut. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian celah hubungan antar konsep diatas 

meliputi latar belakang sosial budaya masyarakat, sejarah 

perkembangan kota, hubungan kekerabatan antar pelaku usaha 

dengan masyarakat konsumen. Selain itu, terdapat 

kesederhanaan sistem administrasi Pemerintahan Daerah yang 

merupakan komponen yang memberikan kontribusi pula 

terhadap perkembangan fisik kawasan komersial di Yogyakarta. 

Dengan melakukan penelitian secara empiris, diperkirakan ada 

temuan teori orisinil yang berlaku secara lokal di Yogyakarta 

sesuai fenomena, informasi dan data yang ada dalam situasi saat 

ini. (Creswell, 1998; Groat dan Wang, 2002; Salim, 2006).  

Selanjutnya teori tersebut dapat digunakan untuk mengisi 

celah teori utama (grand theory) seperti celah antara teori 

ekonomi perkotaan dengan teori perencanaan dan manajemen 

kota, teori sejarah dan budaya perkotaan, serta dapat membantu 

menjelaskan fenomena dinamika perkembangan kawasan 

komersial usaha kecil menengah di perkotaan Yogyakarta.  
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Pertanyaan yang Timbul 

Penelitian ini diharapkan akan bisa menjawab beberapa 

pertanyaan penelitian yang timbul berdasarkan fenomena dan 

permasalahan utama di atas, antara lain :  

1. Bagaimana pola perkembangan kawasan komersial yang 

didominasi pengusaha kecil menengah ritel di perkotaan 

Yogyakarta?  

a. Apakah berkembang secara konvensional mengikuti 

perkembangan Kota Yogyakarta secara historis-kultural, 

terutama dipusat kota sekitar kawasan Malioboro atau di 

jalan-jalan utama yang ada kaitannya dengan 

keberadaan Keraton Ngayogyakarto seperti Kawasan 

Prawirotaman saja pendukung keraton, atau  

b. Apakah berkembang terkait dengan pusat pertumbuhan 

baru sehingga berkembang secara aglomeratif berkaitan 

dengan pusat-pusat kegiatan pendidikan, atau   

c. Apakah berkembang secara dinamis sebagaimana 

konsep ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) yang 

berkembang bebas dan sporadis disepanjang jalur-jalur 

jalan kolektor sekunder, dan menjalar ke jalur jalan lokal 

di permukiman, sampai mampu merubah pemanfaatan 
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ruang yang ada dan membentuk pola perkembangan 

baru?   

Bila dikaitkan dengan fakta lapangan, kemungkinan akan 

memunculkan pertanyaan lanjut. 

2. Adakah faktor dominan penyebab perkembangan, yang 

mempengaruhi berkembangnya kawasan komersial yang 

secara empiris muncul dimana-mana, seolah-olah 

merupakan ekspresi sikap masyarakat yang mendambakan 

kebebasan berusaha, hal tersebut akan mempengaruhi 

aspek keruangan/ spasial?  

a. Pada umumnya perkembangan kawasan komersial 

dipengaruhi perkembangan dinamika ekonomi kota dan 

masyarakatnya, serta berkembang secara aglomeratif 

ditempat yang sebelumnya sudah berkembang kawasan 

komersial, atau  

b. Apakah justru berkembang mengikuti arahan kebijakan 

pembangunan kota atau bahkan ada pengaruh dari 

budaya dan nilai historis serta filosofis perkembangan 

kota?  

3. Adakah faktor lain yang mempengaruhi perkembangan, 

seperti adanya kemudahan berusaha karena sistem politik 

dan administrasi kepemerintahan lokal sehingga 

memberikan rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat 

usaha? 
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a. Faktor tersebut merupakan faktor positif yang dapat 

menjelaskan subyek usaha kecil menengah ritel? 

b. Apakah benar-benar terkait dengan pola keruangan, 

atau 

c. Pola keruangan yang ada mampu memberikan peluang 

berusaha secara demokratis?  

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada capaian yang diharapkan sesuai dengan 

rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mencari teori lokal secara empiris 

dan sebagai upaya untuk menemukan pengetahuan dan 

keilmuan dibidang perencanaan dan manajemen kota dan 

ekonomi perkotaan secara konseptual, dan secara khusus 

mempunyai tujuan : 

 Mengetahui dinamika usaha kecil menengah (Small Medium 

Enterprise) kaitannya dengan perkembangan ekonomi 

kerakyatan (demokrasi ekonomi), yang didorong adanya 

semangat kewirausahaan dalam kehidupan masyarakat 

perkotaan Yogyakarta. 

 Mengetahui perkembangan kawasan komersial yang terjadi 

hampir di sepanjang koridor jalan kolektor dan bahkan 

berkembang di koridor jalan lingkungan perkotaan 
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Yogyakarta, ditengarai sebagai ekspresi kebebasan 

(eufouria) para pengusaha kecil menengah yang berkembang 

secara bebas atau demokratis? 

 Mengetahui keterkaitan antara perkembangan kawasan 

komersial dengan tata ruang kota atau tata guna tanah 

(urban land use), baik perkembangan secara konvensional 

yang alami dan sporadis, maupun perkembangan secara 

kultural dan fungsional perkotaan. 

 Merumuskan bangunan teori orisinil lokal terhadap konsep 

kota yang demokratis secara ekonomi (economic democratic 

city) yang sangat unik dan spesifik secara kultural 

fungsional. 

 Memberikan rekomendasi pada ilmuwan bidang 

perencanaan kota dan pengambil kebijakan perkotaan 

tentang bagaimana membangun kota yang demokratis 

secara ekonomi. 

Sasaran Penelitian  

Adapun sasaran penelitian disertasi ini antara lain : 

 Mengidentifikasi secara empiris perkembangan usaha kecil 

menengah yang berkembang secara komersial di sepanjang 

koridor jalan di perkotaan Yogyakarta. 

 Mengidentifikasi secara analitik kebebasan usaha dan 

kebebasan memilih lokasi usaha para pengusaha kecil 

menengah. 
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 Mengidentifikasi informasi pendukung dan sumber data 

sekunder baik data historis maupun data Rencana Tata 

Ruang yang ada serta data sekunder pendukung yang lain. 

 Menganalisis secara kualitatif terhadap perkembangan 

usaha kecil menengah yang secara bebas memilih usaha 

dan lokasi usahanya. 

 Menganalisis dan melakukan konfirmasi dengan para ahli 

bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, ahli Sejarah 

Perkembangan Keraton dan Kota Yogyakarta, serta tokoh 

Kultural dan tokoh Pimpinan Daerah untuk mem-verifikasi 

informasi dan data empiris. 

 Merumuskan konsepsi teori lokal secara empiris dan 

prediktif. 

 Mengkonstruksikan teori lokal yang bisa menjelaskan 

fenomena perkembangan usaha kecil menengah kaitannya 

dengan kebebasan usaha dan lokasi usaha dalam 

perkembangan perkotaan. 

Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi 

akademik dan ilmu pengetahuan berupa bangunan teori orisinil 

lokal, walaupun penelitian dilakukan pada ruang kota secara 

spesifik. Kemudian, hasil bangunan teori lokal ini bermanfaat 
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untuk mengisi dan memperkaya khasanah keilmuan 

―perencanaan kota dan manajemen pembangunan kota (urban 

planning and management)‖ yang sudah ada, dikaitkan dengan 

teori ―ekonomi perkotaan (urban economic)‖. 

Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini bermanfaat, yaitu untuk 

menjelaskan, memprediksi, merencanakan, atau mengendalikan 

perkembangan ruang perkotaan, bahkan secara fakta empiris 

sangat memungkinkan sekali sebagai dasar pertimbangan : 

 Dalam ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, dapat 

memberikan kontribusi sebagai bahan kajian dan 

penelitian lebih lanjut terhadap manajemen pembangunan 

kota, secara lebih khusus pada temuan teori lokal baru 

yang mengkaitkan hubungan antara aspek keruangan, 

aspek demokrasi dan aspek ekonomi perkotaan dan 

ekonomi kerakyatan. 

 Bagi para profesional Perencana Kota, akan memberikan 

pertimbangan baru dalam memprediksi dan merencanakan 

perkembangan aktivitas komersial yang begitu cepat 

mengisi ruang kota, bahkan mampu merubah pemanfaatan 

ruang kota (land use) dengan sendirinya dari fungsi 

permukiman menjadi fungsi komersial secara teratur 

maupun secara sporadis. 

 Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah 

Kabupaten di sekitarnya, akan memberikan kontribusi 
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terhadap kebijakan manajemen pembangunan kota yang 

ternyata tidak saja pada batas administrasi kota namun 

bersifat perkotaan, meliputi kawasan-kawasan yang 

menempel dengan Kota Yogyakarta. 

 Selain itu, juga memberikan pertimbangan bagaimana 

memahami perkembangan usaha menengah kecil terhadap 

pemanfaatan ruang kota dan pola perkembangan kota, 

sehingga perlu adanya kontrol terhadap perencanaan, 

pemanfaatan dan pembangunan kota. 

 Bagi pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya, 

penelitian ini memberikan kontribusi terhadap dinamika 

kegiatan usahanya bahwa pilihan lokasi kegiatan usaha 

dipengaruhi dan mempengaruhi pola perkembangan kota, 

sehingga perlu menyesuaikan dan mengikuti hasil 

perencanaan kota dan peraturan daerah yang berlaku. 
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USAHA KECIL MENENGAH  

DAN PEMANFAATAN  

RUANG KOTA 

 

Perkembangan Ekonomi Kota 

andangan para ekonom terhadap suatu kota, layaknya 

perkembangan sebuah model pertumbuhan neoklasik 

yang pada umumnya memungkinkan adanya pengaruh 

faktor eksogen, dan menjelaskan pertumbuhan per kapita di atas 

apa yang diharapkan melalui re-kapitalisasi (Barossi. et.al, 

2005). Hasil model pertumbuhan tersebut yang kemudian 

dikenal sebagai residu Solow dan dipahami sebagai ukuran 

P 
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perubahan teknologi selama periode tertentu (Kells dan Harris, 

1997). Pertanyaan Schumpeter (1989), ―Bagaimana budaya 

nasional masing-masing negara menanggapi terhadap tingkat 

aktivitas kewirausahaan masyarakatnya?" Terutama terhadap 

peran konvensional kota sebagai pusat kegiatan ekonomi 

(Eroglue dan Picak, 2011), yaitu adanya konsep perubahan 

―preferensi lokasi‖ yang ditunjukkan oleh kegiatan ekonomi yang 

ditetapkan dan munculnya kegiatan ekonomi baru yang 

diperlihatkan oleh adanya pemanfaatan lahan sebagai lokasi 

kegiatan ―ekonomi baru‖ atau disebut sebagai kewirausahaan 

(entrepreneurship). Di antara kegiatan ekonomi baru tersebut 

terdapat kelompok usaha dengan teknologi tinggi yang menjadi 

sangat penting dalam membentuk ruang ekonomi baru, yang 

meliputi berbagai bidang, termasuk perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer, bioteknologi, kedokteran dan 

farmasi, instrumen presisi dari berbagai aplikasi ilmiah, bidang 

teknologi tinggi, yang telah menciptakan pola penggunaan lahan 

untuk kegiatan ekonomi di lokasi yang baru (Hall dan Markusen, 

1985). Di lain pihak studi intensif tentang kota dilakukan oleh 

para ekonom. Masing-masing tokoh memahami adanya 

peningkatan ekonomi daerah perkotaan dan peran unik yang 

dimainkan oleh kota dalam ekonomi modern. Analisis empiris 

terhadap terjadinya revolusi transportasi barang masuk kota, 

mempengaruhi pilihan lokasi perusahaan dan usaha kecil 
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rumah tangga berkembang di dalam kota (Quigley, 1998, Hatton, 

2014). Permintaan ruang jalan sebagai ruang kegiatan fisik 

untuk kegiatan ekonomi masyarakat, memerlukan logika 

berpikir yang rasional, yang pada gilirannya akan sepaham 

dengan strategi properti di ruang kota : "Bahwa tempat dan 

segala hal yang ada di suatu tempat privat adalah milik pribadi 

bukan milik publik".  

Di lain pihak fakta menunjukkan, bagaimanapun, bahwa 

ruang komunal atau ruang publik sebagai ruang bersama, 

kepemilikan atau penggunaannya tidak dapat sepenuhnya 

dimiliki oleh privat, dan hal tersebut akan terus ada sepanjang 

waktu (Lefebvre, 1991, Friedman dan Cathy, 2011). Sedangkan 

pemerintah selaku pengelola ruang publik, dalam mengelola 

tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi publik tetapi oleh 

efektivitas upaya-upaya kolektif sebuah kota untuk menjadi 

pusat kegiatan ekonomi produktif, serta secara sosial dan 

berkelanjutan secara ekologis (Tulchin, et al, ed, 2002). Dari 

pandangan ekonom diatas, memperlihatkan bahwa ekonomi 

perkotaan (urban economic) tumbuh melalui usaha-usaha kecil 

rumah tangga di kawasan perkotaan dan ditengarai sebagai 

tumbuhnya ―ekonomi baru‖ yang independen dilakukan oleh 

masyarakat kota melalui kewirausahaan (entrepreneurship). 
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Perkembangan Usaha Kecil Menengah Membentuk 

Kawasan Komersial Kota  

Entrepreneur atau kewirausahaan sebagaimana 

pandangan para ekonom sebelumnya dikatakan sebagai kegiatan 

―ekonomi baru‖. Selanjutnya beberapa ahli lain juga 

mendefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan penciptaan, 

pemeliharaan atau perpanjangan sebuah usaha yang 

menguntungkan (Cole,1969; Davidsson, 1995; Steyaert dan 

Hjorth 2006; Cuervo 2007). Terdapat teori lain yang 

menyempurnakan definisi Cole, menjelaskan bahwa 

kewirausahaan berasal dari perilaku yang mengarah pada 

pembentukan organisasi baru yang inovasi (Gartner,1988; 

Cuervo, et al, 2007). Selain itu Venkataraman (1997) 

menjelaskan kewirausahaan sebagai produksi barang-barang 

baru atau jasa, kesempatan, dengan segala akibatnya, dan 

sebagai inisiatif bisnis baru yang dirancang dan kemudian 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Organisasi 

Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD, 2003), 

menjelaskan entrepreneurship sebagai cara dan proses 

menciptakan dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang 

berbasis kreativitas inovasi, dan penuh dengan resiko, dan 

selanjutnya dikelola dalam organisasi baru atau yang sudah ada.  
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Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah suatu 

proses dari menjalankan suatu kegiatan baru yang kreatif dan 

sesuatu yang berbeda atau innovative dalam upaya untuk 

memperoleh sesuatu untuk dirinya dan memberi nilai tambah 

bagi masyarakatnya. Yang dimaksud di sini adalah tidak hanya 

keuntungan atau profit dalam arti finansial, tetapi juga 

knowledge dan wisdom (Prawirokusumo, 2010). Kewirausahaan 

sering diidentikan dengan penciptaan usaha atau bisnis baru 

dengan cara wiraswasta, dan merupakan ekspresi perilaku 

kewirausahaan. Selain itu, juga merupakan fenomena kegiatan 

usaha ekonomi dalam lingkup yang lebih luas, baik dengan cara 

membangun bisnis baru, memecahkan masalah usaha, atau 

memutuskan kembali pada usaha seperti semula. Namun, setiap 

individu wiraswasta perlu waspada terhadap kemungkinan 

adanya perubahan situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi 

kehidupan mereka, meskipun sangat kecil.  

Setiap individu adalah inovator usaha, yang potensial dan 

selalu mencari cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu. 

Jadi, kewirausahaan merupakan karakter dari perilaku manusia 

yang sedang melakukan suatu usaha baru secara mandiri dan 

bebas. Adapun dikarenakan kewirausahaan adalah atribut 

tindakan manusia secara bebas dalam memilih usaha, maka 

dapat dikatakan semua individu wiraswasta adalah pengusaha. 

Namun, beberapa individu dapat menjadi wirausaha yang 

berbeda dari lainya. Selain itu, perilaku kewirausahaan dari 

beberapa kelompok mungkin tampak berbeda secara sistematis 
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dibandingkan dengan kelompok yang lain. Karena keputusan 

setiap manusia dibentuk oleh proses-proses kognitif dan 

keadaan emosional yang berbeda dan bebas yang akan 

mempengaruhi bagaimana individu belajar dan apa yang mereka 

rasakan menjadi atribut penting bagi dirinya (Minniti, 2007). 

Hipotesa Clifford Geertz (1960) tentang Pengusaha Pribumi 

Indonesia (entrepreneurs) adalah : 

 Entrepreneurs atau kewirausahaan umumnya muncul 

didalam lingkungan golongan masyarakat yang homogen dan 

mempunyai ciri-ciri khas yang membedakannya dari 

golongan-golongan lain di masyarakat, umumnya 

merupakan “kristalisasi‖ dari golongan masyarakat yang 

lebih besar, yang memiliki sejarah yang lama sebagai 

golongan “luar” masyarakat tersebut yang memiliki pula 

orientasi daerah yang lebih luas.  

 Pada tingkatan ideologis, golongan ini memandang dirinya 

sebagai wadah yang sempurna dari ―nilai-nilai agama dan 

moral yang agung‖ di tengah masyarakat luas yang mereka 

anggap sesat, kolot atau bersikap masa bodoh. 

 Sukses-sukses pembaharuan dan masalah-masalah 

pembaharuan yang dihadapi oleh golongan ini umumnya 

bersifat organisatoris dan bukan teknis. 
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 Tugas utama dari para “entrepreneurs” pribumi, dalam 

masyarakat transisi dan yang berada pada tahapan pra-

lepas-landas itu adalah mempergunakan cara-cara 

tradisional untuk mencapai sasaran-sasaran yang sifatnya 

baru.   

Awal perkembangan pengusaha kecil di Indonesia :  

 Diakibatkan ekonomi perkebunan berimbas pada 

perkembangan pedagang kecil yang jumlahnya menjadi 

besar yang mengelompok berdasar asal daerahnya masing-

masing dengan jenis dagangan yang mereka kuasai dan 

cenderung bekerja secara profesional. 

 Hadirnya saudagar keturunan Arab, memberikan 

perkembangan pada siar agama (kelompok santri) dan 

pembentukan organisasi-organisasi kemasyarakatan serta 

membentuk jaringan regional sampai nasional berikut 

jaringan perdagangan, pengusaha kecil tersebut. 

 Keberadaan kelompok ―priyayi‖ yang sudah ada dan 

memiliki gengsi tinggi tetap mempertimbangkan kelompok 

pedagang santri yang memiliki peran sangat penting dan 

sangat dinamis bergerak kemana-mana. 

 Kelompok lain adalah ―orang kecil‖ dengan jumlah paling 

besar, yang dikemudian hari menjadi kelompok pedagang 

kecil di pasar-pasar dan di jalanan (Pedagang Kaki Lima/ 

PKL). 
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Permasalahan kewirausahaan juga dapat dilihat dari 

dinamika usaha kecil menengah dalam pengembangan 

pariwisata, dengan atribut kewirausahaan, karakteristik usaha 

dan lingkungan eksternal mempunyai efek yang signifikan dalam 

kekuatan usaha kecil menengah bidang wisata (Muzenda, 2014). 

Sedangkan strategi pertumbuhan merupakan penggerak untuk 

mempercepat bisnis dan strategi perusahaan supaya dapat 

bertahan beroperasi di sebuah pasar. Pertumbuhan strategi 

bergantung pada antusiasme pemilik usaha kecil atau manajer 

usaha untuk meningkatkan hubungan pengembangan usaha 

dengan pihak lain (Ismail; Mokhtar; Ali; 2013). Di banyak kota di 

Indonesia, kegiatan ekonomi dan pertumbuhan fisik kota 

sebagian besar dilakukan oleh pelaku kecil-menengah. 

Kegiatannya seperti perubahan iklim bisnis, krisis ekonomi 

global, serta pengaruh demokrasi dan desentralisasi terhadap 

perekonomian Indonesia. Semua ini memiliki implikasi 

perubahan cepat dalam menggunakan setiap banyak lahan yang 

dianggap potensial, terutama di sepanjang koridor jalan di 

daerah perkotaan (Haryanto, 2018). 

Usaha Kecil  

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
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cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no 20 tahun 

2008.  

Kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam undang-undang 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah). 

Apabila hasil penjualan senilai minimal Rp. 300.000.000,00 

per tahun, setidaknya sebulan memiliki pendapatan Rp. 

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sehari paling 

tidak harus menghasilkan penjualan kotor antara Rp. 

800.000,00 – Rp. 1.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah – satu 

juta rupiah). 

Usaha Menengah  

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh  orang perorangan atau 
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badan usaha yang bukan merupakan anak  perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau 

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

no 20 tahun 2008. 

Kriteria usaha menengah yang dimaksud dalam undang-

undang tersebut adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak  Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima 

puluh milyar rupiah). 

Dalam Undang-Undang 20 tahun 2008 Pengusaha Kecil – 

Menengah juga disebutkan ber-asaskan : 

a. kekeluargaan; 

b. demokrasi ekonomi; 

c. kebersamaan; 

d. efisiensi berkeadilan; 

e. berkelanjutan; 
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f. berwawasan lingkungan; 

g. kemandirian; 

h. keseimbangan kemajuan; dan 

i. kesatuan ekonomi nasional. 

Berdasarkan keterangan diatas sudah bisa dijelaskan 

secara umum maupun legalitas, usaha kecil menengah adalah 

kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat secara mandiri 

maupun berkelompok. Kriteria Usaha Kecil Menengah juga dapat 

dilihat dari hasil penjualan, dan dalam pengenaan tarif pajak 

sesuai PP No. 46 tahun 2013, berupa Pajak Penghasilan yang 

bersifat final sebesar 1% (satu persen). Pengenaan Pajak 

Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 

1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak 

yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib 

Pajak tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, atau 

senilai penjualan bruto maksimal Rp 400.000.000,00 (empat 

ratus juta rupiah) per bulan. Wajib Pajak dikenai tarif Pajak 

Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan 

sebesar 1% atau senilai maksimal Rp. 4.000.000,00 perbulan, 

atau Rp. 48.000.000,00 per tahun, final, dan disetor tiap akhir 

bulan dan saat memasuki operasional bulan berikutnya. 
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Dinamika Sosial Dalam Modernisasi Ekonomi 

Penelitian Clifford Geertz (1960 diterjemahkan. Mahasin, 

1981; Tago, 2013) terhadap perkembangan pedagang pribumi 

dan pendatang di Kota Kediri, Jawa Timur, menyimpulkan: 

 Kepemimpinan Ekonomi yang Inovatif dalam 

kewirausahaan (Entrepreneurship) terdapat dalam suatu 

kelompok yang cukup jelas batasnya dan secara sosial 

merupakan kelompok yang homogen. 

 Kelompok Inovatif ini merupakan kristalisasi dari suatu 

golongan tradisionil yang lebih besar yang sudah sejak 

lama memiliki status luar desa dan orientasi antar tempat. 

 Golongan besar dari kelompok Inovatif tersebut muncul 

adalah golongan yang kini sedang mengalami suatu 

perubahan yang cukup radikal kaitannya dengan 

masyarakat luas yang merupakan induknya. 

 Dibidang ideologi kelompok Inovatif itu memandang dirinya 

sendiri sebagai wahana utama bagi kesempurnaan agama 

dan moral dalam masyarakat yang pada umumnya tidak 

disiplin, keterbelakangan dan acuh tak acuh. 

 Masalah-masalah inovasi yang dihadapi para pengusaha 

lebih bersifat masalah organisasi daripada masalah teknis. 
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 Fungsi pengusaha di dalam masyarakat peralihan terutama 

penyesuaian antara adat istiadat yang sudah mapan 

dengan tujuan usaha baru. 

 

Sumber: Rumusan dari Geertz (1960) dan Analisis Penulis, 2015 

GAMBAR 2.1 

SEGMENTASI KELOMPOK PEDAGANG/PENGUSAHA  

USAHA KECIL MENENGAH 

 

Ekonomi Kerakyatan Ditinjau Secara Keruangan 

Kota 

De Tocqueville (translated by Reeve, 2002) membuat 

prediksi, atau sebagai pengungkapan rasa khawatir bahwa 

demokrasi akan mengakibatkan redistribusi berlebihan. Para 

ekonom memprediksi bahwa redistribusi memiliki biaya agregat 

dan biaya-biaya yang mungkin akan dimanfaatkan oleh para 

pelaku politik, sehingga akan memberikan efek terhadap 

pengurangan manfaat redistribusi yang diterima masyarakat 
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Sumber: Waterloo, 2009 

GAMBAR 2.2  

SKEMA 
PERKEMBANGAN 

KAWASAN 
KOMERSIAL 

DARI TINGGAL > 
BEKERJA > 
BELANJA 

 

(Mulligan, 2001). Dalam proses pengkotaan (urbanisasi) sebagai 

bagian dari proses  pembangunan, tidak bisa lepas dari aspek 

―ruang‖ dimana tempat proses itu terjadi, sedang ruang (space) 

tidak bisa dipisahkan dari aspek 

tanah yang merupakan sumber daya 

alam yang menyediakan ruang yang 

dapat mendukung semua 

kebutuhan kehidupan (Soetomo, 

2009). Pada dasarnya ruang yang 

tersedia sangat terbatas, sementara 

itu kebutuhan tanah cenderung 

terus meningkat dari tahun ke 

tahun, terutama untuk kebutuhan 

perkotaan, seperti perumahan, 

perkantoran, perdagangan, jasa 

komersial, industri, dan kebutuhan 

non perkotaan seperti pertanian, 

perladangan, perkebunan, 

agrobisnis. Salah satu kegiatan 

perkotaan yang akhir-akhir ini 

menonjol dan nyata terlihat 

berkembang pesat disepanjang 

jalan-jalan kolektor adalah kegiatan 

―komersial” yang merupakan perkembangan bisnis ritel 
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termasuk ritel dan merupakan bagian dari kehidupan 

masyarakat. Hal inilah yang dikatakan Friedmann (2002) bahwa 

kota dan kawasan sekitarnya sebagai ruang kehidupan sekaligus 

merupakan ruang ekonomi. 

Fenomena tersebut berkembang akibat pengaruh kebiasaan 

masyarakat kota yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan 

pola :  tinggal (live)  bekerja (work)  belanja (shop), seperti 

halnya yang dilakukan juga masyarakat di kota-kota lain di 

dunia. Selanjutnya fenomena tersebut berkembang ke Smart 

Growth Community Model, tinggal (live)   bekerja (work)   belanja 

(shop) menjadi satu saling tindih atau berbarengan (overlap). 

Kebiasaan kegiatan tersebut menjadikan peluang usaha bagi 

masyarakat kota, terlihat dari tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan komersial di antara ruang untuk tinggal, ruang untuk 

kerja, ruang untuk belanja, atau di kawasan strategis lainnya. Di 

mana ada pusat-pusat pertumbuhan baru, di situ akan tumbuh 

kawasan kegiatan ekonomi baru yang dilakukan rakyat (ekonomi 

kerakyatan). Kondisi ini semakin berkembang pada satu dekade 

terakhir manakala proses demokrasi sedang berkembang pula di 

Indonesia. Secara kontekstual, bisa diindikasikan kegiatan 

ekonomi yang tumbuh di masyarakat, merupakan salah satu 

bentuk demokrasi pada tataran pemenuhan kebutuhan ekonomi 

masyarakat, dan juga sebagai ungkapan individu masyarakat 

dalam mengekspresikan demokrasi ekonomi praktis (Soetrisno, 

1997; Mulligan, 2001; Andersson, 2007). Lebih jauh lagi, 

pembangunan kota, yang ditandai dengan pertumbuhan banyak 
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usaha kecil dan menengah di Yogyakarta, menunjukkan 

demokrasi spasial, yang dinamika yang didasarkan pada 

semangat kehidupan ekonomi masyarakat (Haryanto & Soetomo 

& Buchori, 2016). Ekspresi ini merupakan euphoria demokrasi 

bidang ekonomi, dilakukan demi untuk mencapai kesejahteraan 

rakyat itu sendiri.  Selanjutnya disebut sebagai ―ekonomi 

kerakyatan‖ dan merupakan bentuk perekenomian yang paling 

tepat bagi bangsa Indonesia (Nugroho, 1997).  

Orientasi utama dari ekonomi kerakyatan adalah rakyat 

banyak, bukan sebagian atau sekelompok kecil rakyat dan 

merupakan Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas 

kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan 

menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi 

rakyat (Mubyarto, 2002). Lebih jauh ia menjelaskan bahwa 

berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial 

membutuhkan syarat yang sudah tentu harus dipenuhi. Syarat 

dimaksud adalah adanya (i) kedaulatan di bidang politik, (ii) 

kemandirian di bidang ekonomi, dan (iii) kepribadian di bidang 

budaya. Selanjutnya proses ekonomi kerakyatan atau 

kewirausahaan tidak didasarkan pada ―input tradisional dari 

sumberdaya alam, pekerja dan modal‖, tetapi lebih kepada 

―input pengetahuan dan ide-ide kreatif‖. Tidak lagi pada 

―kepastian akan produk yang harus dibuat‖, namun lebih pada 

―bagaimana seharusnya membuat produk‖ tersebut dan ―siapa 



36 

 

yang membuatnya‖ (Audretsch dan Thurik, 1997). Sedang 

Schumpeter (1950; 1961, dalam Naude, 2013) mendefinisikan 

pengusaha sebagai koordinator atau manajemen produksi dan 

agen perubahan ('creative destruction'). 

Penganut "Schumpeterian" mendefinisikan kewirausahaan 

lebih diatas para innovator. Berbagai pandangan para ahli 

ekonomi tentang kewirausahaan, sering tidak menganggap 

kewirausahaan menjadi sangat penting dalam tahap awal 

pembangunan ekonomi - mereka melihat kontribusi 

kewirausahaan menjadi jauh lebih penting pada tahap akhir dari 

proses pembangunan, menurut mereka pertumbuhan ekonomi 

didorong oleh pengetahuan dan kompetisi bukan oleh 

kewirausahaan. Pada tahap awal pembangunan, kewirausahaan 

memainkan peran yang kurang menonjol karena pertumbuhan 

sebagian besar didorong oleh akumulasi faktor-faktor ekonomi 

yang lain (Beugelsdijk, S, 2007; Naude, 2013). Namun kenyataan 

yang terjadi saat ini terbukti bahwa ekonomi kerakyatan mampu 

memberikan kontribusi pada perekonomian nasional dalam 

menjaga ketahanan ekonomi (economic resilience) dalam 

gelombang perekonomian global (Romarina, 2016) 

Meskipun sektor usaha kecil atau kegiatan ekonomi 

kerakyatan, secara keseluruhan mencapai pertumbuhan yang 

fenomenal, namun hal penting yang menjadi perhatian adalah 

bagaimana merumuskan masalah, tantangan, dan karakteristik 

keberhasilan terkait dengan pertumbuhan usaha-usaha 

individual (Hill dan Narayana 1989; Ibrahim dan Goodwin 1986). 
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Bentuk umum dari pertumbuhan usaha kecil termasuk ekspansi 

internal, misal memperluas kapasitas di lokasi yang telah 

digunakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi produk 

antara lain membangun waralaba, merger dan akuisisi, 

pengekspor, dan ekspansi geografis. Sedangkan lokasi paling 

optimal untuk perdagangan dan jasa berkembang sesuai dengan 

panjang area perencanaan kawasan dan bisa juga sepanjang 

area perpindahan fungsional secara maksimal (Minagawa, 1999).  

Di lain pihak, masalah pilihan lokasi usaha 

mempertimbangkan keberadaan fasilitas pendukung serta 

bagaimana menentukan jumlah fasilitas pendukung dalam pasar 

komersial dan setiap fasilitas bagaimana melayani usahanya. 

Masalah-masalah ini menunjukkan adanya biaya dasar untuk 

menentukan harga pasar, karena skala ekonomi dalam 

pengoperasian fasilitas tersebut merupakan fakta yang harus 

dimasukan dalam biaya-biaya, misal tarif transportasi masuk 

kawasan komersial harusnya lebih rendah dari tarif transportasi 

keluar kawasan komersial; di lain sisi dengan jumlah fasilitas 

meningkat, biaya transportasi cenderung akan menurun dan 

biaya pengoperasian fasilitas tersebut cenderung akan 

meningkat (Webster dan Gupta, 1995).  

Keanekaragaman lokasi merupakan masalah penting dalam 

pasar usaha/bisnis. Pertumbuhan bisnis global perusahaan 

besar telah dikembangkan dengan pertumbuhan simultan sama 
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dengan ―bisnis rumahan‖ (Sharma; Krishnan; Grewal, 2001). 

Untuk memaksimalkan keuntungan pengusaha 

menggantungkan ketersediaan bahan baku, SDM yang handal, 

tenaga kerja terampil dan terlatih, dan infrastruktur seperti jalan 

raya dan bandara, semua memainkan peran dalam menentukan 

perusahaan dan usaha-usaha kecil menengah lain untuk 

memilih lokasi (Johnson dan Rasker;1995). Sedangkan 

keseimbangan antara manfaat ekonomi dari aglomerasi 

komersial area, atau manfaat dari non-komersial dan kelekatan 

sosial, akan bervariasi antara usaha kecil menengah dengan 

kelembagaannya, akan berbeda pula masing-masing sesuai 

lingkungan geografis di mana usaha tersebut berada. (Bennetta; 

Smith, 2003). Dengan demikian, usaha kecil menengah tergolong 

usaha yang kreatif inovatif yang dilakukan oleh rakyat, 

penduduk kota/wilayah, dengan tujuan untuk kesejahteraan 

mereka sendiri, merupakan bagian ekonomi kerakyatan yang 

sudah terbukti mampu memberikan kontribusi pada 

perekonomian nasional dalam menjaga ketahanan ekonomi 

dalam gelombang perekonomian global. Dalam melakukan 

usahanya tidak bisa lepas dari aspek ―ruang‖ yaitu pilihan lokasi 

yang optimal dimana tempat proses itu terjadi. 

Ruang Kota Dan Demokrasi 

Mengkaitkan Demokrasi dan Ruang, tidak akan lepas dari 

pandangan para geographer, dimana secara khusus lagi 

pandangan humanisme, dengan implikasi geografi humanistik, 
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terkait erat dengan konsepsi demokrasi liberal. Tzvetan Todorov 

(2002) membuat titik ini tegas dalam studinya tentang asal-usul 

humanisme Perancis, Imperfect Garden: The Legacy of 

Humanism, dimana tertulis bahwa:  

“Demokrasi liberal seperti yang telah dibentuk selama dua 

ratus tahun lalu adalah bentuk rezim politik konkrit yang 

sesuai dan paling dekat dengan prinsip-prinsip humanisme, 

karena mengadopsi ide-ide otonomi kolektif (kedaulatan 

rakyat), otonomi individual (kebebasan dari individual), dan 

universalitas (kesetaraan hak bagi semua warga negara).” 

Sedangkan demokrasi itu sendiri secara harfiah diambil 

dari kata 'kratos' adalah di tangan 'demo', pada masa Yunani 

(Lewis, Boardman, Davis, Ostwald, 2008), juga mewarisi arti 

perbedaan-perbedaan spasial. Secara spasial yang paling penting 

adalah pengertian antara ''oikos‖, ―agora‖ dan ―ekklesia‖. Setiap 

ruang memiliki definisi secara logis (Drakoulis, 2011). 

 “Oikos” adalah spasial dalam lingkup rumah tangga privat, 

di mana salah satunya adalah terbebas dari pengaruh 

kekuasaan politik.  

Sumber: Lewis, 

Boardman, Davis, 

Ostwald, 2008 

GAMBAR 2.3  

OIKOS 
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  “Agora” adalah ruang yang digunakan untuk pasar, di 

mana terjadi transaksi komersial antara pihak privat dan 

kepentingan publik.  

 “Ekklesia” digunakan untuk ruang gereja atau lebih tepat 

dalam hal ini “politeia” adalah ruang spasial untuk kegiatan 

politik yang dilakukan secara formal, di mana warga 

berkumpul untuk membuat keputusan politik kolektif yang 

mengikat.  

 

               Sumber: Geenens, dan Tinnevelt; 2009 

GAMBAR 2.4 

PEMIKIRAN ZYGMUNT 

Beberapa argumen yang menarik dapat dibuat dengan 

memikirkan perbedaan ruang utama dan terutama sebagai 

metafora yang tidak harus dipahami secara harfiah sebagai 

ruang fisik. Dengan demikian, mereka dapat merujuk kepada 

tiga sikap epistemis yang berbeda. Pertama, ada sikap yang 

datang dengan pikiran solipsistic, dan dicirikan oleh kebebasan 

tak terbatas namun klaustrofobia berbahaya. Kemudian ada 

sikap looser yang satu menikmati dalam percakapan dengan 

teman dan rekan-rekan, di mana ide-ide yang belum dipetakan 

dapat dieksplorasi dan satu dapat mengubah pikiran seseorang 

tanpa kehilangan muka. Akhirnya, dengan sikap kaku dan 

formal dengan pidato ke publik, ide dan kata-kata kebutuhan 
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agak terkendali, sehingga mereka dapat dibenarkan oleh semua 

orang (Geenens; dan Tinnevelt; 2009). 

 
          Sumber : Drakoulis, 2011 

GAMBAR 2.5 

LINGKUP DALAM RUANG KOTA 

Ada dua hal penting, dimana keruangan kota dianggap 

sebagai ruang demokrasi bagi masyarakatnya (Low, 2004):  

 Pertama, kota-kota yang sering digunakan untuk 

mengembangkan praktek demokrasi yang dilakukan 

masyarakatnya. Praktek tersebut berkembang secara 

khusus mengatur hubungan interpersonal dan intensitas 

kontak antar anggota masyarakat yang difasilitasi oleh 

pemerintah kota.  Sehingga bisa dikatakan kota sebagai 

tempat untuk melakukan praktek partisipasi, atau 
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setidaknya praktek-praktek demokratis memungkinkan 

berkembang.  

 Kedua, kota dapat dilihat sebagai ruang yang cukup 

penting bagi perkembangan demokrasi. Peran pemerintah 

kota dalam kaitannya dengan sejarah geo-transformasi 

merupakan kunci penting bagi lembaga-lembaga politik 

yang sering terlibat dalam mendorong perubahan 

pembangunan melalui skala organisasi politik. Berkaitan 

dengan modernitas pembangunan 'nasional' atau teritorial 

negara, terjadi reorganisasi lanskap politik daripada 

sebelumnya dan dipengaruhi oleh struktur keruangan kota 

yang ditunjukan oleh mosaik-mosaik kepemilikan tanah 

dan perkembangan jaringan kota.  

 

Perkembangan ―demokrasi‖ dalam masyarakat modern, 

pada umumnya menumbuhkan sikap ―liberalism‖, hal ini terjadi 

dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada ―kebebasan 

mayoritas‖ yang ada di masyarakat. Demikian pula secara umum 

dalam perencanaan tata ruang, - sejauh yang ada - adalah 

berorientasi pasar; pemerintah mengejar tuntutan pasar untuk 

proyek perumahan, infrastruktur, dan lokasi industri, di lain 

pihak masyarakat menuntut kebebasan memilih lokasi untuk 

kegiatannya dan merasa tidak mau adanya sekat-sekat aturan 

pemerintah. Akhirnya kebebasan masyarakat mendorong 

individu maupun masyarakat kolektif menuntut adanya pasar 

bebas. Peran pemerintah berkurang dan keputusan ada di 
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tangan masyarakat dengan pihak swasta selaku pemilik modal, 

inilah   yang    menjadikan    kapitalistis     semakin berkembang 

(Rynck, 2006; Perry, 2007).  

Hubungan antara negara dan warga negara, terjadi krisis 

kontrak sosial-liberal sebagai kesalahan dari janji-janji 

kesetaraan atau keadilan yang merata, akan tetapi 

kenyataannya kebebasan semakin terbuka, akhirnya janji 

tersebut susah dipenuhi. Di sisi lain, masyarakat terpinggirkan 

semakin realistis menuntut hak-hak mereka dan pemenuhan 

kebutuhan mereka yang faktanya ada di tangan mereka sendiri, 

melalui gerakan sosial dan praktek melawan ketidakadilan. 

Mereka tidak selalu memperuntukkan produksi, penggunaan, 

dan pengendalian ruang kota untuk masyarakat luas yang lain, 

namun juga untuk kesejahteraan mereka sendiri (Chandler, 

2001; Miraftab, 2012). Artinya masyarakat bertindak ―liberalis‖ 

terhadap pemenuhan kebutuhan hidup mereka demi mencapai 

kesejahteraan dirinya sendiri, karena secara realistis mereka 

menuntut janji pemerataan keadilan yang belum tentu terwujud. 

Kondisi itulah yang langsung merembet ke persoalan 

―kebebasan‖ pemilihan lokasi usaha dalam ruang kota. 

Liberalisme pada dasarnya bersifat membebaskan individu 

bertindak sesuai kepentingan dirinya sendiri dan 

membiarkan semua individu untuk melakukan pekerjaan tanpa 

pembatasan yang nantinya dituntut menghasilkan suatu hasil 
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yang terbaik (ceteris paribus), atau dengan kata lain 

menghasilkan suatu benda dengan batas minimum, tapi tetap 

diminati serta disukai konsumen (Perry, 2007).   

Di sisi lain demokrasi bisa dikatakan sangat rentan 

terhadap tekanan populis dalam hal konsumsi barang secara 

langsung, terlebih adanya subsidi yang tidak produktif, 

kebijakan perdagangan autarkis atau adanya kedaulatan mutlak, 

baik dalam pemerintahan maupun dalam bidang ekonomi, 

dengan cara menetapkan kebijakan untuk menghindarkan 

ketergantungan pada pihak lain, dan tuntutan partikularistik 

lain yang dapat menghambat investasi jangka panjang dan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat (Bardhan, 1999).  

Sedangkan antara liberal dan tradisional dan antara ruang 

privat dan publik ada perbedaan dalam hal kegiatan yang 

merupakan ―locus inisiatif‖, di mana individu bebas membuat 

keputusan otonom; dan hubungannya dengan ranah publik : ―di 

mana aturan bersama didefinisikan apabila ada masalah-

masalah yang ditimbulkan maka diselesaikan secara bersama 

pula‖ (Parkinson, 2006).  Oleh karenanya desentralisasi 

demokratis adalah cara yang ampuh di mana aktor eksternal 

diharapkan dapat memberdayakan kelompok miskin dan 

marginal dalam masyarakat kedalam ruang kota (Johnson, 

2001). Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Abraham 

Lincoln: bahwa demokrasi adalah ‖pemerintahan dari rakyat, 

oleh rakyat, dan untuk rakyat‖ (Bussmann, 1996). 
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Pembangunan demokrasi membutuhkan progres pada tiga 

tingkatan: kebebasan individu, kehidupan asosiasi independen, 

dan kelembagaan independen.  

Kebebasan memungkinkan individu untuk 

mengembangkan potensi mereka dan membentuk nasib mereka 

sendiri juga alokasi tempat secara mandiri. (Newman, 2006). 

Dengan demikian perbedaan publik privat dimanfaatkan untuk 

menjadi konstitutif demokrasi itu sendiri: yaitu menciptakan 

ruang normatif bagi warga negara untuk menjalankan otonomi 

individu, dan ruang publik di mana konflik antar keputusan-

keputusan otonom individu dapat diselesaikan, atau setidaknya 

dibahas. Adapun batas kepentingan antara ruang publik dan 

ruang privat atau juga dengan ruang swasta seringkali 

disembunyikan meskipun, masalah yang timbul sering 

diperdebatkan. (Parkinson, 2006).  Saat ini pada masyarakat 

modern yang populer adalah penerapan demokrasi partisipatif, 

pelibatan masyarakat tingkat lanjut dalam mengalokasikan 

anggaran pemerintah kota, reorientasi prioritas publik oleh 

masyarakat sendiri, integrasi kebijakan manajemen lingkungan 

hidup dan regenerasi ruang privat dan ruang publik (Menegat, 

2002). Demikian pula dalam pengelolaan tata ruang perkotaan 

dan alokasi land use akan lebih sesuai di mata masyarakat 

apabila direncanakan dengan masyarakat yang penuh semangat 
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kebebasan penentuan lokasi usahanya, demi mencapai 

demokrasi keruangan. 

Pola Ruang Dan Morfologi Kota 

Menurut Spiro Kostof (1991), kota adalah komposisi 

bangunan dan penduduknya, sedangkan bentuk kota pada 

awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah karena 

dipengaruhi budaya tertentu. Bentuk kota berupa geometri dan 

organik. Terdapat dikotomi bentuk perkotaan yang didasarkan 

pada bentuk geometri kota yaitu Planned dan Unplanned.  

Bentuk Planned (terencana) dapat dijumpai pada kota-kota 

Eropa abad pertengahan dengan pengaturan kota yang selalu 

regular dan rancangan bentuk geometrik. Bentuk Unplanned 

(tidak terencana) banyak terjadi pada kota-kota metropolitan, di 

mana satu segmen kota berkembang secara spontan dengan 

bermacam-macam kepentingan yang saling mengisi. Sampai 

pada akhirnya kota akan memiliki bentuk semaunya yang 

kemudian disebut dengan organic pattern, bentuk kota organik 

tersebut secara spontan, tidak terencana dan memiliki pola yang 

tidak teratur dan non geometrik. Terdapat beberapa pandangan 

yang berkaitan dengan perubahan suatu kawasan dan 

sekitarnya sebagai bagian dari suatu kawasan perkotaan yang 

lebih luas, menurut Gallion dalam ¨The Urban Pattern¨ dikatakan 

bahwa perubahan suatu kawasan dalam kota dipengaruhi letak 

geografis kota tersebut. Hal ini akibat pengaruh perubahan 

karena pertumbuhan kota tersebut. Bila terletak di daerah 
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pantai yang landai, berada pada jaringan transportasi antar 

kota, maka kota tersebut akan cepat tumbuh dan beberapa 

elemen kawasan kota akan cepat berubah. Dalam proses 

perubahan yang menimbulkan distorsi dalam lingkungan 

termasuk di dalamnya perubahan penggunaan lahan secara 

organik, terdapat beberapa hal yang bisa diamati (Kostof, 1991), 

yaitu: 

 Pertumbuhan terjadi satu demi satu, sedikit demi sedikit 

atau terus menerus. 

 Pertumbuhan yang terjadi tidak dapat diduga dan tidak 

dapat diketahui kapan mulai dan kapan akan berakhir, hal 

ini tergantung dari kekuatan-kekuatan yang melatar 

belakanginya. 

 Proses perubahan lahan yang terjadi bukan merupakan 

proses segmental yang berlangsung tahap demi tahap, 

tetapi merupakan proses yang komprehensif dan 

berkesinambungan. 

 Perubahan yang terjadi mempunyai kaitan erat dengan 

emosional (sistem nilai). 

Selain bentuk-bentuk kota, ada pula istilah mengenai 

proses bagaimana suatu kota dapat terbentuk secara organik, 

salah satunya adalah urban sprawl. Dijelaskan dalam 

Karakayaci (2016) bahwa lahan dari urban sprawl didefinisikan 

sebagai tanah yang kehilangan karakteristik pedesaannya dan 
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belum dapat didefinisikan sebagai suatu kota yang 

memunculkan berbagai masalah seperti pertumbuhan kota yang 

tidak terencana dan penggunaan tujuan non-pertanian. Oleh 

karena itu, urban sprawl dapat didefinisikan sebagai pedalaman 

antara daerah pedesaan dan perkotaan. Sementara Gordon dan 

Richardson (1997) mendefinisikan urban sprawl sebagai 

pengembangan leapfrog atau pola urbanisasi yang terpisah-

pisah, DiLorenzo (2000) mendefinisikannya sebagai 

pertumbuhan yang sama dengan kanker atau virus. Adapun 

untuk membuat karakteristik umum urban sprawl di seluruh 

Eropa, kekuatan sosial-ekonomi global sedikit bersinggungan 

dengan pembatasan lingkungan dan spasial pada tingkat lokal. 

Kekuatan sosio-ekonomi ini termasuk tren sosial-ekonomi di 

tingkat makro dan mikro seperti transportasi, harga tanah, 

preferensi pribadi tempat tinggal, tren demografis, tradisi dan 

pembatasan budaya, meningkatnya daya tarik kota, praktik 

kebijakan pemanfaatan lahan lokal dan regional. Terlepas dari 

interaksi ini, urban sprawl terus berkembang pesat dengan 

mengembangkan koneksi transportasi dan meningkatkan 

mobilitas pribadi (EEA, 2006: 6).  

Di sisi lain, terdapat sisi pandang lain mengenai urban 

sprawl, yakni teori ini biasanya dianggap memiliki efek negatif 

yang beragam untuk pertumbuhan perkotaan, seperti obesitas 

perkotaan, lalu lintas yang padat, lingkungan kota yang 

memburuk, dan hilangnya ruang publik (Brueckner, 2000; 

Nechtya et. al, 2004 dalam Wang, Shi, & Zhou, 2019). Para 
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akademisi yang bersikeras mengendalikan penanaman 

pandangan secara umum lebih suka strategi kota yang kompak 

(Jenks et. al, 1996; Johnson, 2001 dalam Wang et al., 2019). 

Sebaliknya, yang lain berpikir bahwa urban sprawl adalah hasil 

dari preferensi terhadap tempat tinggal (Mills, 2003 dalam Wang 

et al., 2019), dan pemerintah tidak boleh melakukan intervensi 

karena intervensi pemerintah tidak efisien dan mengarah pada 

distribusi sumber daya lahan yang tidak optimal yang 

mengabaikan pasar (Dowall et. al, 1996 dalam Wang et al., 

2019). Masih banyak perdebatan tentang urban sprawl, sehingga 

sulit untuk memiliki definisi yang komprehensif dan tepat 

karena kurangnya tindakan spesifik dan bahasan yang rumit. 

Faktor penyebab perubahan lainnya adalah vision (kesan), 

optimalnya kawasan merupakan upaya penataan yang maksimal 

pada kawasan dengan fungsi-fungsi yang mendukung, 

penggunaan struktur yang sesuai pada bangunan serta 

komposisi yang proporsional antara tapak dan kawasan 

(Alexander, 1987). Sedangkan pola kota linear sering 

diindikasikan secara positif merupakan perencanaan kota yang 

efisien sebagai kota transit, di lain pihak pengembangan pita 

yang berbentuk linear sering memberi kesan inefisiensi dalam 

pengembangan pemukiman, sebagamana klasifikasi jenis pola 

jalan tipologi ABCD pada gambar di bawah ini (Marshall, 2005). 
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                   Sumber: Marshall, 2005 

GAMBAR 2.6 

JENIS POLA JALAN  

Jaringan jalan didefinisikan oleh tipologi configurational dan 

jenis sambungan (Marshall, 2005). 

Sumber: Marshall, 2005 

GAMBAR 2.7 

TIPOLOGI CONFIGURATIONAL 

Bentuk-bentuk perkembangan jalan sebagaimana tersebut 

di atas, memperlihatkan pola yang tidak terencana atau 
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unplanned merupakan kecenderungan perkembangan alami 

yang demokratis. Sedang pola yang teratur dan terencana atau 

planned lebih cenderung diatur oleh suatu kekuatan secara 

politik pemerintahan kota. 

Historis Pola Ruang dan Perkembangan Ekonomi 

Kota Yogyakarta    

Babad Palihan Negari atau Perjanjian Giyanti yang 

ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, adalah awal 

terbentuknya Kota Yogya, dalam sejarah ―membelah negara‖ 

mataram menjadi dua bagian, separuh diperintah oleh 

Susuhunan Paku Buwono III dengan ibukota Surakarta, bagian 

yang lain dikuasai oleh Susuhunan Kebanaran yang sejak saat 

itu bergelar menjadi Sultan Hamengku Buwono I, dengan 

Ibukota Ngayogyakarta, yang diikuti pembelahan budaya 

(Dwiyanto, 2009). Sri Sultan Hamengku Buwono I mulai 

menempati Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sejak 7 Oktober 

1756, yang didahului pembukaan hutan Pabringan pada tanggal 

5 April 1755 dan penyelesaiannya ditandai dengan sengkalan 

―Dwi Naga Rasa Tunggal‖ yang menunjukan tahun 1682 Jawa 

atau 7 Oktober 1756 Masehi. Makna ―Dwi Naga Rasa Tunggal‖ 

yang tersirat: ―Sari-Rasa-Tunggal‖ yang artinya Hakikat Kesatuan 

dan ―Sarira-Satunggal‖ yang berarti Kepribadian.  
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Pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Jadi Kota 

Yogyakarta, sebuah peringatan hari ―kelahiran‖ yang tidak lupa 

dengan hari ―kebatinan”, sebagai ungkapan ―ikhlas lahir batin‖ 

dari pemangku Kraton dan masyarakat dalam mengawali 

pembangunan Kota Yogyakarta. (Supadjar, 1993; Dwiyanto, 

2009). Asal muasal Kota Ngayogyakarta di hutan Beringin 

merupakan kota kecil yang indah dengan istana pasanggrahan 

yang disebut Garjitawati, yang pada masa Paku Buwono II diberi 

nama ―Ngayogya‖ yang digunakan sebagai pemberhentian 

jenazah para raja yang akan dimakamkan di Imogiri. Kemudian 

nama Ngayogyakarta diabadikan sebagai ibukota bagi wilayah 

yang dikuasai Sultan Hamengku Buwono I. Nama Ngayogyakarta 

merupakan perpaduan dua kata ―Yogya‖ dan ―Karta‖, yang 

berarti Yogya adalah pantas, terhormat, indah, bermartabat, 

mulia, sedang ―Karta‖ berarti perbuatan, karya, amal. Dengan 

demikian Ngayogyakarta berarti tempat indah yang selalu dibuat 

bermartabat dan terhormat. (Kustiniyati, M, 1982, Dwiyanto, 

2009). Pelajaran yang bisa diambil berkaitan dengan konsep 

keruangan secara demokratis adalah ―filosofis keruangan‖ yang 

diimplementasikan dalam pengembangan wilayah oleh Sultan 

Hamengku Buwono I yaitu konsep pemberdayaan daerah 

ditujukan untuk kesejahteraan rakyat-nya. Pemahaman 

kewilayahan pada zaman Kerajaaan Mataram dapat dibedakan 

tiga bagian : 

 Nagara Kota, tempat kediaman Raja (hofstad), sebagai pusat 

dari semua kegiatan. 
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 Nagara Agung, daerah di sekitar kota (ommelanden) 

 Mancanegara, daerah-daerah yang jauh letaknya dari kota 

(buitengewesten) 

Pembagian teritorial ini bertujuan untuk memudahkan 

koordinasi, sehingga tercipta pemerintahan yang efektif dan 

efisien (Sukanto, 1952; dalam Dwiyanto, 2009). Adapun wilayah 

yang ada dalam kekuasaan Kasultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat (meliputi 33.950 karja, sedang Kasunanan 

Surakarta 32.350 karja), antara lain Madiun, Magetan, Caruban, 

separo Pacitan, Kertosono, Kalangbret, Ngrowo (Tulungagung), 

Japan (Mojokerto), Jipang (Bojonegoro), Teras Karas (Ngawen), 

Sela, Warung (Kuwu Wirasari), Grobogan, dan dengan segala 

keterbatasan wilayah yang sebagian besar tidak subur, Sultan 

Hamengku Buwono I tetap mengerahkan segala daya dan dana 

untuk kemakmuran rakyat dan daerahnya (Dwiyanto, 2009). 

Dalam perkembangannya, konsep keruangan Kota Yogyakarta 

sangat dikhawatirkan oleh VOC, yang akhirnya membangun 

Benteng Vredenburg di ujung perempatan Kraton, sedang di 

ujung jalan sejauh mata Sultan memandang pada saat duduk di 

mahligai kraton (mijos sineweko) dititahkan untuk didirikan 

Tugu (Kiai Jagan= Lingga) merupakan titik/tempat manunggale 

kawulo lan gusti atau kesatuan rakyat dan pemerintah dalam 

mempertahankan Ngayogyakarta. Kesatuan yang dimaksud 

adalah sosial, ekonomi dan pertahanan antara rakyat dan raja, 
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sehingga konsep pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dan 

kesejahteraan sebenarnya sudah diciptakan oleh Sultan 

Hamengku Buwono I, bahkan beliau merasa kraton adalah milik 

rakyat bukan milik raja. Pemahaman secara konsepsual, 

keruangan Ngayogyakarta dapat dilihat adanya konsep ―Dwi 

Naga Rasa Tunggal‖ yang intinya ―Sari-Rasa-Tunggal‖ berarti 

Hakikat Kesatuan, dan ―Sarira-Satunggal‖ berarti Kepribadian. 

Konsep Tugu / Kiai Jaga: manunggale kawula lan gusti, sedang 

konsep lorong filosofis dari poros imajiner yang menghubungkan 

Gunung Merapi (simbol kesucian), Kraton (simbol dunia tengah 

yang netral) dan Laut Kidul (simbol kekotoran).  

Secara keseluruhan konsep keruangan Kota Yogyakarta 

memiliki arti pemberdayaan dalam keikhlasan lahir batin antara 

rakyat dan raja membangun kota untuk mencapai kesejahteraan 

rakyat dan daerah, dan upaya mempertahankan Kerajaan 

bersama dalam satu Kesatuan. Inilah titik awal perkembangan 

Kota Yogyakarta membentuk pola horisontal-vertikal, dan 

akhirnya membentuk pola jalan jaring (grid pattern). 

Perkembangan Kota Yogyakarta tidak lepas dari sejarah 

berdirinya Kota Yogyakarta yang berawal dari Perjanjian Gianti 

pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani pada saat 

Kompeni Belanda (Dutch Company) di bawah Gubernur Nicholas 

Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi 

Perjanjian Gianti yaitu Negara Mataram dibagi dua : Setengah 

masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi 

Hak Pangeran Mangkubumi.  
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Pada perjanjian tersebut Pengeran Mangkubumi diakui 

menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa 

dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega 

Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Setelah 

selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Hamengku 

Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada 

di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta 

Hadiningrat yang menjadi ibukota Ngayogyakarta (sekarang 

menjadi Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 

Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat 

pemerintahan adalah Hutan yang disebut Beringin, di mana 

telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, terdapat suatu 

pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan 

Paku Buwono II dulu, dan namanya kemudian diubah menjadi 

Ayodya. Penetapan tersebut diumumkan oleh Sultan Hamengku 

Buwono dan kemudian segera memerintahkan kepada rakyat 

membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton 

(http://students.ukdw.ac.id/~22992155/History.html, Susanto).  

Perkembangan terkini, berdasarkan dokumen Kota 

Yogyakarta memiliki Visi pembangunan pada tahun 2012 – 2016 

adalah : ―Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan 

Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis 

Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan 

Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan‖. Sedangkan Misi 

http://students.ukdw.ac.id/~22992155/History.html
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pembangunan Kota Yogyakarta adalah upaya mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mewujudkan 

pelayanan publik yang berkualitas, mewujudkan pemberdayaan 

masyarakat dengan gerakan ―Segoro Amarto‖. Selain itu untuk 

mewujudkan daya saing daerah yang kuat dilakukan melalui 

misi Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, 

berkarakter, dan inklusif dan memperkuat serta 

mengembangkan keterpaduan Kota Yogyakarta sebagai Kota 

Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan (Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah/RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013).   

Perwujudan Kota Yogyakarta sebagai motor penggerak 

pertumbuhan dan pelayanan jasa prima untuk wilayah Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan sistem 

ekonomi kerakyatan adalah dengan cara mewujudkan 

masyarakat yang menyadari arti pentingnya kelestarian 

lingkungan yang dijiwai semangat ikut memiliki. Semangat 

tersebut dalam istilah Jawa disebut sebagai handarbeni, dan 

yang tidak kalah pentingnya adalah menjadikan dan 

mewujudkan masyarakat demokrasi yang dijiwai oleh sikap 

kebangsaan Indonesia yang berke-Tuhanan, ber-

Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab, ber-Kerakyatan dan 

Berkeadilan Sosial dengan semangat Persatuan dan Kesatuan.  

Seiring dengan proses historis terbentuknya Kota 

Yogyakarta, dan dengan visi misi tersebut diatas, serta dilihat 

secara fisik, Kota Yogyakarta mengalami perkembanganan yang 
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sangat cepat dan bahkan tidak lagi terbatas pada administrasi 

dan fisik kotanya, namun sudah menyebar ke wilayah 

Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang berbatasan 

langsung dengan Kota Yogyakarta.  

Apabila mengkaitkan antara historis perkembangan Kota 

Yogyakarta dengan jiwa dari visi dan misi pembangunan Kota 

Yogyakarta, dapat dipahami bahwa awal mula perkembangan 

kegiatan perdagangan yang kemudian mengarah ke jasa niaga 

atau komersial, diawali di sekitar Kraton Yogyakarta dan 

Malioboro, yang dikenal sebagai kampung turis Sosrowijayan, 

Dagen dan Pasar Kembang. Secara historis Malioboro memang 

masih memiliki ―kaitan‖ dengan Kraton, sehingga ada semacam 

―legitimasi budaya‖ dalam upaya pengemasannya sebagai objek 

wisata budaya. Dalam Babad (sejarah lokal Jawa) dikisahkan 

bahwa nama Malyabhara sudah ada bersamaan dengan 

berdirinya Kraton Yogyakarta.  

Pembuatan Jalan Malioboro dimaksudkan sebagai tempat 

bagi penguasa kraton untuk berlaku secara ―semestinya‖ dalam 

menyambut para tamu atau pengunjung Kota Yogyakarta. 

Secara spiritual Malioboro juga dipandang sebagai ―lorong 

filosofis‖ dari poros imajiner yang menghubungkan ―Gunung 

Merapi‖ (simbol kesucian), ―Kraton‖ (simbol dunia tengah yang 

netral) dan ―Laut Kidul atau Pantai Parangkusumo‖ (simbol 

kekotoran).  
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Sumbu MerapI parangkusumo, patahan 

lama dari Merapi ke Bantul yang aktif saat 

gempa pada mei 2006 sejajar dengan 

sumubu suci utara selatan merapi dan 

pantai parangtritis. Adanya patahan lawu 

dari Gunung Merapi ke Gunung Lawu 

dapat menjelaskan mengapa lawu 

merupakan elemen penting keempat 

dalam merepresentasikan budaya Jawa. 

 

 

Apapun yang terjadi dalam perkembangan Kota Yogyakarta, 

ternyata tidak melunturkan citra Yogyakarta sebagai kota 

budaya yang sejak semula diyakini bersumber dari keberadaan 

Kraton Yogyakarta. Bahkan citra budaya tersebut semakin 

ditonjolkan seiring dengan maraknya industri pariwisata dewasa 

ini. Para wisatawan yang berkunjung ke Kraton dan Malioboro 

memilih penginapan yang terletak di sekitar Malioboro seperti 

Kampung Sosrowijayan dan daerah Pasar Kembang 

(Subhansyah, 2000). Kawasan lain yang cukup menonjol 

berkaitan dengan keberadaan Kraton adalah kampung 

Prawirotaman, yang terletak di wilayah Kelurahan 

Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan. Kampung 

Prawirotaman terletak di Jalan Prawirotaman yang berada di 

Sumber: Google Earth,Lavigne 
dkk dan diolah kembali ( 2015) 

GAMBAR 2.8  
PETA POSISI KERATON DAN 

KOTA YOGYAKARTA 

TERHADAP SUMBU MERAPI-
PANTAI SELATAN/PANTAI 

PARANGKUSUMO 
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tengah-tengah antara Kraton dengan Pantai Parangtritis dan 

Makam Imogiri.  

Dinilai oleh para turis sebagai lokasi yang strategis, selain 

berada di pinggiran kota juga dianggap cukup tenang dan tidak 

terlalu ramai dengan suasana Jawa asli. Semula kampung 

Prawirotaman merupakan kampung industri batik, selanjutnya 

berkembang sebagai kampung turis dengan berkembangnya 

penginapan seperti guest house dan penunjang pariwisata 

lainnya, dan sekarang berkembang kembali sebagai kampung 

batik yang mampu menjadi daya tarik utama kampung 

Prawirotaman, dan secara ekonomi memberikan kontribusi 

positif terhadap pendapatan masyarakat dengan terbukanya 

lapangan kerja baru pada banyak sektor dan berkembangnya 

sektor usaha formal dan informal, baik sektor jasa, perdagangan 

maupun industri batik dan pariwisata (Harsiwi, 1994). Kawasan 

lain yang memiliki perkembangan cepat apabila dikaitkan 

dengan historis Kota Yogyakarta adalah kawasan di sekitar 

Kampus Perguruan Tinggi, seperti UGM (Universitas 

Gajahmada), UII (Universitas Islam Indonesia), dan UNY 

(Universitas Negeri Yogyakarta) yang memberikan pengaruh 

perkembangan kawasan komersial di sekitar Jalan Kaliurang 

dan Jalan Colombo, sedangkan kampus UPN (Universitas 

Pembangunan Nasional), memberikan pengaruh perkembangan 

di sekitar Jalan Seturan, Kawasan Condongcatur, Kampus USD 
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(Universitas Sanata Dharma), memberikan pengaruh 

perkembangan di sekitar kawasan Jalan Gejayan, Jalan Mrican, 

Kampus UIN (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo) 

memberikan pengaruh di sekitar kawasan Jalan Timoho, dan 

Kampus Universitas Atma Jaya memberikan pengaruh 

perkembangan di sekitar kawasan Jalan Babarsari, walaupun 

sebenarnya tidak dapat dipastikan kawasan pengaruhnya, 

namun secara spasial bisa dipahami pengaruh ruangnya. 

Contoh lainnya yaitu Kawasan Jalan Kaliurang dan kawasan 

Jalan Seturan yang merupakan kawasan perkembangan baru 

yang berada berbatasan antara Kabupaten Sleman dengan Kota 

Yogyakarta dan kawasan ini merupakan kawasan-kawasan yang 

memiliki potensi ekonomi sangat kuat pertumbuhannya, 

diperkirakan sebagai akibat pengaruh dari keberadaan kampus 

Perguruan Tinggi.  

Perkembangan kawasan komersial di Kota Yogyakarta 

hampir merata di seluruh kawasan perkotaan, baik yang masuk 

dalam administrasi Kota Yogyakarta maupun yang masuk 

administrasi Kabupaten Sleman, namun berada pada kawasan 

perkotaan Yogyakarta. Pola jalan yang terbentuk, lebih 

dipengaruhi perkembangan fisik Keraton Yogyakarta Hadiningrat 

yang cenderung berpola Utara-Selatan dan Timur-Barat, akibat 

pemahaman secara spiritual di mana Jalan Malioboro dipandang 

sebagai ―lorong  filosofis‖ dari poros imajiner yang 

menghubungkan Gunung Merapi (simbol kesucian), Kraton 

(simbol dunia tengah yang netral) dan Laut Kidul (simbol 



 

61 

 

kekotoran). Hal ini paling tidak memberikan pengaruh pada 

perkembangan pola grid (Grid Pattern). Dari sisi pola struktur 

jalan yang ada memberikan peluang positif bagi masyarakat 

Yogyakarta yang berusaha secara ekonomi dapat dengan leluasa 

mendapatkan letak/posisi yang strategis di banyak tempat atau 

di banyak persimpangan jalan, sehingga semakin banyak 

peluang dan banyak alternatif lokasi yang memiliki nilai sewa 

dan nilai jual yang kompetitif satu dengan yang lain, karena pola 

yang sejajar dan bersilangan satu dengan yang lain. 

Perkembangan kawasan komersial ritel di Kota Yogyakarta, 

antara lain: 

 Di sepanjang Jalan Magelang dan kawasan sekitarnya 

 Di sepanjang Jalan Solo dan kawasan sekitarnya 

 Di sepanjang Jalan Malioboro dan kawasan sekitarnya 

 Di sepanjang Jalan Kaliurang dan kawasan sekitarnya 

 Di sepanjang Jalan Gejayan dan kawasan sekitarnya 

 Di sepanjang Jalan Seturan dan kawasan sekitarnya 

 Di sepanjang Jalan Babarsari dan kawasan sekitarnya 

 Di sepanjang Jalan Sultan Agung dan kawasan sekitarnya 

 Di sepanjang Jalan Kusumanegaran dan kawasan sekitarnya 

 Di sepanjang Jalan Parangtritis dan kawasan sekitarnya 

 Di sepanjang Jalan Taman Siswo dan kawasan sekitarnya 

 Di sepanjang Jalan Mataram-Godean dan kawasan sekitarnya                      
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    Sumber : Google Earth dan Diolah Kembali (2015) 

GAMBAR 2.9 

PETA KAWASAN KOMERSIAL DI PERKOTAAN YOGYAKARTA 

 Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan mengenai 

perkembangan ekonomi dan usaha kecil menengah di perkotaan 

Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

1. Perkembangan dimulai dari berdirinya Kota Yogyakarta  

2. Perkembangan terkini berdasar dokumen rencana 

pembangunan Kota Yogyakarta yang memiliki visi 

pembangunan pada tahun 2012 – 2016 adalah: ―Terwujudnya 

Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, 

Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan 

Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan 

Ekonomi Kerakyatan‖. Selain itu didukung dengan adanya 

misi, adalah upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik dan bersih, mewujudkan pelayanan publik yang 
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berkualitas, mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan 

gerakan Segoro Amarto, mewujudkan daya saing daerah yang 

kuat melalui memperkuat Kota Yogyakarta sebagai Kota 

Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif dan 

memperkuat serta mengembangkan keterpaduan Kota 

Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota 

Perjuangan (RKPD, Kota Yogyakarta Tahun 2013). 

3. Dalam rangka perwujudan Kota Yogyakarta sebagai motor 

penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa prima untuk 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pemerintah 

mendorong kesadaran masyarakat arti pentingnya kelestarian 

lingkungan yang dijiwai semangat ikut memiliki 

4. Terjadi perluasan cakupan, di mana Kabupaten Sleman dan 

Bantul sebagai penerima manfaat atas perkembangan Kota 

Yogyakarta. Perkembangan ini diawali dari sekitar Keraton 

Yogyakarta dan Malioboro, yang kemudian perkembangan 

selanjutnya mengarah ke jasa niaga/ komersial 

5. Jika dilihat dari sisi historis, keberadaan kampus/ Perguruan 

Tinggi yang sudah ada sejak lama di Yogyakarta memberikan 

pengaruh pada perkembangan kawasan komersial. Walaupun 

tidak dapat dipastikan kawasan pengaruhnya, namun secara 

spasial dapat dipahami pengaruh ruangnya.  



64 

 

 

 

 

 

 

 

3  

DINAMIKA USAHA  

KECIL MENENGAH  

DI PERKOTAAN YOGYAKARTA 

 
Usaha Kecil Menengah di Kawasan Penunjang Kegiatan 

Budaya dan Pariwisata 

ejalan dengan visi dan misi Pembangunan Kota 

Yogyakarta yang memberikan prioritas pada 

pengembangan Boudaya - Pariwisata dan Pendidikan, 

penelitian ini selain memilih kawasan-kawasan dari seluruh 

kawasan komersial di Yogyakarta, juga menyesuaikan dengan 

visi – misi tersebut agar mempermudah penelitian dengan 

melihat karakter kawasan tersebut, antara lain kawasan dengan 

S 
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karakter penunjang Budaya dan Pariwisata serta kawasan 

dengan karakter penunjang Pendidikan. Selanjutnya kawasan 

komersial tersebut dikelompokan menjadi 6 (enam) klaster 

komersial, 3 (tiga) klaster komersial ditengarai berkembang 

dengan karakter  penunjang Budaya dan Pariwisata. Kawasan-

kawasan tersebut meliputi klaster koridor Jalan Sosrowijayan, 

klaster koridor Jalan Dagen dan klaster koridor Jalan 

Prawirotaman yang terlihat menonjol dengan suasana 

kesejarahan perkembangan Kota Yogyakarta, antara lain sebagai 

berikut : 

Usaha Kecil Menengah di Sepanjang Koridor Jalan 

Sosrowijayan 

Perkembangan usaha kecil menengah di kawasan 

Sosrowijayan, tidak bisa terlepas dari nilai kesejarahan kawasan 

tersebut, dengan awal perkembangan kegiatan perdagangan di 

sekitar Keraton-Malioboro (sejak masa  Sri Sultan 

Hamengkubuwono I, 1758), kemudian mengarah ke Kampung 

Sosrowijayan hingga Dagen dan Pasar Kembang, sekarang sering 

disebut sebagai Kampong Turis. Lokasinya yang strategis sebagai 

bagian dari jalan penghubung antara Jalan Malioboro dengan 

Jalan Gandekan, juga sekaligus merupakan faktor pendorong 

perkembangan usaha kecil menengah (rata-rata berkepemilikan 

pribadi) di kawasan tersebut.  
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Sebagian besar tempat usaha di Kawasan Sosrowijayan 

sebelumnya merupakan kawasan  permukiman atau tempat 

tinggal. Pesatnya perkembangan ekonomi di kawasan tersebut, 

dan adanya permintaan pasar, serta terbukanya peluang usaha, 

menjadikan faktor tersebut sebagai pendorong perubahan 

pemanfaatan ruang di kawasan tersebut. Berikut pernyataan 

pemilik Homestay terhadap perubahan pemanfaatan ruang : 

Banyak wisatawan yang membutuhkan tempat tinggal dan 
saya ingin untuk memiliki tempat penginapan yang 
membantu kebutuhan wisatawan. Lokasi ini cocok untuk 
usaha (SWJ/4B.3/06) 

Sebagian pelaku usaha yang lain, menyewa ruang usaha 

dengan harga sewa berkisar 15 juta/ tahun. Tingginya harga 

sewa tersebut dinilai para pengusaha kecil menengah, seimbang 

dengan pendapatan yang diperoleh pemilik usaha, berkisar ±18 

juta/ bulan – 600 juta/ bulan, sebagaimana pernyataan berikut : 

Harga sewa yang dibayarkan sebesar Rp.15.000.000-
Rp.25.000.000/tahun (SWJ/3B/02) 

Pendapatan usaha bisa mencapai Rp.18.000.000 – 
Rp.600.000.000/bulan (SWJ/3D/04) 

Lokasi yang strategis didukung tingginya permintaan 

diakui narasumber menjadi motivasi pemilik usaha untuk 

melakukan perubahan fungsi lahan. Dengan harapan 

peningkatan ekonomi keluarga, hal tersebut menjadi dasar 

pertimbangan seseorang untuk membuka usaha, khususnya 

usaha penunjang wisata. Pesatnya aktivitas ekonomi di kawasan 
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tersebut yang diiringi perubahan fungsi lahan juga turut 

mempengaruhi harga lahan (Anggraeni dan Haryanto, 2013). 

Salah seorang narasumber yang telah menempati lokasi selama 

44 Tahun menyatakan bahwa sejak dia menempati kawasan 

tersebut hingga saat ini, selalu terjadi kenaikan harga lahan 

sebesar 5-10 juta/tahun. Berikut kutipan wawancara pemilik 

Coffee Corner ketika ditanya perihal peningkatan harga lahan: 

Lahan di sini cukup menjanjikan dan memiliki banyak 
keuntungan makanya harga tanah di sini dijual dengan 
harga berapa pun bisa laku (SWJ/5F.4/13) 

Selain karena lokasi yang strategis dekat dengan kawasan 

wisata Keraton dan kawasan belanja Malioboro, lokasi ini juga 

didukung dengan akses dan moda transportasi yang mudah 

serta sarana prasarana yang memadai. Hal ini sangat membantu 

pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Selain itu lokasinya 

juga dinilai aman dan bebas banjir. Namun ada catatan bagi 

Pemerintah Kota, kondisi drainase yang dinilai masih 

bermasalah serta belum tersedianya lahan parkir, 

mengakibatkan terjadinya kemacetan (Manan dan Haryanto, 

2018).  

Mengingat awalnya sebagai daerah permukiman atau 

tempat tinggal tentunya tidak mempertimbangkan beban 

prasarana pembuangan, baik drainase maupun sampah. Serta 
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tanpa mempertimbangkan beban parkir yang mengakibatkan 

menghambat laju kendaraan di kawasan tersebut. Bahkan 

menjadi polemik lanjutan di kawasan tersebut, serta menjadi 

pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Yogyakarta terkait 

penataan ruang yang perlu memperhatikan preferensi 

masyarakat terhadap ruang sangat dinamis. Pada 

perkembangannya, usaha kecil menengah di Jalan Sosrowijayan 

mempengaruhi pemanfaatan ruang yang berubah menjadi 

kawasan komersial seperti terlihat di sepanjang jalan sisi utara 

dan selatan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut : 

 
Sumber: Hasil Observasi dan Analisis Peneliti, 2014 

GAMBAR 3.1 

KONDISI USAHA KECIL MENENGAH DI JALAN SOSROWIJAYAN 

 Berdasarkan hasil observasi lapangan di sepanjang jalan 

Sosrowijayan, terlihat bahwa kegiatan komersial sangat rapat 

hampir setiap kaveling dimanfaatkan untuk kegiatan komersial 

dan kegiatan usaha skala kecil menengah tersebut sangat 

beragam jenis. Meskipun ada yang sama akan tetapi mereka 

saling toleransi terhadap usaha yang dipilih dan dilakukan 

tetangganya. Perubahan pemanfaatan lahan terlihat tergantung 



 

69 

 

pemiliknya mengusahakan sendiri atau menyewakan lahannya, 

sepertinya sedemikian bebasnya mereka memilih jenis 

usahanya. 

Usaha Kecil Menengah di Sepanjang Koridor  

Jalan Dagen 

Berdasarkan sejarahnya, Malioboro memiliki keterkaitan 

erat dengan Keraton Yogyakarta, dimaksudkan sebagai tempat 

penguasa keraton untuk menyambut para tamu atau 

pengunjung Yogyakarta. Selain itu secara filosofis, Malioboro 

juga dipandang sebagai ―lorong filosofis‖ (Dwiyanto, 2009) dari 

poros imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi (simbol 

kesucian), Kraton (simbol dunia tengah yang netral) dan Laut 

Kidul atau Pantai Parangkusumo (simbol-kekotoran). Kelestarian 

historical yang dikombinasikan dengan fungsi ekonomi di 

Kawasan Keraton dan Malioboro turut berdampak pada kawasan 

sekitarnya termasuk Kawasan Koridor Dagen. Banyaknya 

wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, mengakibatkan 

tingginya permintaan terhadap tempat menginap seperti hotel 

atau wisma di Kawasan Dagen.   

Sebagian besar narasumber memberi informasi bahwa 

yang mereka tempati saat ini adalah hak milik, kalaupun ada 

yang lain sewa, harga sewa bisa mencapai 50 juta/ tahun. 

Bahkan dari usaha yang mereka jalani pendapatan per bulan 

mencapai 15-200 juta/ bulan, sehingga sangat wajar jika pada 
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akhirnya, terjadi perubahan pemanfaatan ruang dari semula 

tempat tinggal (Izin Mendirikan Bangunan/ IMB tetap berstatus 

rumah tinggal) menjadi pemanfaatan usaha. Berikut kutipan 

wawancara dengan narasumber pengelola salah satu Hotel : 

Ini dahulunya sebagai tempat tinggal saja, tetapi di sisi lain 
pemilik ini menjadikan sebagai komersil sekaligus 
membantu pemerintah dalam meningkatkan pemasukan 
daerah. Memang pemilik penduduk asli sini, dan lahan 
yang ia miliki berada di sini. Namun kalau hanya dijadikan 
rumah tinggal saja tidak memiliki potensi/ nilai jual lebih 
makanya dibangun hotel ini (DGN/4B.6/06) 

Pertimbangan adanya nilai tambah (value added) 

terhadap lahan yang strategis merupakan rangsangan terjadinya 

perubahan pemanfaatan ruang. Pada akhirnya, juga 

berpengaruh terhadap harga lahan di kawasan tersebut, yang 

pada awalnya hanya 200 ribu-300 ribu/ meter² saat ini 

mencapai 5 -15 juta/ meter², bahkan ada beberapa lokasi yang 

menawarkan lebih dari 25 juta/ meter².  Diakui banyak pihak, 

dan juga pendapat masyarakat setempat, bahwa semakin dekat 

Malioboro harga lahan akan semakin mahal. Rupanya tingginya 

harga lahan memberikan peluang bagi masyarakat setempat 

maupun investor, selain meningkatnya nilai aset juga adanya 

multiplier effect bagi masyarakat sekitar yang ikut terlibat dalam 

usaha, maupun yang membuka usaha penunjang.  

Adapun menurut R. F. Kahn (1931) yang dikutip dari 

Gašperová, Možuchová, & Rostášová (2017), multiplier effect 

dijelaskan sebagai suatu teori bahwa setiap pengeluaran dalam 
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perekonomian, akan menyebabkan reaksi berantai dari 

pengeluaran di bagian lain dari ekonomi. Nosbuch & Bernaden 

(2012) menyampaikan bahwa suatu perusahaan yang membeli 

barang dan jasa dari bisnis lain, akan menghasilkan dampak 

pekerjaan tidak langsung pada bisnis sektor lain, atau yang 

sering disebut sebagai efek berganda (multiplier effect). Contoh 

dari multiplier effect ini digambarkan oleh Khan, Phang, & Toh 

(1995) dalam konteks pariwisata, pada mulanya pengeluaran 

dari turis akan dihabiskan secara langsung pada tiket pesawat, 

agen travel, hotel, toko, restoran dan fasilitas wisatawan lainnya, 

yang disebut sebagai direct multiplier effect. Kedua, penerima 

biaya langsung tersebut mengeluarkan uang untuk membeli 

barang-barang yang dibutuhkan untuk layanan yang diberikan, 

seperti misalnya hotel yang membeli makanan mentah untuk 

restoran, maupun detergen untuk keperluan perawatan kamar 

hotel, kegiatan ekonomi inilah yang disebut sebagai indirect 

multiplier effect. Ketiga, penerima manfaat dari pendapatan 

langsung dan tidak langsung ini berganti giliran untuk 

membelanjakan pendapatan baru yang mereka peroleh untuk 

barang dan jasa yang tidak terkait dengan hal-hal sebelumnya 

seperti perumahan, transportasi dan hiburan. Pada akhirnya, 

kegiatan ini akan memacu perputaran dalam membelanjakan 

barang atau jasa dengan masing-masing putaran biaya akan 

berefek pada pengurangan biaya dikarenakan adanya kebocoran, 
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yang biasanya disebabkan oleh adanya penghematan dan 

pembelian produk maupun layanan impor. Adapun jenis 

pengeluaran ketiga ini menciptakan multiplier effect yang 

diinduksi. 

Berikut kutipan wawancara dengan salah satu pengelola 

Losmen ketika ditanya perihal kondisi umum sekitar kawasan. 

Banyak orang jualan, meningkatkan ekonomi, menyerap 
tenaga kerja (rata-rata karyawan hotel merupakan 
penduduk asli sini, seperti karyawan yang ada di sini, 3 
dari 10 orang karyawan merupakan penduduk asli sini) 
(DGN/9A.1/22) 

Lokasi strategis, akses dan moda transportasi yang 

mudah, serta sarana prasarana yang memadai menjadi faktor 

penunjang berkembangnya kawasan ini. Namun tidak bisa 

dipungkiri menimbulkan catatan penting yaitu kebutuhan akan 

lahan parkir. Adanya fungsi awal sebagai tempat tinggal memang 

menjadi dasar pertimbangan belum direncanakannya kawasan 

parkir. Namun justru tiadanya lahan dan adanya kebutuhan 

parkir dimanfaatkan masyarakat sekitar dengan menyewakan 

lahan parkir dengan menerapkan tarif 30 ribu/ malam. Berikut 

kutipan wawancara dengan pemilik Toko Souvenir perihal 

prioritas pemilihan lokasi: 

(Kondisi) lalu lintas kawasan ini selalu ramai hampir setiap 
saat, faktor yang mempengaruhi kemajuan usaha ini salah 
satunya lokasi, kondisi lingkungan yang mendukung, 
ketersediaan lahan dan kemudahan aksesibilitas sehingga 
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banyak pengunjungnya, berpengaruh terhadap 
perkembangan dan kemajuan usaha (DGN/9I.2/30) 

Sepanjang jalan pada bagian sisi utara dan selatan dari 

Jalan Dagen terlihat terdapat berbagai jenis usaha komersial. 

Adapun dari seluruh peruntukan di sepanjang koridor Jalan 

Dagen terlihat komposisi rumah tinggal atau non komersial lebih 

sedikit dibandingkan dengan pemanfaatan komerisal yang 

terlihat mendominasi. Kemudian untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 3.2 dengan kondisi eksisting ruas jalan sisi 

utara dan ruas jalan sisi selatan. 

 
Sumber: Hasil Observasi dan Analisis Peneliti, 2014 

GAMBAR 3.2 

KONDISI USAHA KECIL MENENGAH DI JALAN DAGEN 

 Dari observasi lapangan di sepanjang Jalan Dagen tempat 

pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya, terlihat bahwa 
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kegiatan komersial sangat rapat hampir setiap kaveling 

dimanfaatkan untuk kegiatan komersial walaupun kegiatan 

usaha tersebut skala menengah kecil yang sangat beragam jenis, 

meskipun ada yang sama namun mereka saling toleransi 

terhadap usaha yang dipilih dan dilakukan tetangganya. Dengan 

demikian perubahan pemanfaatan lahan terasa sangat 

tergantung pemilik lahan dalam menyewakan lahannya atau 

apabila diusahakan sendiri, maka terasa sedemikian bebasnya 

mereka memilih jenis usahanya. 

Usaha Kecil Menengah di Sepanjang Koridor  

Jalan Prawirotaman 

Citra budaya yang kental di Yogyakarta menjadi daya tarik 

kuat bagi wisatawan asing hingga wisatawan lokal. Para 

wisatawan yang berkunjung ke Keraton dan Malioboro memilih 

penginapan yang terletak di sekitar Malioboro, seperti Kampung 

Sosrowijayan dan daerah Pasar Kembang hingga sampai ke 

Kawasan Prawirotaman di Yogyakarta Selatan. Kampung 

Prawirotaman terletak di Jalan Prawirotaman yang berada di 

tengah-tengah antara Keraton dengan Pantai Parangtritis dan 

Makam Imogiri.  

Dinilai oleh para turis sebagai lokasi yang strategis, selain 

berada dipinggiran kota, juga dianggap cukup tenang dan tidak 

terlalu ramai dengan suasana Jawa asli. Semula Kampung 

Prawirotaman merupakan kampung industri batik, selanjutnya 

berkembang sebagai kampung turis dengan berkembangnya 
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penginapan seperti guest house dan penunjang pariwisata 

lainnya seperti money changer, travel, warung makan hingga 

warung internet. Pangsa pasar turis, saat ini kawasan telah 

berkembang kembali sebagai kampung batik yang mampu 

menjadi daya tarik utama Kampung Prawirotaman, dan secara 

ekonomi memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan 

masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja baru pada 

banyak sektor dan berkembangnya sektor usaha formal dan 

informal, baik sektor jasa, perdagangan maupun industri (batik 

dan pariwisata).  

Dikarenakan (Kawasan Prawirotaman) merupakan salah 
satu daerah fasilitas wisata, jadi (mampu) meningkatkan 
nilai jual. Adanya peluang bisnis terkait bidang wisata 
yang berkembang di daerah ini (PWT/5F.3/13) 

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pemilik 

usaha menyewa lahan dengan harga 1 hingga 15 juta/ tahun 

dengan pertimbangan lokasi yang strategis, banyak dilalui turis 

dengan akses yang mudah. Wajar jika daerah tersebut sangat 

diminati baik untuk dijual maupun sewa. Bahkan narasumber 

yang kami temui, telah tinggal di kawasan tersebut selama 3 

sampai 34 tahun. Durasi tinggal yang panjang mengindikasikan 

bahwa kawasan tersebut cukup aman dan produktif sebagai 

tempat usaha.  
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Tidak jauh berbeda dengan Kawasan Dagen dan 

Sosrowijayan, harga lahan di kawasan ini cukup tinggi yaitu 

rata-rata 7-15 juta/ meter² dan terus meningkat tiap tahunnya. 

Tingginya harga lahan dimanfaatkan warga sebagai peluang 

usaha agar tetap bernilai produktif dan memiliki harga jual 

tinggi. Sehingga wajar bila dalam satu lokasi terjadi perubahan 

jenis usaha berkali-kali bahkan terjadi perubahan fungsi ruang. 

Berikut kutipan wawancara dengan pemilik Money Changer yang 

telah melakukan perubahan pemanfaatan ruang beberapa kali : 

Iya, Perubahan dari rumah hunian menjadi hotel tahun 
1994, dari hotel menjadi resto tahun 2009, kemudian 
menambah usaha money changer tahun 2009 
(Dadang/N1/6A). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 

15 orang diperoleh hasil analisis bahwa 10 orang yang telah 

diwawancarai melakukan perubahan pemanfaatan bangunan 

yang dimiliki. Perubahan tersebut tetap diperuntukkan bagi jasa 

usaha yang lebih menguntungkan. 

10 dari 15 informan melakukan perubahan dari bangunan 
sebelumnya menjadi usaha komersial. 5 informan tidak 
melakukan perubahan (PWT/6A/14) 

Dari informasi di atas memberi gambaran bahwa seiring 

berkembangnya industri pariwisata, bisa mendorong seseorang 

yang tinggal di Kawasan Prawirotaman merubah ruang yang 

dimilikinya dari rumah tinggal menjadi ruang usaha.  Adapun 

dengan pendapatan 3- 40 juta/ bulan tentunya menjadi hal 
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menggiurkan dan menjanjikan bagi pemilik usaha dibanding 

hanya sekedar untuk rumah tinggal. Kedekatan aksesibilitas ke 

Kawasan Kraton dan Malioboro sebagai pusat wisata budaya dan 

wisata niaga, letaknya tidak terlalu jauh dari kawasan pusat 

kota maupun kawasan pedesaan (sekitar Bantul), sehingga 

mudah dicapai dari berbagai arah, kemudahan moda 

transportasi, aman, bebas banjir serta sarana prasarana yang 

memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa salah satu parameter 

terjadinya perubahan pola ruang adalah preferensi ekonomi 

masyarakat yang pada akhirnya mengerucut pada fenomena 

kebebasan sesorang merubah ruang yang ditempati menjadi 

yang diinginkannya dengan cara spekulasi pemanfaatan usaha.  

Berdasarkan hasil analisis ditemukan beberapa rumah 

tinggal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai tempat 

tinggal namun kenyataannya peruntukan sebagai tempat usaha, 

dan ini merupakan isu spasial yang membutuhkan pemecahan 

masalah perizinan. Berbagai jenis usaha kecil menengah 

pendukung kegiatan wisata, saat ini berkembang di kawasan 

Jalan Prawirotaman.  Sepanjang jalan pada bagian sisi utara dan 

selatan terlihat berjajar berbagai jenis usaha komersial. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini dengan 

pembagian ruas jalan sisi utara dan ruas jalan sisi selatan untuk 

Jalan Prawirotaman I dan Jalan Prawirotaman II. 
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(a) 

 

(b) 

Sumber: Hasil Observasi dan Analisis Peneliti, 2014 

GAMBAR 3.3 

KONDISI USAHA KECIL MENENGAH DI JALAN PRAWIROTAMAN  

(A) JALAN PRAWIROTAMAN I; (B) JALAN PRAWIROTAMAN II 

 Berdasarkan hasil observasi di sepanjang jalan 

Prawirotaman I dan II, terlihat kegiatan komersial sangat rapat 

hampir setiap kaveling dimanfaatkan untuk kegiatan komersial 

walaupun masih ada sebagian yang berupa rumah tinggal. 

Kegiatan usaha tersebut skala kecil menengah yang beragam 

jenis, meskipun ada yang sama namun mereka saling toleransi 

terhadap usaha yang dipilih dan dilakukan tetangganya. 
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Perubahan pemanfaatan lahan tergantung pemiliknya, apakah 

diusahakan sendiri atau disewakan, terlihat sedemikian 

bebasnya mereka memilih jenis usaha sesuai kemampuan 

pemilik lahan atau penyewa. 

Usaha Kecil Menengah Penunjang Kegiatan Pendidikan 

 Tiga klaster lainnya merupakan kawasan yang 

berkembang dengan karakter komersial penunjang kampus-

kampus pendidikan, antara lain klaster koridor Jalan Kaliurang 

dengan pengaruh kampus UGM, klaster koridor Jalan Gejayan 

dengan pengaruh keberadaan kampus Sanata Dharma, dan 

klaster koridor Jalan Seturan dan Jalan Kledokan, pengaruh 

perkembangan kampus UPN dan kampus YKPN. Berdasarkan 

hasil informasi  narasumber di Jalan Sosrowijayan, Jalan Dagen, 

Jalan Prawirotaman, Jalan Kaliurang, Jalan Gejayan, Jalan 

Seturan dan Jalan Kledokan diperoleh kategorisasi kegiatan 

usaha kecil menengah sebagai berikut : 

Usaha Kecil Menengah di Sepanjang Koridor Jalan 

Kaliurang 

Kawasan jalan Kaliurang merupakan kawasan yang 

menunjang atau berkaitan dengan kegiatan kampus Perguruan 

Tinggi, seperti UGM (Universitas Gajahmada), UII (Universitas 

Islam Indonesia), UNY (Universitas Negeri Yogyakarta). Salah 
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satu kawasan yang terkena pengaruh perkembangan kawasan 

komersial pesat adalah di sekitar Jalan Kaliurang dan Jalan 

Colombo. Kawasan komersial yang berada di daerah penunjang 

pendidikan didominasi dengan fotokopi, percetakan dan printing, 

penjual Handphone dan pulsa, kafe dan warung internet, dengan 

pangsa pasar mahasiswa. Narasumber yang ditemui menempati 

ruang usaha milik sendiri, telah mereka gunakan selama 

bertahun-tahun sebagai tempat usaha dengan pendapatan 5 -15 

juta/ bulan. Motivasi untuk membuka usaha adalah karena 

lokasi yang strategis dekat dengan kampus sebanding dengan 

tingginya harga lahan yang ada di kawasan ini. Harga lahan 

diperkirakan mengalami peningkatan setiap tahunnya karena 

adanya permintaan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha 

kecil menengah.  Perkiraan harga lahan saat ini telah mencapai 

Rp.15.000.000 hingga Rp.25.000.000/ meter². Dapat dilihat 

pada kutipan hasil wawancara terhadap narasumber di Jalan 

Kaliurang sebagai berikut : 

 Pendapatan usaha rata-rata Rp.5.000.000 -15.000.000/ 

bulan (JKL/3D/04) 

Sedang harga lahan di kawasan Jalan Kaliurang, memang 

harga sebelumnya sudah tinggi dibanding dengan kawasan lain, 

namun peningkatnya tidak sepesat di kawasan penunjang 

budaya dan pariwisata namun tetap bernilai cukup tinggi, 

dengan peningkatan ± 1 - 2 juta/ tahun, karena berlokasi 

strategis. Walaupun masih ada beberapa catatan lainnya seperti 



 

81 

 

kondisi drainase yang tidak memadai karena lebar badan jalan 

terbatas serta lahan parker yang kurang. Posisi Jalan Kaliurang 

dikatakan strategis karena berada di antara jalan arteri utara 

dengan kampus UGM. Kelengkapan sarana dan prasarana yang 

ada di Jalan Kaliurang terbilang cukup lengkap, namun terdapat 

beberapa sarana yang belum memadai yaitu sarana transportasi 

umum dan prasarana kebutuhan lingkungan berupa drainase 

dan pemenuhan lahan parkir untuk kebutuhan konsumen 

(Lestari, D., dan Haryanto, R., 2014).  

Pada umumnya kondisi usaha komersial di Jalan 

Kaliurang menjadi pendukung pertumbuhan kawasan komersial 

di Kota Yogyakarta. Pada perkembangannya jenis usaha kecil 

menengah di Jalan Kaliurang terdiri dari berbagai jenis usaha 

dengan pemanfaatan lahan kegiatan komersial. Sepanjang jalan 

pada bagian sisi utara dan selatan terlihat berjajar jenis usaha 

komersial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini dengan pembagian ruas jalan sisi utara dan ruas jalan 

sisi selatan. 
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Sumber: Hasil Observasi dan Analisis Peneliti, 2014 

GAMBAR 3.4 

KONDISI USAHA KECIL MENENGAH DI JALAN KALIURANG 

 Dari observasi lapangan di sepanjang jalan Kaliurang 

tempat pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya, terlihat 

bahwa kegiatan komersial sangat rapat hampir setiap kaveling 

dimanfaatkan untuk kegiatan komersial skala menengah atas, 

sedang hanya sebagian kecil saja skala usaha kecil menengah 

yang sangat beragam jenis. Meskipun ada yang sama namun 

mereka saling toleransi terhadap usaha yang dipilih dan 

dilakukan tetangganya. Bisa dikatakan perubahan pemanfaatan 

lahan sangat tergantung pemilik lahan yang bebas memilih 

usahanya atau tergantung pula pada penyewa yang sering 

berubah dan berganti-ganti usaha, serta bebas memilih lokasi 

usahanya. 

Usaha Kecil Menengah di Sepanjang Koridor  

Jalan Gejayan 

Keberadaan kampus universitas di suatu kawasan, dalam 

perkembangannya dapat memberikan pengaruh ekonomi kepada 
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masyarakat sekitar. Tingginya kebutuhan kos untuk tinggal 

mahasiswa dan penunjang lainnya tentunya memberikan 

peluang peningkatan ekonomi pada masyarakat sekitar. Salah 

satu kawasan yang terkena dampak adalah sekitar kampus USD 

(Universitas Sanata Dharma) yang memberikan pengaruh 

perkembangan disekitar kawasan Jalan Gejayan. Pola perilaku 

konsumtif mahasiswa tentunya berbeda dengan masyarakat 

lainnya, karakteristik aktivitas komersial pun menjadi cukup 

beragam.  

Pangsa pasar mahasiswa tidak hanya membutuhkan 

tempat kos namun juga kebutuhan penunjang seperti butik 

pakaian, toko ponsel, parfum, warung makan, kuliner, fasilitas 

kesehatan seperti klinik pengobatan maupun apotik. Berikut 

salah satu kutipan wawancara dengan pemilik usaha Apotik 

perihal pilihan lokasi : 

Dikarenakan (berada pada lokasi) strategis, berada di 
pinggir jalan utama, kondisi lingkungan yang aman 
sehingga (kawasan ini) mendukung untuk dijadikan 
lokasi usaha,  berada di lokasi yang dekat dengan 
kawasan kampus dan tempat kos (GJY/4B/06) 

Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa mereka 

menyewa lokasi dengan harga sepuluh sampai dua puluh lima 

juta per tahun dengan pendapatan dua sampai tiga puluh juta/ 

bulan atau dua puluh empat sampai tiga ratus enam puluh 
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juta/ tahun. Kemungkinan profit yang tinggi merupakan alasan 

tingginya harga sewa di lokasi tersebut.  

Jenis usaha komersial yang berkembang dan tumbuh di 

kawasan Jalan Gejayan adalah perdagangan dan jasa kecil 

menengah dengan pasar mahasiswa dan masyarakat sekitar 

kawasan, yang mulai tumbuh sejak 5 - 6 tahun terakhir, hingga 

saat ini. Pemanfaatan lahan tersebut dipengaruhi oleh motivasi 

pelaku usaha terhadap lokasi yang strategis berdekatan dengan 

beberapa kampus, aksesibilitas terhadap jalan arteri dan kondisi 

fisik lingkungan yang diperuntukkan sebagai kawasan 

pertumbuhan usaha komersial. Berikut salah satu kutipan 

wawancara perihal keberadaan lokasi usaha : 

Lokasi strategis, berada di pinggir jalan utama; kondisi 
lingkungan aman mendukung untuk dijadikan lokasi 
usaha; berada di lokasi yang dekat dengan kawasan 
kampus dan tempat kos (GJY/4B.4/06) 

Pernyataan tersebut memberikan gambaran minat 

masyarakat melakukan usaha secara mandiri dengan melihat 

dan membaca peluang pasar yang ada. Ada peluang bagi 

Pemerintah Daerah mempertimbangkan preferensi masyarakat 

dalam berusaha terutama pilihan lokasi usaha yang 

kemungkinan berbeda dengan perencanaan yang dilakukan 

Pemerintah pada saat penetapan alokasi pemanfaatan ruang 

komersial dalam Perencanaan Kota. Sepanjang jalan pada bagian 

sisi utara dan selatan berjajar berbagai jenis usaha komersial. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Sumber: Hasil Observasi dan Analisis Peneliti, 2014 

GAMBAR 3.5 

KEBERADAAN LOKASI USAHA KECIL MENENGAH  

DI JALAN GEJAYAN 

 Dari observasi lapangan disepanjang jalan Gejayan 

kawasan tempat informan pelaku usaha melakukan kegiatan 

usahanya, terlihat hanya tinggal 3 (tiga) titik yang bukan 

komersial, kegiatan komersial sangat rapat hampir setiap 

kaveling dimanfaatkan untuk kegiatan komersial yang sering 

berganti dan berubah walaupun kegiatan usaha tersebut skala 

menengah kecil yang sangat beragam jenis, meskipun ada yang 

sama namun mereka saling toleransi terhadap usaha yang 

dipilih dan dilakukan tetangganya.  

Usaha Kecil di Sepanjang Koridor Jalan Seturan 

Kawasan Jalan Kaliurang dan Kawasan Seturan yang 

berada di Kabupaten Sleman merupakan dua kawasan 

perkembangan baru yang berada berbatasan antara Kabupaten 
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Sleman dengan Kota Yogyakarta. Kawasan ini merupakan 

kawasan-kawasan yang memiliki potensi ekonomi sangat kuat 

pertumbuhannya, diperkirakan sebagai akibat pengaruh dari 

keberadaan kampus Perguruan Tinggi. Usaha-usaha yang ada di 

kawasan koridor Jalan Seturan dan Jalan Kledokan, 

terpengaruh oleh keberadaan kampus UPN dan kampus YKPN 

yang menjadikan kawasan ini strategis untuk membuka usaha.  

Sebagian besar narasumber mengakui bahwa 

pemanfaatan lahan sebelum disewa adalah memang sebagai 

tempat usaha maupun lahan kosong, beberapa sebagai tempat 

tinggal. Harga sewa 7-25 juta/ tahun (tergantung luasan lahan), 

pemilik usaha biasanya mendapatkan keuntungan 24-180 juta/ 

tahun. Ketika ditanya perihal perkembangan kawasan, berikut 

jawaban Parjo, pemilik toko Kelontong: 

polanya berkembang secara apa adanya mengikuti yang 
ramai penduduk, mendekati pasar dan dapat dilakukan 
beraglomeratik dan masing-masing usaha sudah 
memiliki pelanggan sehingga kebanyakan pelaku usaha 
tidak khawatir tentang keberlangsungan usaha mereka 
diantara para pesaing yang lain (Parjo/N5/9A). 

Motivasi pelaku usaha dipengaruhi oleh kemudahan akses 

lokasi usaha komersial. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang 

dibayarkan pelaku usaha telah melebihi harga yang ditetapkan 

oleh pemerintah yaitu bisa mencapai Rp.2.000.000/ meter 

dipengaruhi oleh keberadaan lokasi. Kelengkapan sarana di 

Jalan Seturan cukup memadai, namun untuk prasarana masih 
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tergolong kurang memadai yaitu terbatas oleh lahan parkir yang 

tersedia. Secara umum keberadan usaha komersial yang ada 

berada di tingkat aman dan bebas dari bencana.  

Aksesnya, Jalan Seturan merupakan jalan utama sehingga 
banyak orang yang lewat (STR/4B.8/06) 

Karena usaha saya marketable jika berada disini, adanya 
faktor place yang penting (STR/4B.9/06) 

Pada saat ini, usaha kecil menengah di Jalan Seturan 

semakin berkembang, terlihat sepanjang jalan sisi timur dan 

barat yang didominasi usaha menengah yang cenderung ke 

usaha besar. Usaha kuliner dan usaha lain yang berkembang 

saat ini tidak hanya melayani mahasiswa dan masyarakat 

sekitar namun sudah melayani konsumen skala Kota Yogyakarta 

dan sekitarnya, yang memang bertujuan ke Kawasan Seturan.  

Namun di lain pihak kehadiran apartemen dengan penghuninya 

mahasiswa dari golongan ekonomi menengah atas, diperkirakan 

akan memberikan pengaruh pada konsumen menengah atas 

pula. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini dengan pembagian ruas jalan sisi barat dan ruas jalan sisi 

timur. 
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           Sumber: Hasil Observasi dan Analisis Peneliti, 2014 

GAMBAR 3.6 

KONDISI USAHA KECIL MENENGAH DI JALAN SETURAN 

 Dari observasi lapangan di sepanjang Jalan Seturan, 

perubahan pemanfaatan lahan sangat tergantung pemilik lahan 

dalam memilih kebebasan usahanya namun tergantung pula 

pada penyewa yang sering berubah dan berganti-ganti usaha 

serta bebas memilih lokasi usahanya. 

Usaha Kecil Menengah di Sepanjang Koridor Jalan 

Kledokan 

 Jalan Kledokan terletak di Kelurahan Catur Tungal, 

Kecamatan Depok, Sleman. Sepanjang Jalan Kledokan 

merupakan kawasan dengan dominasi kegiatan usaha kecil 

menengah. Status kepemilikan tanah rata-rata sewa/ kontrak 

dari pemilik tanah, hanya beberapa usaha yang berstatus hak 

milik. Berada di lokasi yang cukup strategis, berada di antara 2 

(dua) jalan utama yaitu Jalan Solo di sisi selatan dan Jalan 

Babarsari di sebelah utara, yang mendukung perkembangan 
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usaha komersial. Pertimbangan narasumber terhadap lokasi 

usaha sebagai berikut : 

Letaknya strategis, berada di pinggir jalan utama; kondisi 
lingkungan yang aman sehingga mendukung untuk 
dijadikan lokasi usaha; berada di lokasi yang dekat 
dengan kawasan kampus dan tempat kos (KLD/4B.19/05) 

Pola ruang di Kawasan Kledokan saat ini didominasi jasa 

dan perdagangan yang merupakan pengaruh dari keberadaan 

aktivitas kampus. Salah satu pertimbangan memilih dan 

menempati lokasi di Jalan Kledokan dipengaruhi oleh harga 

sewa yang relatif masih terjangkau dan sebanding dengan 

keuntungan yang akan diperoleh, di samping itu keberadaan 

lokasi yang strategis, berada di antara jalan utama dan 

berdekatan dengan kawasan kampus menjadi peluang pasar 

yang menjanjikan. Pertimbangan usaha kecil menengah memilih 

lokasi usaha berada di Jalan Kledokan antara lain :     

karena lokasi yang dapat dilihat dari pinggir Jalan Kapas 
(Kledokan) dan lokasinya dekat minimarket sehingga 
memungkinan orang yang lewat secara sengaja- tidak 
sengaja melihat usaha ini (KLD/4B.1/05) 

Sepanjang Jalan Kledokan, pada bagian sisi timur dan 

barat, baik disebelah utara maupun selatan, terlihat berjajar 

jenis usaha kecil menengah yang didominasi usaha kecilnya. 

Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut 
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ini dengan kondisi ruas jalan sisi utara dan ruas jalan sisi 

selatan. 

 
Sumber: Hasil Observasi dan Analisis Peneliti, 2014 

GAMBAR 3.7 

KONDISI USAHA KECIL MENENGAH DI JALAN KLEDOKAN 

 Dari observasi lapangan di sepanjang Jalan Kledokan 

tempat pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya, terlihat 

bahwa kegiatan komersial sangat rapat hampir setiap kaveling 

dimanfaatkan untuk kegiatan usaha walaupun kegiatan tersebut 

skala kecil menengah yang sangat beragam jenis, meskipun ada 

yang sama namun mereka saling toleransi terhadap usaha yang 

dipilih dan dilakukan tetangganya. Adapun dengan demikian 

perubahan pemanfaatan lahan sangat tergantung pemilik lahan 

dalam memilih kebebasan usahanya namun tergantung pula 

pada penyewa yang sering berubah dan berganti-ganti usaha 

serta bebas memilih lokasi usahanya. 
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TABEL III.1 

SINTESIS KEGIATAN USAHA KECIL MENENGAH DI SEPANJANG 

KORIDOR JALAN-JALAN PERKOTAAN YOGYAKARTA 

Kate-
gori 

Sosro-
wijayan 

Dagen 
Prawiro-
taman 

Kali-
urang 

Gejayan Seturan 
Kledok-

an 

L
a
h
a
n
 

u
s
a
h
a
 HM 

Sewa (15 
juta/ 

tahun) 

HM 
Sewa 

Dominasi 
Sewa (1-
15 juta/ 
bulan) 

HM 
Sewa (18-
32 juta/ 
tahun) 

Sewa (10-
25 juta/ 
tahun) 

HM 
Sewa (7-
45 juta/ 
tahun) 

HM 
Sewa (2-
30 juta/ 
tahun) 

P
e
rk

ir
a
a
n
 

H
a
rg

a
 

la
h
a
n
 

>20 
juta/m2 

5-15 
juta/m2 

7-15 
juta/m2 

1-40 
juta/m2 

 
>50 

juta/m2 
 

P
e
n
d
a
p
a
t-

a
n
 r

a
ta

-

ra
ta

 10-600 
juta/ 
bulan 

15-200 
juta/ 
bulan 

3-40 
juta/ 
bulan 

5-15 
juta/ 
bulan 

2-30 juta/ 
bulan 

1-45 
juta/ 
bulan 

>30 juta/ 
bulan 

M
o
ti

v
a
s
i 

p
e
m

il
ih

a
n
 l
o
k
a
s
i 

u
s
a
h
a
 

 Kebutuh-

an wisata-
wan 

 Tingginya 
perminta-
an atas 

barang/ 
jasa 

 Lokasi 
strategis: 
1. Dekat 

kawa-
san 

wisata 
keraton 

 

 Lokasi 

strategis 

 Akses dan 
moda 

trans-
portasi 

mudah 

 Dekat 

dengan 
pusat 

kota 
(Keraton 
dan 

Malio-
boro) dan 

kawasan 
desa 

(Bantul) 

 Akses 
dan 

trans-
portasi 

mudah 

 Aman 
dan 

bebas 
banjir 

 Lokasi 

strategis 

 Akses 
mudah 

 Sarana 
dan 
prasarana 

memadai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Lokasi 

strategis 

 Kondisi 
fisik 

lingkung-
an men-

dukung 

 Dekat 
kawasan 

kampus 
dan kos 

 

 Dekat 

kampus 
dan pe-

rumahan  

 Lokasi 
strategis 

 Aman 
dan 
bebas 

bencana 
 

 Harga 

sewa 
sesuai 

pen-
dapatan 

 Lokasi 

strategis 

 Dekat 
kawasan 

kampus 
dan 

sarana 
pe-

nunjang 
maha-
siswa 

 Aman 
dan 

bebas 
banjir 

 

 

 

 

 

 

 

2. Akses 

dan 
moda 

trans-
portasi 
men-

dukung 
3. Sarana 

dan 

pra-

sarana 
me-

madai 
4. Aman 

dan 
bebas 

banjir 
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Kate-
gori 

Sosro-
wijayan 

Dagen 
Prawiro-
taman 

Kali-
urang 

Gejayan Seturan 
Kledok-

an 
K

e
k
u
ra

n
g
a
n
 k

a
w

a
s
a
n
 Tidak ada 

lahan 
parkir 

Tidak 
ada 
lahan 
parkir 

Tidak 
ada 
lahan 
parkir 

Kurang 
lahan 
parkir 
dan 
drainase 
Sarana 
trans-
portasi 
kurang 
memadai 
 

 Parkir 
kurang 
memadai 

 

Sumber: Hasil Observasi dan Analisis Peneliti, 2015 
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4 

PILIHAN USAHA DAN PILIHAN LOKASI 

PELAKU USAHA  

KECIL MENENGAH  

 

 

Kebebasan Pilihan Usaha 

ada umumnya pengusaha, dalam memilih jenis usaha 

selalu mandiri dan bebas sesuai dengan kepentingan 

serta kemampuan masing-masing. Kebebasan dalam 

memilih usaha merupakan kebebasan menyalurkan ide, 

hobi, passion atau gairah, serta kebebasan terhadap penyaluran 

bakat yang dimiliki pengusaha melalui bisnisnya, termasuk bebas 

menentukan besarnya pendapatan setiap bulan (Hisrich,1990; 

Prawirokusumo, 2010; Naude, 2013; Okhomina, 2015). Sedangkan 

P 
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Schumpeter (1989) mendefinisikan "pengusaha sebagai individu 

yang memanfaatkan peluang pasar melalui teknis dan atau inovasi 

organisasi". Peter Drucker (1970) : "kewirausahaan adalah suatu 

usaha yang berani mengambil risiko". Bolton dan Thompson (2000) 

mendefinisikan seorang pengusaha sebagai "orang yang terbiasa 

menciptakan dan berinovasi untuk membangun sesuatu yang 

bernilai diakui konsumen sekitar, peluang pasarnya dapat 

dirasakan". Hisrich (1990) mendefinisikan bahwa seorang 

pengusaha ditandai sebagai "seseorang yang menunjukkan inisiatif 

dan berpikir kreatif, mampu mengatur mekanisme sosial dan 

ekonomi untuk mengubah sumber daya dan situasi ke akun 

praktis, dan menerima risiko dan kegagalan". Seorang pengusaha 

akan memiliki ―kebebasan‖ mutlak untuk menentukan besarnya 

target pendapatan maupun laba usaha yang ingin diraih dalam 

bisnisnya (Schumpeter, 1989; Steyaert, 2006; Morales, 2007). 

Kawasan Pendukung Kegiatan Pariwisata 

Koridor jalan yang termasuk dalam kawasan pendukung 

pariwisata adalah Jalan Sosrowijayan, Jalan Dagen, dan Jalan 

Prawirotaman. Malioboro yang menjadi ikon obyek wisata belanja 

tradisonal di Yogyakarta, letaknya terterhubung langsung dengan 

koridor Jalan Sosrowijayan dan Jalan Dagen. Hal ini menimbulkan 

pengaruh langsung berupa limpahan wisatawan yang datang 

berbelanja ke Malioboro, maupun yang menginap di Jalan Dagen 

dan Jalan Sosrowijayan yang tujuannya belanja ke Malioboro. 
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Jenis Usaha Kecil Menengah yang Berkembang di Kawasan 

Pendukung Pariwisata 

Pada koridor Jalan Sosrowijayan, Jalan Dagen dan Jalan 

Prawirotaman, jenis usaha yang berkembang lebih condong jenis 

usaha yang berkaitan dengan wisatawan. Adanya penginapan/ 

hotel yang banyak terdapat di kawasan inilah yang 

mendatangkan wisatawan. Hampir setiap tahun penginapan-

penginapan di kawasan tersebut kedatangan tamu yang 

mayoritas adalah wisatawan. 

Selain jenis usaha pendukung pariwisata, juga terdapat 

usaha yang bersifat umum. Berdasarkan hasil observasi 

lapangan, pada ketiga klaster yang termasuk kawasan 

pendukung wisata. Meskipun berada pada kawasan yang 

didominasi aktivitas wisata, namun masyarakat umum yang 

tinggal di sekitar kawasan tersebut tetap memerlukan 

kebutuhan sehari-hari yang dipenuhi oleh beberapa pelaku 

usaha. Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk rumah/ 

bangunan yang ada di dalamnya, serta pola jalan berupa gang-

gang kecil.  

Sumber : Dokumentasi Penulis,2015 

GAMBAR 4.1 

SEBARAN PELAKU USAHA JALAN SOSROWIJAYAN 
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Sumber : Dokumentasi Penulis,2015 

GAMBAR 4.2 

SEBARAN PELAKU USAHA JALAN DAGEN 

 
Sumber : Dokumentasi Penulis,2015 

GAMBAR 4.3 

SEBARAN PELAKU USAHA DI JALAN PRAWIROTAMAN 

Pada gambar diatas memperlihatkan bahwa warga atau 

pelaku usaha kecil menengah melakukan pilihan usaha yang 

beragam jenis dan terlihat bebas memilih jenis usahanya. 

Sehingga terlihat gang atau jalan-jalan dan bentuk usaha 

sebagaimana terlihat tidak terencana (unplanned). Bahkan 

hampir semua tempat usaha tidak melakukan pengajuan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin-izin yang lain, hanya 

sebagian kecil saja yang memiliki izin, diduga pelaku usaha 

tersebut mengajukan pinjaman ke bank maka syarat utamanya 

adalah izin-izin tersebut. 
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Status Lahan Lokasi Pelaku Usaha 

Berkembangnya usaha kecil menengah pada kawasan 

pendukung pariwisata terkait oleh status lahan yang menjadi 

lokasi tempat usaha. Kebanyakan, pelaku usaha mendapatkan 

lokasi yang digunakan sebagai tempat usaha berasal dari tanah 

waris, tanah yang dibeli untuk tinggal kemudian dijadikan 

tempat usaha, tanah Sultan Ground (SG), serta tanah sewa. 

A1.  Tanah Waris 

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penggunaan lahan 

yang berasal dari tanah waris, kebanyakan pada klaster Jalan 

Dagen dan Jalan Prawirotaman. Hal ini dianggap 

menguntungkan karena pelaku usaha tidak memikirkan adanya 

biaya tambahan untuk sewa atau beli lahan. Selain itu, 

penggunaan tanah warisan tersebut sekaligus memanfaatkan 

lokasi yang kurang produktif, menjadi lebih produktif dengan 

membuka usaha.  

“status tanahnya adalah SHM, merupakan tanah warisan dari 
orang tua” (BS, 004/Dgn/11/27.11/12) 

“status lahanya adalah SHM, milik pribadi yang sekarang sudah 
mulai dikelola bersama-sama oleh anak-anaknya,” (IR, 
001/Prwtmn/11/21.01/13) 

A2.  Tanah Sultan Ground 

Pada klaster Jalan Sosrowijayan ditemukan status lahan 

―Sultan Ground‖ dengan sertifikasi Hak Guna Bangunan. Artinya 

tanah tersebut merupakan milik Kasultanan Keraton 

Ngayogyakarta yang oleh pihak keraton dipinjamkan kepada 

masyarakat. Penguasaan tanah oleh Sultan Yogyakarta didapat 
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sebagai pelaksanaan kesepakatan dari perjanjian yang diadakan 

di Giyanti (sehingga dikenal dengan nama Perjanjian Giyanti) 

pada tahun 1755. Setelah adanya perjanjian Giyanti, maka 

Sultan Hamengku Buwono mempunyai hak milik (domain) atas 

tanah di wilayah barat Kerajaan Mataram dan hal ini tetap harus 

hidup dalam kesadaran hukum masyarakat (Notojudo, 1975). 

Ketentuan yang sama dalam Rijksblaad Kasultanan No. 16 

tahun 1918 ditetapkan pula oleh Kadipaten Paku Alaman 

dengan Rijksblaad Kadipaten No. 18 tahun 1918. Sampai pada 

akhirnya di seluruh wilayah Kasultanan Yogyakarta dengan 

tegas diberlakukan asas domain. Konsekuensi dari 

diberlakukannya asas domain tersebut maka rakyat yang tidak 

mempunyai hak eigendom, penguasaan tanahnya adalah dengan 

hak ―anggaduh― dengan kewajiban menyerahkan separuh atau 

sepertiganya hasil tanahnya jika merupakan tanah pertanian 

dan apabila berupa tanah pekarangan, maka mereka dibebani 

kerja tanpa upah untuk kepentingan Raja (Harsono,1968).  

Pada umumnya status tanah Sultan Ground ini dapat 

dimanfaatkan masyarakat dalam kurun waktu lama. Sehingga 

oleh keturunannya tetap dapat digunakan. Saat ini masih 

ditemukan status lahan Sultan Ground pada beberapa lokasi 

usaha.  

“status tanah yang di tempati untuk usaha yang bersangkutan 
adalah SG (Sultan Ground), yang sudah lama mendapatkanya 
dan dikelola oleh tukang pajak (pemerintah)” (IP, 
015/Ssrwjyn/13/10.12/12) 
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A3.  Tanah Beli dan Sewa 

Selain tanah waris dan Sultan Ground penggunaan lokasi 

usaha diperoleh dari membeli dan menyewa lahan/lokasi. Lahan 

yang berstatus hak milik merupakan lahan yang telah dibeli dan 

dimiliki secara pribadi oleh pelaku usaha. Pada umumnya lahan 

yang dibeli tersebut sebelumnya hanya digunakan sebagai 

tempat tinggal saja, namun kemudian dimanfaatkan sebagai 

lokasi usaha oleh pemilik. Pada ketiga klaster yaitu Jalan 

Sosrowijayan, Dagen, dan Prawirotaman terdapat lahan sewa 

yang digunakan sebagai tempat usaha.  

“luas lahan yang ditempati adalah sekitar 40 meter persegi (4 x 
10) dan statusnya adalah kontrak, kontrak pertahun untuk lokasi 
usaha ini adalah sekitar 40 juta,” (IIH, 001/Dgn/11/28.01/13) 

“luas lahan yang digunakan sebagai tempat usaha sebesar 25 
m2; dan status penggunaan lokasi usaha sewa/ kontrak; dan 
memilih sewa/kontrak disini meskipun biaya sewa tidak murah 
lagi yaitu sebesar Rp 12.000.000/ tahun,” (BD, 005/Prwtmn/10/ 
10.12/12) 

Meskipun harga sewa lokasi usaha tidak murah, namun 

tetap banyak pelaku usaha yang memilih cara sewa/ kontrak. 

Hal ini menunjukkan bahwa ada semangat berwirausaha sebagai 

bentuk survive pada kehidupannya. Hal ini dapat memberikan 

peran terhadap pemerintah untuk membuat pengontrolan dalam 

mengendalikan harga sewa bangunan komersial agar harga sewa 

bangunan tetap dapat dijangkau oleh calon penyewa (Adhiani 

dan Haryanto, 2017; Baari dan Haryanto, 2015; Rynjani dan 

Haryanto, 2015). 
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Kawasan Pendukung Kegiatan Pendidikan 

Berkembangnya sarana pendidikan di Yogyakarta 

memberikan pengaruh bagi kawasan di sekitarnya, yaitu 

perkembangan kawasan yang mengarah pada sektor komersial. 

Bentuk dari perkembangan komersial tersebut tidak hanya jenis 

komersial yang besar saja, namun berkembang pula usaha ritel 

kecil menengah yang dijalankan oleh masyarakat. Terdapat empat 

kawasan yang indikasinya berkembang terpengaruh dari aktivitas 

pendidikan tersebut diantaranya adalah koridor Jalan Kaliurang, 

Jalan Gejayan, Jalan Seturan dan yang bersambungan langsung 

adalah Jalan Kledokan. 

Setiap tahunnya kawasan ini kedatangan mahasiswa dalam 

jumlah paling tidak diatas 10.000 mahasiswa yang akan tinggal 

tetap (kos) dan setidak-tidaknya dalam kurun waktu lima tahun. 

Hal ini sangat berkaitan dengan aktivitas dan kebutuhan 

mahasiswa tersebut yang dilihat pelaku usaha sebagai potensi 

untuk mengembangkan usaha, yang umumnya adalah pemenuhan 

kebutuhan mahasiswa atau pelajar dalam menunjang pendidikan 

serta kegiatan sehari-hari warga sekitar kawasan. 



 

101 

 

 

Sumber: Analisis Penulis, 2015 

GAMBAR 4.4 

ILUSTRASI PROSES PERKEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH 

 DI KAWASAN PENDIDIKAN 

 Ilustrasi di atas memperlihatkan proses daya magnet 

kampus yang mampu membangkitkan pelaku usaha menengah 

kecil ketika mencari lokasi usaha di sekitar kampus. Pelaku usaha 

memiliki ―kebebasan‖ memilih jenis ―usaha‖-nya dan berharap bisa 

menjawab kebutuhan mahasiswa sehari-hari, hal ini menjadi 

harapan besar bagi pelaku usaha dalam kegiatan ekonominya. 

Pertimbangan utama para pelaku usaha adalah karena kawasan 

tersebut terlihat kegiatan mahasiswa yang dinamis manakala 

kegiatan pendidikan usai, dan selanjutnya bisa diperkirakan 

mahasiswa akan mencari kebutuhan penunjangnya serta 

kebutuhan relaksasinya. 
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Jenis Usaha Kecil Menengah yang berkembang di Kawasan 

Pendidikan 

Terbentuknya citra kawasan komersial di kawasan 

penunjang pendidikan indikasinya dipengaruhi banyaknya 

usaha yang berhubungan dengan keperluan penunjang 

pendidikan di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil observasi 

lapangan, pada empat koridor jalan yang mewakili kawasan 

pendidikan, jenis usaha yang mendominasi adalah fotokopi, 

printing, resto, kafe-kafe, konter ponsel, laundry, toko kelontong 

dan minimarket waralaba. Pelaku usaha bahkan juga melihat 

potensi untuk mendirikan usaha baru atau membuka cabang 

usaha di kawasan tersebut. Beberapa pelaku juga mendirikan 

usaha rumah kos dan usaha penunjang lainnya untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sasaran tidak hanya 

mahasiswa tetapi juga masyarakat sekitar. 

“diberikan hak untuk mengurusi kos dan membuat kios kelontong 
sebagai tambahan pemasukan oleh pemiliknya.” (IIA, 
004/Gjy/16/25.11/12) 

Selain itu juga terdapat informan lain yang membuka 

usaha laundry, yang memaksimalkan produktivitas aset yang 

dimilikinya untuk usaha tersebut. Kawasan di Jalan Seturan 

berkembang salah satu penyebabnya karena keberadaan 

kampus YKPN, dan peluang ini dimanfaatkan oleh informan 

tersebut untuk mengembangkan usahanya.  

“pada saat itu harga mesin cuci yang bagus masih mahal 
sehingga karena barang ini pemakaianya kurang optimal kalau 
hanya untuk pemakaian pribadi maka dicoba untuk membuka 
laundry untuk usaha kecil, kemudian berkemban dan 
berkembang kawasan seturan menjadi lebar ditambah lagi 
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pembangunan kampus di kawasan ini yang secara terus-terusan 
mengakibatkan pelanggan di usaha laundry semakin ramai, …” 
(BSY, 011/Seturan/09/29.11/12). 

Dari penjelasan diatas memberi gambaran bahwa timbul 

dan tumbuhnya usaha-usaha kecil menengah memang tidak 

terlepas dari tumbuhnya pusat-pusat kegiatan baru seperti 

keberadaan kampus Pendidikan Tinggi yang ada pada suatu 

kawasan.  

Status Lahan Usaha Kecil Menengah  

A1.  Tanah Waris 

Status lahan untuk lokasi usaha yang banyak dijumpai 

adalah lahan dengan status waris dan sewa untuk dijadikan 

tempat usaha. Pada ketiga klaster yaitu Jalan Kaliurang, 

Gejayan, Seturan dan Kledokan, banyak dijumpai tanah-tanah 

waris yang digunakan sebagai tempat usaha. Tanah waris 

tersebut rata-rata berasal dari orang tua, yang sebelumnya 

hanya digunakan sebagai rumah tinggal kemudian diberikan 

kepada anaknya atau pelaku usaha yang saat ini menjalankan 

usaha.  

“lokasi ini warisan dari orang tua dan orang tua masih mengambil 
andil dalam usaha ini, dan yang mendorong untuk membuka 
usaha ini.”  (IU,026/Seturan/11/29.11/12) 

“status lokasi usaha merupakan hak milik yang diperoleh dari 
warisan Orang tua” (BA, 003/Jakal/10/26.11/12) 

“status tanah adalah SHM a.n kakak pemilik usaha ini, dan untuk 
NJOP kawasan ini adalah sekitar 7jt permeter” (BY, 
019/Gjy/16/25.11/12) 
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Berdasarkan hasil observasi lapangan, dari ketiga klaster 

di kawasan penunjang pendidikan, dominasi pelaku usaha yang 

memanfaatkan tanah waris terbanyak dijumpai di koridor Jalan 

Kledokan karena di koridor jalan ini masih banyak dijumpai 

perumahan penduduk yang selanjutnya baru diwariskan untuk 

usaha. 

 
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2015 

GAMBAR 4.5 

SEBARAN PELAKU USAHA JALAN KLEDOKAN 

 
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2015 

GAMBAR 4.6 

SEBARAN PELAKU USAHA JALAN GEJAYAN 

 
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2015 

GAMBAR 4.7 

SEBARAN PELAKU USAHA JALAN SETURAN 
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Sumber: Dokumentasi Penulis, 2015 

GAMBAR 4.8 
SEBARAN PELAKU USAHA JALAN KALIURANG 

Gambar di atas memperlihatkan bahwa warga atau pelaku 

usaha kecil menengah melakukan pilihan usaha yang beragam 

jenis dan terlihat ―bebas‖ memilih jenis usahanya masing-

masing, sehingga terlihat bentuk bangunan tempat usaha seperti 

tidak terencana (unplanned), sebagian yang lain berupa deretan 

ruko terlihat lebih terencana (planned). Sebagian besar tempat 

usaha yang unplanned indikasinya tidak melakukan pengajuan 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin-izin yang lain, hanya 

sebagian tempat usaha yang ruko dan terencana / planned saja 

yang memiliki izin. 

A2.  Tanah Sewa 

Ketertarikan pelaku usaha untuk membuka usaha di 

kawasan pendidikan ini terlihat dari keputusan pelaku usaha 

yang berani menyewa lokasi dengan harga yang tidak murah 

untuk digunakan sebagai tempat usaha. Jika harga menjadi 

pertimbangan utama maka hanya pengusaha dengan modal 

besar saja yang mendominasi perkembangan komersial di 

sepanjang koridor jalan, terutama pada jalan-jalan utama/ 

besar, namun realitanya pengusaha kecil dan menengah juga 

membuka usaha dengan cara menyewa.  
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“statusnya adalah kontrak tahunan sekitar 15-17 juta pertahun,” 
(IS, 003/Kledkn/8/25.11/12) 

“luas lahan tempat usaha sekitar (6x4) meter persegi, dengan 
harga kontrak setahun adalah 18 juta.” (BW, 
024/Gjy/13/09.12/12) 

“luas lahan dan bangunan yang digunakan sebagai lokasi usaha 
adalah ukuran sekitar 10 m²; dengan status lahan kontrak; 
meskipun harga sewa didaerah ini cukup tinggi yaitu sebesar 15 
juta/tahun” (IA, 004/Jakal/10/26.11/12) 

Berdasarkan hasil observasi lapangan di Jalan Kaliurang 

dan wawancara kepada informan ditemukan adanya beberapa 

tanah kas desa yang disewakan kepada pelaku usaha. 

Penyebabnya yakni tanah kas desa yang disewakan kepada 

pelaku usaha harga sewanya lebih rendah dibandingkan dengan 

tanah milik pribadi.   

“luas lahan tempat usaha yang bersangkutan adalah sekitar 9 
meter persegi, status lahan yang dijadikan tempat usaha yang 
bersangkutan adalah SHGB milik kas desa dengan harga kontrak 
setahun adalah 2 juta/ tahun,” (IAD,  023/Jakal/13/09.12/12) 

Dari hasil observasi dan wawancara di atas, ada beberapa 

cara seorang pengusaha dalam mendapatkan lokasi usaha. 

Apabila mereka dengan cara sewa tempat ke pemilik tempat 

secara pribadi maka mereka akan bebas menentukan pilihan 

lokasi tempat yang akan disewa dengan konsekuensi harga sewa 

yang bisa tidak murah, namun dengan pertimbangan 

mempunyai prospek untuk usaha. Sedang apabila mendapatkan 

sewa dari tanah bondo desa, maka pengusaha tidak mungkin 

memilih secara bebas lokasi atau tempat yang mau disewa, 

konsekuensinya mendapatkan harga sewa yang murah. 
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A3.  Status lahan: dipinjamkan 

Di klaster kawasan pendidikan koridor Jalan Gejayan, 

Seturan dan Kledokan, ditemukan ada tempat usaha yang 

perolehannya pinjam tempat dari keluarga atau dari orang lain 

sebagai pemilik tempat. Tempat usaha yang dipinjamkan 

tersebut milik pribadi, dengan status tanah Hak Milik. Pemilik 

tempat memutuskan untuk meminjamkan tempat tersebut 

kepada orang terdekat atau orang kepercayaan karena 

menganggap tempat tersebut kurang produktif.  

“diberi pinjaman tempat dari saudara untuk menjalankan 
usahanya disini, selama mampu menjalankan usahanya, diatas 
lahan kosong yang mubazir di diamkan maka memilih usaha 
untuk memaksimalkan lahan ini dengan mendirikan kios.” (IM, 
021/Seturan/10/09.12/12) 

“status lahan yang dijadikan tempat usaha adalah SHM dan di 
suruh menggunakan untuk usaha oleh saudara” (BST, 
025/Kledkn/10/27.11/12) 

Pada umumnya memanfaatkan untuk kegiatan usaha 

secara maksimal dengan pilihan jenis usaha secara bebas 

tergantung kemauan dan kemampuan mereka atau berdasar 

pertimbangan prospek pasar yang dekat dengan lokasi lahan 

tersebut, atau bisa dikatakan ―site looking for use”. Sedang bagi 

yang mendapatkan tempat usaha dengan membeli atau 

menyewa pada umumnya pelaku usaha sudah mempunyai 

tujuan usaha atau sudah memiliki konsep berusaha, sehingga 

bisa dikatakan ―use looking for site”, atau kebebasan 

memilihsaha dan kebebasan memilih lokasi usaha. 
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Kebebasan Pilihan Lokasi 

 Pada umumnya pelaku usaha dalam memilih lokasi usaha 

akan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kemampuan 

dirinya dalam berusaha. Dan juga yang terpenting dalam pemilihan 

lokasi selalu mempertimbangkan prospek pasar yang mereka nilai 

menguntungkan. Dalam memilih lokasi usaha seringkali para 

pengusaha kecil, menengah maupun besar, melakukan secara 

―bebas‖, bahkan sering menggantungkan insting sebagai 

pengusaha, seringkali mengabaikan penataan kota yang sudah 

ada, dengan beberapa pertimbangan (disarikan dari observasi awal, 

grand tour, dan informasi awal para informan serta bacaan dari 

Schumpeter, 1989; Ibrahim, 1986; USAID, 2007; Simamora, 2001; 

Bennetta, 2003; Julien, 2000; Jones, 2002; Hatton, 2014) sebagai 

berikut: 

 Pilihan lokasi dekat dengan target pasar/ market, dengan 

pertimbangan kalangan tertentu, umur tertentu, atau 

mungkin lebih spesifik lagi dan bisa menjangkau pasar/ 

market lebih dekat ke pelanggan. 

 Mudah terlihat, lokasi yang strategis dan gampang dilihat, 

akan sangat memudahkan menarik pelanggan dan 

meminimalisir biaya promosi, sehingga unik sekaligus eye 

catching. 

 Traffic, untuk konsep ritel yang menganut konsep 

independent store (berdiri sendiri di luar komplek pertokoan, 

pusat perbelanjaan, mall), kepadatan arus lalu lintas akan 

berpengaruh terhadap jumlah pengunjung. 

 Akses, penting juga diperhatikan arus lalu lintas apakah 

satu arah atau dua arah, apakah letak usaha ada pada sisi 
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arah orang pulang beraktivitas atau arah berangkat. 

Bagaimana pelanggan mudah mengakses menuju tempat 

usaha, apakah ada median jalan sehingga perlu memutar 

balik apabila menggunakan kendaraan. 

 Sharing area atau area monopoli, pertimbangan pemilihan 

lokasi seperti ini, sama sama mempunyai resiko. Sharing 

area adalah lokasi yang dipilih dengan alasan di lokasi 

tersebut sudah ada usaha sejenis atau kompetitor. Otomatis 

resiko memilih lokasi seperti ini berarti kita sudah siap 

untuk berkompetisi dalam segala hal. Keuntungan masuk di 

area jenis ini adalah sudah pasti ada pasarnya, tidak perlu 

menyurvei lagi, selain itu kita tidak perlu mengedukasi pasar 

lagi. 

 Biaya sewa, lokasi usaha yang strategis otomatis mempunyai 

harga sewa yang tinggi, lebih baik memang memilih tempat 

yang strategis walaupun harga lebih mahal. 

 Legalitas, aspek legal wajib diperhatikan dan sering 

diabaikan hal ini karena akan terlalu beresiko apabila kita 

sudah memutuskan memilih lokasi tetapi di kemudian hari 

bermasalah dalam hal perizinan, regulasi kawasan serta 

lingkungan sekitar. 

 Lingkungan sekitar, jenis usaha di kanan-kiri toko kita akan 

sedikit berpengaruh terhadap imej dan tidak langsung 

mempengaruhi minat kunjungan pelanggan. Contoh: distro 

akan lebih cocok di deretan usaha warung internet (warnet), 

game, kafe terlalu memaksakan diri apabila samping distro 

ada bengkel motor, toko bangunan. 
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 Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan 

sementara, bahwa memilih lokasi usaha sangat bersifat individual, 

cara memilih lokasi pun cenderung menggunakan insting walau 

ada beberapa pertimbangan-pertimbangan akademik dan umum 

seperti diatas, namun hasil akhirnya tergantung pada masing-

masing kemampuan dan kemauan usahanya. 

Kawasan Pendukung Kegiatan Budaya dan Pariwisata 

 Kegiatan pariwisata tidak hanya obyek/ atraksi wisatanya 

saja namun merupakan kesatuan sistem pariwisata meliputi 

wisatawan, akomodasi wisata, transportasi wisata, informasi dan 

promosi wisata, pelayanan wisata. Sedang klaster pendukung 

kegiatan budaya dan pariwisata yang dimaksud meliputi akomodasi 

dan pelayanan wisata, antara lain penginapan, homestay, guest 

house, restoran, kafe, biro travel, dan pelayanan wisata lainnya 

seperti spa dan refleksi. Melihat kegiatan usaha yang dilakukan 

pelaku usaha kecil menengah di kawasan pendukung wisata 

terlihat hampir semua bidang usaha memang menunjang kegiatan 

wisata atau ada kaitannya dengan kegiatan wisata. Pilihan lokasi 

pelaku usaha di kawasan ini tergantung keberadaan pasar 

wisatawan, dengan pertimbangan target pasar kalangan tertentu 

dan lebih spesifik (Muzenda, 2014). 

Motivasi Pemilihan Lokasi Usaha 

Jiwa entrepreneurship yang ada pada masyarakat Yogya 

dalam berwirausaha, terbukti dari apapun status lahan yang 

digunakan yang penting bisa untuk melakukan kegiatan 

usaha. Antusiasme masyarakat Yogya menunjukkan bahwa 

semangat berwirausaha sangat tinggi. Motivasi atas tingginya 
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semangat entrepreneur tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor yang 

mendominasi tingginya semangat entrepreneur adalah faktor 

eksternal yaitu pengaruh lingkungan sekitar seperti prospek 

pasar yang menjanjikan, yang merangsang naluri selalu ingin 

berusaha, kreatif, tanpa putus asa, semuanya dalam rangka 

survive mempertahankan kehidupan ekonominya. 

A1.  Keberadaan Wisatawan/ Turis 

Pada kawasan pendukung budaya dan pariwisata, 

aktivitas yang ada di sekitar adalah aktivitas wisata dan 

relaksasi. Terdapat banyak wisatawan atau turis lokal 

maupun mancanegara yang berlalu-lalang setiap hari. Hal 

inilah yang membuat pelaku usaha terdorong untuk 

membuka usaha dengan tujuan mendukung aktivitas 

wisatawan. Meskipun di kawasan tersebut tidak terdapat 

obyek wisata namun kawasan tersebut telah menjadi 

pendukung dari serangkaian kegiatan penyediaan akomodasi 

wisatawan. Oleh sebab itu beberapa usaha yang berhubungan 

langsung dengan wisatawan dalam rangka mendukung 

kegiatan pariwisata, memilih mengembangkan usaha di 

kawasan tersebut, salah satunya adalah usaha salon dan spa.  

“motivasi pemilihan lokasi di Jalan Dagen ini adalah karena 
kawasan ini dikenal dengan kawasan yang penuh dengan 
turis baik internasional maupun turis lokal” (IIH, 

001/Dgn/11/28.01/13) 

Keberadaan wisatawan atau turis ini tidak hanya 

menjadi motivasi bagi usaha yang berhubungan langsung 

dengan aktivitas pariwisata, seperti penginapan, hotel, 
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homestay, guesthouse, kafe, namun juga salah satu motivasi 

pelaku usaha untuk melayani umum, seperti konter pulsa 

dan ponsel, minimarket, laundry. 

“motivasi menempati lokasi ini adalah karena keramaian 
kawasan ini banyak turis lokal sampai asing mondar-mandir 
dan salah satu dari mereka ada saja yang mampir membeli 
pulsa di konter yang bersangkutan, terutama turis yang 
merupakan tamu-tamu hotel yang mampir ke tempat usaha, 
karena turis jalan-jalan untuk mencari oleh-oleh kebetulan 
melihat konter ini dan mampir.” 
(MA,018/Ssrwjyn/13/10.12/12) 

 

A2.     Lingkungan Sekitar 

Pada umumnya, pelaku usaha yang lokasi usaha sudah 

berada di dekat permukiman, biasanya status lahannya 

sebagai tanah waris, yang sebelumnya digunakan sebagai 

tempat tinggal. Meskipun demikian, ada juga pelaku usaha 

dengan status lahan sewa juga memiliki motivasi memilih 

lokasi karena dekat dengan permukiman. Hal ini disebabkan 

karena beberapa pelaku usaha menjual barang atau jasa yang 

umum dikonsumsi masyarakat pada umumnya, seperti usaha 

laundry. 

 “letak yang strategis berada di tepi jalan utama; keadaan 
lingkungan yang mendukung kegiatan niaga/ komersial karena 
keamanan yang kondusif; serta kawasan usaha tidak terkena 
banjir; masyarakatnya mudah menerima kegiatan komersial; 
serta kondisi lalulintas di sekitar jalan tersebut cukup ramai 
dan dekat dengan permukiman warga;” 
(BP,012/Prwtmn/11/10.12/12) 
 

“motivasi memilih lokasi ini karena banyak masyarakat yang 
bermukim di kawasan ini baik kos, kontrak, dan kawasan ini 
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didominasi para pekerja, pegawai hotel, yang tidak mempunyai 
waktu untuk mencuci pakaian” (IT, 011/Dgn/16/27.11/12) 

Salah satu motivasi pemilihan lokasi usaha yang juga 

mempertimbangkan kondisi fisik lingkungan adalah pemilihan 

karena lokasi tersebut tidak banjir. Hal ini menjadi penting 

mengingat faktor keamanan dan kenyamanan untuk melayani 

konsumen. Selain itu, lokasi yang terbebas dari banjir, akan 

memberikan kemudahkan dalam aktivitas perdagangan dan 

jasa yang dijalankan, juga prospek untuk pengembangan 

usaha lebih lanjut. Meskipun bukan menjadi motivasi utama 

dalam pemilihan lokasi usaha, namun lokasi yang bebas 

banjir akan memberikan nilai tambah yang positif bagi 

kawasan tersebut.  

“mendirikan usaha disini karena lokasi yang strategis, kondisi 
lingkungan yang terjamin keamananya dan bebas dari banjir 
sehingga akan mempermudah aktivitas usaha” (BE, 
002/Dgn/13/10.12/12) 

“motivasi menempati lokasi ini adalah karena dekat dengan 
stasiun, dan tempat parkir, adanya pos polisi, sehingga 
keamanan terjaga, kawasan di daerah ini tidak pernah banjir,” 
(IA, 019/Ssrwjyn/14/10.12/12) 

“karena letaknya strategis, berada di tepi jalan; keadaan 
lingkungan yang mendukung kegiatan niaga/ komersial karena 
keamanan yang kondusif; serta kawasan usaha tidak terkena 
banjir; masyarakatnya mudah menerima bahwa lokasi tersebut 
digunakan sebagai kawasan komersial; kondisi lalulintas di 
sekitar jalan tersebut cukup ramai; serta banyaknya kantor 
pemerintahan di sekitar lokasi usaha.” (IE, 
007/Prwtmn/11/09.12/12) 

Berdasarkan pernyataan pelaku usaha pada ketiga 

klaster menujukkan bahwa faktor lingkungan juga turut 
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mempengaruhi dasar dari pemilihan lokasi usaha. Hal ini 

disebabkan karena jika lingkungan sekitar dinilai buruk maka 

akan berpengaruh pada usaha yang dijalankan. Pada salah 

satu pernyataan pelaku usaha, berlokasi di Jalan 

Sisingamangaraja, yang termasuk berada di Kawasan (klaster) 

Prawirotaman, menyatakan bahwa memilih lokasi usaha saat 

ini juga karena melihat banyaknya kantor pemerintahan di 

sekitar lokasi usaha. Usaha yang dijalankan adalah fotokopi, 

sehingga dapat dikatakan bahwa usaha ini berhubungan 

dengan adanya kantor pemerintahan yang ada di sekitar 

lokasi usaha. Hal ini menujukkan bahwa meskipun berada 

pada kawasan yang mendukung kegiatan pariwisata, dimana 

terdapat banyak fasilitas penunjang pariwisata bagi 

wisatawan, tidak menutup kemungkinan bahwa ada 

penggunaan lahan dengan fungsi lain. Selain itu, kedua fungsi 

yang berbeda ini dapat berkembang bersama-sama pada 

lokasi yang saling berdekatan.  

A3.     Strategis 

Motivasi lain yang mendasari pemilihan lokasi usaha 

adalah karena letaknya strategis berada di pinggir dekat jalan 

utama atau jalan besar, aksesibilitas mudah, dan dianggap 

lebih menguntungkan. Hal ini disebabkan karena akan lebih 

mudah terlihat bagi pengguna jalan yang melintas dan akan 

lebih mudah untuk dijangkau oleh konsumen.  

“… karena letaknya yang strategis menghubungkan ringroad 
dengan jalan Monjali, sehingga jalanan menjadi ramai,…” (BF, 
003/Prwtmn/11/10.12/12). 
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“faktor yang menjadi pertimbangan dalam mendirikan usaha 
adalah karena lalu lintas yang selalu ramai dan lokasi memiliki 
akses yang mudah dicapai, karena lokasi yang mudah dicapai 
akan lebih banyak mendatangkan konsumen.” (BW, 
017/Ssrwjyn/13/10.12/12). 

“mendirikan usaha di sini karena lokasinya yang strategis, 
kondisi lingkungan yang terjamin keamanannya dan bebas 
dari banjir sehingga akan mempermudah aktivitas usaha.” (IJ, 
007/Dgn/14/10.12/12). 

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa dalam 

pandangan dan pendapat masyarakat atau pengusaha, yang 

disebut ―strategis‖ adalah lokasi atau lahan usaha berada di 

tepi jalan atau jalan utama. Sebagaimana kita ketahui bahwa 

semua lahan untuk berbagai pemanfaatan pasti direncanakan 

selalu berada ditepi jalan atau paling tidak salah satu sisi 

lahan akan berhadapan dengan jalan klas apapun. Kalau 

tidak berhubungan secara langsung dengan jalan maka lahan 

tersebut terjepit ditengah dan tidak mungkin bisa dibangun. 

Sumber : Observasi 

Lapangan dan Analisis 

Penulis, 2015 

GAMBAR 4.9 

KEBERADAAN LOKASI 

USAHA YANG 

STRATEGIS DI 

KLASTER DAGEN 
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Gambar berikut memperlihatkan posisi tempat usaha 

yang berkembang dengan beragam jenis dan dikatakan oleh 

pemilik usaha letaknya ―strategis‖ di tepi jalan. Keberagaman 

jenis usaha ini berada pada satu koridor jalan yang sama, 

artinya berada pada lingkungan yang sama dan saling 

berdekatan, yang menunjukkan adanya kebebasan untuk 

memilih lokasi usaha. Motivasinya adalah jika posisi berada 

ditepi jalan dianggap strategis, karena dilewati pengunjung dan 

dianggap potensial untuk mengembangkan usaha. 

Kesesuaian dengan Pranata Pembangunan Kota 

Pendirian suatu usaha akan memberikan pengaruh bagi 

kondisi sekitar di mana usaha tersebut berada, karenanya 

diperlukan adanya perizinan mengenai usaha yang dijalankan. 

Berdasarkan observasi lapangan, hanya beberapa pelaku usaha 

yang memiliki izin dalam menjalankan usahanya. Fungsi 

kepemilikan izin sebenarnya adalah untuk melegalkan usaha 

yang dijalankan, serta untuk mempermudah pendataan bagi 

pemerintah daerah setempat untuk menghitung pajak atau 

melakukan perhitungan terkait data statistik.  

Data berikut adalah jumlah pelaku usaha yang memiliki 

izin atas usaha yang dijalankannya pada ketiga klaster di 

kawasan pendukung pariwisata. Data tersebut diperoleh 

berdasarkan observasi lapangan sesuai dengan informan yang 

dijadikan narasumber. Berdasarkan data tersebut izin usaha 

yang digunakan antara lain dengan jenis HO (Surat Izin 

Gangguan), sertifikat terapis, SIUP (Surat Izin Usaha 



 

117 

 

Perdagangan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan IMB (Izin 

Mendirikan Bangunan).  

“izin dalam menjalankan usaha ini adalah izin HO dan Sertifikat 
Terapis yang di urus bersamaan pada saat usaha ini buka.” (IIH, 
001/Dgn/11/28.01/13) 

“usaha ini sudah mengantongi HO dan SIUP, izin usaha ini diurus 
saat usaha ini baru dibuka,” (IL, 014/Ssrwjyn/09/27.11/12) 

“dalam membangun usaha ini menggunakan perizinan berupa Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Gangguan (HO)” 
(IE,007/Prwtmn/11/09.12/12) 

TABEL IV.1 

KEPEMILIKAN IZIN USAHA DI KAWASAN PENDUKUNG PARIWISATA 

Jenis Izin Usaha Sosrowijayan Dagen Prawirotaman 

HO 2 6 5 

Sertifikat terapis - 1 - 

SIUP 1 3 1 

NPWP - 1 - 

IMB - - 2 

Sumber : Observasi Lapangan 2014 

Meskipun demikian, beberapa pelaku usaha lainnya 

diketahui tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya. 

Alasan dari tidak adanya izin usaha ini adalah karena usaha 

yang dijalankan dianggap bukan usaha besar yang memerlukan 

izin khusus atau dapat bedampak besar bagi lingkungan sekitar. 

Pada umumnya, usaha-usaha yang tidak memiliki izin tersebut 

adalah jenis usaha yang tidak melibatkan banyak pihak dan 

mudah dalam mengelolanya, seperti toko kelontong, konter pulsa 
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dan HP, atau fotokopi. Namun ada juga usaha seperti reparasi 

furnitur yang sudah lama juga tidak memiliki izin usaha. 

“dalam membangun usaha ini tidak menggunakan perizinan 
karena usaha masih kecil sehingga dianggap belum perlu 
membuat perizinan” (BN, 011/Prwtmn/11/09.12/12) 

“untuk izin usaha belum mengurusnya.” (BW, 
017/Ssrwjyn/13/10.12/12) 

“lahan yang digunakan sebagai usaha belum ada izin dan belum 
perlu untuk mengurusnya.” (BS, 004/Dgn/11/27.11/12). 

Dari informasi diatas, memperlihatkan bahwa para 

pengusaha kecil menengah di kawasan-kawasan penunjang 

wisata pada umumnya tidak memperhatikan perizinan-perizinan 

untuk mendirikan suatu usaha, hanya sebagian kecil saja yang 

melengkapi dengan perizinan. Ada beberapa hal mengapa para 

pengusaha kecil dan menengah enggan mengurus perizinan, 

yang paling penting seperti yang diungkapkan bahwa usaha 

masih kecil dan belum memerlukan perizinan karena 

menganggap skala pelayanan belum luas. Sedang hal lain, 

masalah perizinan yang harusnya disosialisasikan oleh 

Pemerintah Daerah dan menjadi kewajiban warga ternyata 

belum dipahami masyarakat sebagai peraturan perizinan bagian 

dari penataan kota.  

Kawasan Pendukung Kegiatan Pendidikan 

 Di kawasan perkotaan Yogyakarta, banyak dijumpai 

kawasan pendidikan, tercatat ada 136 Perguran Tinggi Swasta dan 

empat Perguruan Tinggi Negeri (UGM, UNY, UIN dan UPN yang 

menjadi Negeri 2014). Kawasan di sekitar perguruan tinggi tersebut 

pada umumnya terjadi pertumbuhan baru dan cenderung terjadi 
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pergeseran atau perubahan fungsi, yang semula perumahan tiba-

tiba berubah menjadi kegiatan komersial atau perdagangan dan 

jasa kecil menengah. Hal tersebut didukung dengan pernyataan 

bahwa pergeseran pemanfaatan ruang yang terjadi ditandai dengan 

semakin bertambahnya kawasan terbangun dan terjadinya 

pergeseran fungsi ruang perumahan menjadi kegiatan komersial 

atau bahkan fungsi campuran (Puteri dan Haryanto, 2018). Dan 

terlihat perubahan fungsi tersebut cenderung bebas berkembang 

seolah-olah tanpa perencanaan (unplanned).  

Motivasi Pemilihan Lokasi Usaha 

A1.  Dekat Kampus, Kos 

Sebagaimana kita ketahui bahwa aktivitas pendidikan 

bersifat dinamis, yang kemudian diikuti pergerakan dan 

perkembangan aktivitas di sekitarnya. Artinya, berkembangnya 

aktivitas pendidikan akan memberi pengaruh pada aktivitas di 

sekitarnya, termasuk aktivitas komersial (Wardhana dan 

Haryanto, 2015; Firdaus dan Haryanto, 2016; Aulia dan 

Haryanto, 2019). Kondisi tersebut juga terjadi di Yogyakarta, 

sebagai Kota Pelajar yang didukung sarana pendidikan yang 

memadai, terutama pada jenjang perguruan tinggi, telah 

memberikan pengaruh yang kuat pada kawasan di sekitarnya.   

Kegiatan perdagangan dan jasa dibutuhkan oleh semua 

pihak dalam menunjang aktivitas apapun, termasuk kegiatan 

pendidikan. Dengan banyaknya mahasiswa yang menetap, 

dinilai oleh pelaku usaha sebagai suatu potensi untuk 

mengembangkan usaha yang ditujukan bagi kegiatan pendidikan 



120 

 

maupun kegiatan mahasiswa. Sehingga beberapa pelaku usaha 

memilih lokasi usaha dekat dengan aktivitas utama di kawasan 

pendidikan.   

“motivasi menempati lokasi ini adalah usaha di Jogja jika 
mendekati kos / kampus akan bertahan lama, maka dari itu 
memlih lokasi di sekitar kawasan kampus yang didominasi oleh 
mahasiswa dan pegawai serta usaha-usaha lain yang 
mempunyai kesamaan sehingga bisa memenuhi kebutuhan 
sekitar.” (BA, 007/Gjy/13/09.12/12) 

“motivasi menempati lokasi ini adalah karena koridor Jalan 
Kledokan tembus Jalan Solo dan di kelilingi oleh beberapa 
kampus, permukiman dan perkantoran” (ISR, 
021/Kledkn/8/27.11/12) 

“motivasi utama dalam memilih lokasi sekarang ini adalah karena 
lokasi yang tepat berada di belakang kampus UPN sehingga 
memudahkan mahasiswa untuk menemukan tempat untuk meng-
copy file atau menge-print tugas karena melihat perawatan 
printer yang rumit dan mesin copy yang mahal sedangkan 
kebutuhan tersebut adalah kebutuhan utama mahasiswa dalam 
mengerjakan suatu tugas atau project sehingga pelaku usaha 
usaha ini melihat lokasi ini sangat prospek untuk dijadikan 
tempat usaha copy dan print.” (BD, 003/Seturan/09/29.11/12) 

“…, dekat dengan kampus UGM dan tempat-tempat kos sehingga 
lebih banyak konsumen yang melihat dan mempir untuk 
membeli;” (BDH, 007/Jakal/10/26.11/12) 

A2.  Motivasi: strategis 

Motivasi lain yang melatarbelakangi tumbuhnya berbagai 

jenis usaha di kawasan pendidikan adalah adanya faktor 

strategis. Adanya kemudahan akses, banyak dilalui pengguna 

jalan, dan cukup dekat dengan jalan utama/besar merupakan 

bagian dari apa yang disebut sebagai strategis. Kondisi tersebut 

dianggap sebagai lokasi yang tepat untuk mengembangkan 

usaha.  
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 “selain itu faktor yang menjadi pertimbangan dalam mendirikan 
usaha karena lalu lintas yang selalu ramai dan lokasi memiliki 
akses yang mudah dicapai, karena lokasi yang mudah dicapai 
akan lebih banyak mendatangkan konsumen” (BET, 
006/Gjy/13/09.12/12) 

“lokasi merupakan lokasi yang strategis karena akses yang 
mudah dicapai, karena lokasi yang mudah dicapai akan lebih 
banyak mendatangkan konsumen, dekat dengan jalan besar dan 
kondisi lingkungan yang terjamin keamananya dan bebas dari 
banjir,” (IL, 012/Seturan/09/29.11/12) 

Berdasarkan ilustrasi Gambar berikut, salah satu klaster 

yaitu koridor Jalan Seturan yang berada di sekitar kampus UPN 

Yogyakarta, terlihat banyak pelaku usaha yang mendirikan 

usaha di lokasi tersebut.  

 

Sumber : Observasi 
Lapangan dan Analisis 
Penulis, 2015 

GAMBAR 4.10 

ILUSTRASI  

KEBERADAAN LOKASI 
USAHA YANG  

STRATEGIS KLASTER 

KORIDOR SETURAN 

 

 

 

 

 

Legenda : 

 Fauziah = Fotocopy 

 Toto = Laundry  

 Ario = Rental PS 

 Sungkono  = Wartel, 
Faximile,Toko 
Kelontong 

 Fadli = Laundry  

Komersial 

Permukiman 

Kampus 
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Adanya kemudahan akses yang terlihat jalan dapat 

dijangkau dari arah mana saja dan kedekatan dengan kampus 

UPN dinilai pelaku usaha sebagai lokasi yang paling strategis. 

Oleh sebab itu, banyak pelaku usaha yang memilih mendirikan 

usaha di sekitar lokasi tersebut, yang menunjukkan adanya 

sikap kebebasan dalam memilih lokasi usaha.  

Kesesuaian dengan Pranata Pembangunan Kota 

Kepemilikan izin HO dan izin gangguan dimaksudkan 

untuk melegalkan usaha yang berjalan, namun karena beberapa 

lokasi usaha ada yang letaknya berdekatan dengan permukiman 

penduduk atau berdekatan dengan aktivitas lainnya selain 

aktivitas komersial, sehingga izin tersebut diharapkan dapat 

meminimalisir pengaruh dari dampak yang dirasakan oleh 

lingkungan sekitar. Tidak hanya izin HO saja, terdapat izin lain 

yang dimiliki beberapa pelaku usaha yaitu SIUP, TDP, Izin 

Lokasi, IMB, Izin Depnaker dan Yayasan Penyalur Tenaga Kerja 

bagi usaha di bidang tersebut.  

“Luas lahan tempat usaha yang bersangkutan adalah sekitar 24 
meter persegi, setatus lahan yang dijadikan tempat usaha yang 
bersangkutan adalah SHM milik sendiri, dengan izin Depnaker 
dan yayasan untuk penyaluran tenaga kerja.” (IU, 
026/Seturan/11/29.11/12) 

TABEL IV.2 
KEPEMILIKAN IZIN USAHA DI KAWASAN PENDIDIKAN 

Jenis izin usaha Kaliurang Gejayan Seturan Kledokan 

HO 5 6 8 - 
SIUP 3 3 1 - 
TDP - 1 - - 

Izin Lokasi - 2 1 - 
IMB - 1 - 1 
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Jenis izin usaha Kaliurang Gejayan Seturan Kledokan 

Izin Depnaker dan 
Yayasan Penyalur 

Tenaga Kerja 
- - 1 - 

Sumber: Observasi Lapangan 2014. 

Hampir semua informan yang melakukan usaha di klaster 

Jalan Kledokan mengaku tidak memiliki izin atas usaha yang 

dijalankan yang sebagian besar merupakan usaha terkait 

pendidikan. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin mayoritas 

beralasan bahwa usaha yang dijalankan bukan usaha besar, dan 

termasuk usaha kecil, yang dirasa belum perlu untuk memiliki 

izin usaha.  

“untuk izin yang digunakan sementara ini tidak ada karena 
dirasa belum butuh,” (INA, 007/Kledkn/10/16.11/12) 

“dalam membangun usaha ini tidak menggunakan perizinan 
karena masih termasuk usaha kecil;” (BSM, 
014/Kledkn/9/27.11/12) 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara 

pada klaster Jalan Kledokan, ditemukan hanya ada satu pelaku 

usaha yang menggunakan izin atas usaha yang dijalankan.  

“komposisi luas lahan dan bangunan yang digunakan sebagai 
lokasi usaha adalah ukuran sekitar 4x3 m; dengan status lahan 
yaitu hak milik, merupakan warisan dari orang tua suami; 
sedangkan dalam membangun usaha ini menggunakan perizinan 
berupa IMB;” (IN, 015/Kledkn/8/25.11/12) 

Dari uraian empiris di atas sementara dapat disimpulkan 

bahwa para pelaku usaha yang memiliki lahan sendiri atau 

dipinjami lahan, pada umumnya difungsikan dengan bebas 

tergantung kemauan dan kemampuan mereka, bisa dikatakan 
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kondisi tersebut ―site looking for use”. Sedang bagi yang 

mendapatkan tempat usaha dengan membeli atau menyewa 

pada umumnya sudah mempunyai tujuan usaha atau sudah 

memiliki konsep berusaha, bisa dikatakan ―use looking for site”, 

atau kebebasan memilih lokasi usaha. Walaupun pelaku usaha 

bebas memilih lokasi untuk usahanya, namun hanya beberapa 

pelaku usaha yang memiliki izin usaha, hal ini dapat menjadi 

resiko jika ingin berinvestasi dengan pihak perbankan atau 

sumber pendanaan lain, karena izin tersebut dapat menjadi 

jaminan di samping sertifikat bangunan/ tanah ataupun 

jaminan yang lain. 

Kawasan Pendukung Kegiatan Pariwisata 

 Pada kawasan pendukung wisata, seringkali hubungan 

social-ekonominya digunakan sebagai strategi pelaku usaha untuk 

memberikan pelayanan terlebih dahulu, kemudian harga yang 

dipatok justru di luar kewajaran, sehingga wisatawan seringkali 

tidak bisa menolak. Tidak jarang dijumpai nilai barang dan 

pelayanan lebih dari harga semestinya, terlebih bila pelayanan dan 

barang tersebut dengan menggunakan mata uang asing (US$ atau 

¥) maka nilai transaksi bisa menjadi lebih mahal. 

Konsumen Usaha Kecil Menengah  

A1.  Wisatawan dan Penghuni Hotel 

Berdasarkan hasil obervasi lapangan yang telah 

dilakukan, banyak dari pelaku usaha yang mendirikan usaha 

berada di sepanjang jalan utama dengan alasan strategis. 

Persamaan yang ditemukan pada kawasan wisata di Jalan 
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Dagen, Jalan Prawirotaman dan Jalan Sosrowijayan yang 

menjadi konsumen pada usaha yang dijalankan adalah turis.  

“pelanggan yang bersangkutan kebanyakan dari turis lokal meski 
ada beberapa dari turis asing.” (BRH, 003/Dgn/11/27.11/12) 

“banyak para turis yang menjadi pelanggan utama berkunjung 
ketempat usaha ini;” (II, 019/Prwtmn/11/10.12/12) 

“jarang sekali masyarakat menjadi pelanggan tetapi lebih banyak 
turis asing maupun lokal.” (IL, 014/Ssrwjyn/09/27.11/12) 

Kawasan pendukung wisata memiliki fungsi untuk 

mendukung kegiatan wisatawan dalam aktivitas pariwisata. Pada 

kawasan pendukung wisata keberadaaan hotel/ penginapan 

dapat ditemukan dengan berbagai macam jenis bentuk. Dapat 

berupa hotel, losmen, homestay, villa, guest house dan masih 

banyak jenis lainnya. Pada waktu-waktu tertentu, setiap 

tahunnya, penginapan di kawasan pendukung wisata ini menjadi 

sangat sibuk dengan beragam kegiatannya.  

A2.  Masyarakat Umum 

Meskipun demikian, tidak semua usaha yang berkembang 

merupakan usaha yang berhubungan langsung dengan 

pariwisata. Adanya toko kelontong dan toko ponsel 

menunjukkan bahwa perkembangan usaha tumbuh tidak hanya 

dari sektor utama, dalam hal ini adalah pariwisata, namun juga 

menjadi bentuk survive bagi pelaku usaha serta dengan tetap 

melihat pasar pada masyarakat umum sebagai salah satu 

konsumen.  
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“menurut yang bersangkutan dalam menjalankan usahanya 
pelanggannya adalah masyarakat umum dan banyak juga dari 
turis asing,” (IP, 015/Ssrwjyn/13/10.12/12) 

Toleransi  

Berkembangnya usaha kecil menengah memungkinkan 

tumbuhnya beragam jenis usaha, termasuk usaha dengan jenis 

yang sama. Tingginya permintaan akan kebutuhan barang dan 

jasa oleh konsumen membuat pelaku usaha semakin tertarik 

untuk membuka usaha. Oleh sebab itu perkembangan usaha 

pada lokasi tersebut bergerak sangat cepat, hampir setiap tahun 

mengikuti perkembangan ekonomi dan tren masyarakat. 

“masih tergolong wajar dan persainganya pun juga normal, 
meskipun banyak usaha yang sama dengan usaha saya namun 
rejeki sudah ada yang menentukan.” (BHN, 
020/Ssrwjyn/13/10.12/12) 

Pernyataan di atas menunjukkan adanya toleransi bahkan 

terhadap usaha yang sama atau serupa. Banyaknya usaha yang 

berkembang pada suatu lokasi tertentu menimbulkan persepsi 

berbeda antar pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha 

mengapresiasi dengan positif. Bentuk dari sikap positif tersebut 

yakni akan menambah daya tarik kawasan. Imbasnya adalah 

kawasan tersebut akan semakin banyak dikunjungi. Sehingga 

memungkinkan meningkatkan daya tarik konsumen pada usaha 

yang dijalankan. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ada 

sikap toleransi antar pelaku usaha. Meskipun beberapa pelaku 

usaha merespon positif, beberapa lainnya menanggapi 

sebaliknya. Seiring perkembangan daerah, usaha yang tumbuh 

pada kawasan-kawasan strategis dan menimbulkan persaingan 
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ketat antar usaha, juga kurangnya perhatian pemerintah pada 

usaha-usaha menengah kecil juga dirasakan oleh pelaku usaha. 

“hubungan usaha dengan lingkungan usaha di sekitar kurang 
baik karena saling bersaing, dan semakin hari persainganya 
semakin ketat.” (IA, 006/Dgn/11/27.11/12) 

“hubungan usaha dengan lingkungan kurang begitu harmonis 
karena banyak pengaruh negatif pada lingkungan sekitar usaha, 
salah satunya tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat.” 
(BS, 004/Dgn/11/27.11/12). 

 
Pola Perkembangan Usaha Kecil Menengah  

Perkembangan suatu daerah, dalam skala makro maupun 

mikro, dapat dipengaruhi dan mempengaruhi sektor-sektor yang 

ada di dalamnya. Hal ini berlaku bagi komersial, terutama usaha 

menengah kecil yang banyak berkembang di Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara, 

perkembangan usaha disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 

 Komersial berkembang pada kawasan-kawasan yang sudah 

terkenal, atau memiliki branding tertentu  

Nama Sosrowijayan, Dagen, dan Prawirotaman sudah 

dikenal luas oleh masyarakat sebagai sentra-sentra penginapan 

yang banyak menjadi rujukan para wisatawan yang berwisata ke 

Yogyakarta. Berawal dari hanya ada penginapan, kemudian 

berkembang usaha lain untuk memenuhi kebutuhan wisatawan 

yang datang. Lambat laun kawasan ini dikenal sebagai kawasan 

pendukung pariwisata.  

 “Hal yang selanjutnya memicu perkembangan usaha-usaha di 
kawasan komersial adalah karena image khusus kawasan 



128 

 

tersebut yang rata-rata memang sudah dikenal luas” (IIH, 
001/Dgn/11/28.01/13) 

“kawasan Yogyakarta memiliki daya tarik tersendiri sebagai 
daerah wisata dan pendidikan sehingga pasarnya besar dan 
mendukung untuk usaha,” (BW, 013/Prwtmn/11/09.12/12) 

 Komersial berkembang mendekati pusat-pusat keramaian 

atau pada kawasan yang ramai 

Berkembangnya suatu aktivitas akan mempengaruhi 

lingkungan di sekitar aktivitas tersebut berada. Pada kawasan 

pendukung wisata, Sosrowijayan dan Dagen, karena memiliki 

letak yang dekat dengan Malioboro sebagai salah satu obyek 

wisata belanja dan majunya sektor penginapan telah 

mempengaruhi kawasan di sekitarnya. Sedangkan pada 

Prawirotaman, majunya penginapan dan terkenalnya kawasan 

hingga banyak dikenal serta dikunjungi oleh turis mancangera 

membuat Prawirotaman menjadi semakin berkembang. Oleh 

sebab itu ketiga klaster tersebut dinilai potensial untuk 

dikembangkan sebagai usaha.  

“bahwa para pelaku usaha di Yogyakarta mengikuti tempat yang 
ramai dan selalu akan menyebar mengelilingi tempat yang ramai 
tersebut dan khususnya pada kawasan prawirotaman yang 
dikenal sebagai tempat untuk menginap bagi turis lokal maupun 
mancanegara maka jenis usaha yang lebih menonjol adalah jenis 
usaha akomodasi atau kenyamanan bagi turis…” (IR, 
001/Prwtmn/11/21.01/13). 

 Komersial berkembang mengikuti kebutuhan pasar  

Selain melihat dari kebutuhan wisatawan, kawasan 

tersebut juga mengalami perkembangan, yang terlihat dari turut 

berkembangnya lingkungan di sekitar kawasan tersebut. Adanya 

perkembangan kawasan akan sejalan dengan perkembangan 
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komersial yang berfungsi sebagai pelengkap kebutuhan dari 

penghuni kawasan tersebut, masyarakat maupun pendatang. 

“pola perkembangan kawasan komersial di DIY mengikuti 
kebutuhan pasar, contohnya di kawasan ini memang pasarnya 
suvenir sehingga orang-orang tahunya di kawasan ini serba jual 
suvenir padahal tidak, masih ada jenis kegiatan lain, …” (BY, 
005/Dgn/11/27.11/12) 

“pola perkembangan kawasan komersial pada kawasan ini 
beberapa mengikuti tren pasar, selain itu jenis komersial di 
kawasan ini juga mengikuti budaya/ kebiasaan yang ada, 
misalnya Gudek, batik dsb. Perkembangan usaha di kawasan ini 
memang untuk memenuhi kebutuhan pasar (dekat stasiun)” (IP, 
015/Ssrwjyn/13/10.12/12) 

 Komersial berkembang dengan mengikut trend atas jenis 

usaha/ lokasi yg sama 

Perkembangan usaha di Yogyakarta menimbulkan 

keinginan bagi pelaku usaha untuk mulai membuka usaha atau 

bahkan mengganti menjadi usaha yang sama dengan usaha lain 

yang lebih maju. Tidak hanya pada jenis usaha, untuk pemilihan 

lokasi, banyak pelaku usaha yang memilih menempati lokasi 

yang dianggap strategis dan menguntungkan untuk 

keberlangsungan usahanya. Beberapa pelaku usaha yang 

melihat adanya usaha yang berkembang besar di lokasi tertentu 

memutuskan untuk ikut menempati lokasi yang berdekatan. Hal 

ini dilakukan dengan harapan dapat memajukan usaha yang 

dijalankan seperti usaha yang sudah berkembang di lokasi 

tersebut.  

 “usaha-usaha secara bebas karena usaha-usaha di jogja ini 
variatif dan unik jika dibanding dengan kota-kota lain. Sehingga 
apapun jenis usahanya dan orang-orang menyukainya maka 
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akan ramai, jadi dapat disimpulkan bahwa apapun jenis 
usahanya, asalkan pasar (masyarakat) menerima dengan baik, 
dengan produk yang dijual maka akan bermunculan jenis usaha 
yang sama di lokasi yang sama/ berbeda.” (IA, 
019/Ssrwjyn/14/10.12/12) 

Berdasarkan ilustrasi gambar di bawah ini, terlihat 

adanya percampuran jenis usaha. Ilustrasi tersebut diambil dari 

kondisi eksisting pada klaster Sosrowijayan dan Dagen yang 

dilihat dari fungsi kawasan yaitu untuk mendukung aktivitas 

wisata, namun berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan 

adanya usaha-usaha yang bersifat lebih umum, artinya usaha 

tersebut tidak berkaitan langsung dengan aktivitas wisata.  

Sumber : Observasi Lapangan dan Analisis Penulis, 2015 

GAMBAR 4.11 

POLA PERKEMBANGAN USAHA YANG BEBAS MEMILIH LOKASI  

DI KAWASAN PENDUKUNG PARIWISATA 

Meskipun usaha tersebut tidak selaras dengan fungsi 

kawasan pendukung wisata, namun tetap dapat bertahan dan 

berkembang dengan cukup baik. Beberapa kawasan di 

Yogyakarta memiliki image yang mengarah pada sektor 

pariwisata. Kawasan Jalan Prawirotaman, Jalan Sosrowijayan, 
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dan Jalan Dagen merupakan contoh kawasan yang memiliki 

image sebagai kawasan pendukung pariwisata. Hal inilah yang 

memicu tumbuhnya usaha baru untuk memenuhi kebutuhan 

wisatawan yang dibangun oleh masyarakat setempat. Hingga 

saat ini usaha-usaha tersebut berkembang dan memberikan 

citra sebagai kawasan pendukung wisata dengan berbagai 

macam usaha yang melengkapinya.  

Banyaknya usaha yang berkembang kemudian 

membentuk suatu pola. Berdasarkan hasil observasi lapangan 

dan hasil wawancara, perkembangan usaha disebabkan oleh 

beberapa hal, yaitu: 

 Usaha Kecil Menengah berkembang pada kawasan-kawasan 

yang sudah terkenal, atau memiliki branding tertentu 

 Usaha Kecil Menengah berkembang mendekati pusat-pusat 

keramaian atau pada kawasan yang ramai 

 Usaha Kecil Menengah berkembang mengikuti kebutuhan pasar 

 Usaha Kecil Menengah berkembang dengan mengikut trend atas 

jenis usaha/ lokasi yg sama 

Kawasan Pendukung Kegiatan Pendidikan 

 Pada kawasan Pendukung Pendidikan, target dan sasaran 

pelaku usaha adalah volume pelayanan dan barang yang terjual, 

dibandingkan dengan memasang harga mahal namun volume 

pelayanan dan penjualan rendah. Kompetisi pelaku usaha pada 

kawasan pendukung kegiatan pendidikan sangat ketat sekali, 

seringkali cara pemasaran menggunakan multimedia dan sosial 

media sangat efektif ketimbang dengan promosi fisik di lapangan. 
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Konsumen Usaha Kecil Menengah 

Hal penting dalam menjalankan usaha salah satunya 

adalah keberadaan konsumen. Banyak pelaku usaha yang 

memilih lokasi usaha dimana terdapat banyak konsumen yang 

dapat memanfaatkan barang/ jasa yang dijual.  

A1.  Mahasiswa/ Pelajar 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, 

pada kawasan pendidikan sasaran pelaku usaha dalam menjual 

barang/ jasa atas usahanya adalah mahasiswa. Hal ini 

membuktikan bahwa sasaran yang ingin dituju pelaku usaha 

berkaitan dengan lokasi di mana usaha tersebut berada.  

“pelanggan adalah mahasiswa UPN yang ingin print file, burn 
disk, copy, dsb.‖ (BD, 003/Seturan/09/29.11/12) 

“dalam menjalankan usahanya pelanggan utama adalah 
mahasiswa dan pelajar” (BDS, 022/Gjy/13/09.12/12) 

“karena mahasiswa menjadi pelanggan utama;” (BSM, 

014/Kledkn/9/27.11/12) 

Usaha yang konsumennya mahasiswa tidak selalu yang 

berkaitan erat dengan aktivitas pendidikan. Terdapat usaha 

servis jok di klaster Jalan Kaliurang yang konsumennya berasal 

dari mahasiswa dan pelajar.  

“sasaran yang dituju adalah pengguna sepeda motor dan 
kebanyakan adalah dari kalangan mahasiswa dan pelajar,” 
(BMM, 024/Jakal/13/09.12/12) 

A2.  Masyarakat umum 

Meskipun banyak terdapat mahasiswa/pelajar, tidak 

semua pelaku usaha menyasar konsumen mahasiswa. Hal ini 
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disebabkan karena lokasi usaha tersebut berada pada/ dekat 

area permukiman sehingga banyak penduduk sekitar yang 

memanfaatkan barang/ jasa yang dijual.  

“pelanggan utama banyak berasal dari masyarakat dan 
mahasiswa.” (BDY, 004/Seturan/09/29.11/12) 

“pelanggan utama dari butik ini adalah dari mahasiswa dan 
masyarakat,” (EN, 005/Gjy/17/26.11/12) 

“pelanggan paling banyak didominasi oleh penduduk dan 
mahasiswa yang kos disekitar kledokan dan sekedar lewat lokasi 
ini” (BTT, 011/Kledkn/9/25.11/12) 

Selain penduduk sekitar yang menjadi konsumen atas 

usaha yang berkembang pada kawasan pendidikan, beberapa 

pelaku usaha menyasar pada konsumen yang lingkupnya lebih 

luas. Hal ini disebabkan karena usaha tersebut menyediakan 

produk yang bersifat umum dan memungkinkan adanya 

pemesanan dan pengiriman dari dan ke luar wilayah di mana 

lokasi tempat usahanya berada. Salah satunya adalah usaha 

toko sprei dan bedcover yang terletak di klaster Jalan Kaliurang.  

“pada dasarnya pangsa pasarnya secara nasional karena 
penjualan dilakukan secara online;” (BDD, 
006/Jakal/8/26.11/12) 

Toleransi 

Banyaknya penduduk di sekitar kawasan pendidikan yang 

di dalamnya termasuk mahasiswa/ pelajar, pegawai/ karyawan, 

serta masyarakat setempat membuat banyak pelaku usaha 

memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha. Respon yang 

berbeda ditimbulkan beberapa pelaku usaha positif atas 

maraknya usaha yang tumbuh. Terjadinya persaingan positif, 



134 

 

wajar, dan sehat meskipun pada jenis usaha yang sama 

dirasakan oleh beberapa pelaku usaha.  

“pengaruh lingkungan usaha yang mayoritas adalah para 
pengusaha perorangan dan dengan jenis usaha lain memberikan 
dukungan dan saling melengkapi sedangkan bagi yang jenis 
usahanya sama terjadi persaingan secara sehat karena masing-
masing memiliki pelanggan sendiri dan memiliki ciri khas masing-
masing;” (BAA, 001/Kledkn/8/27.11/12) 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang mewakili masing-

masing klaster di Jalan Seturan, Kaliurang, Gejayan, dan 

Kledokan, menunjukkan adanya pernyataan bahwa terjadi 

persaingan positif, sehat, dan wajar. Pada jenis usaha yang 

berbeda maupun sama terlihat adanya sikap saling membantu 

antar pelaku usaha. Namun tidak semua pelaku usaha memiliki 

sikap toleransi dan optimis pada perkembangan komersial di 

sekitarnya. Terdapat beberapa respon yang menyatakan adanya 

pengaruh negatif dari adanya perkembangan komersial saat ini. 

Berdasarkan hasil wawancara respon negatif ini berasal dari tiga 

klaster yaitu Jalan Gejayan, Kaliurang, dan Kledokan.  

“banyaknya usaha yang berkembang di kawasan ini terutama 
para pemain raksasa kelontong seperti indomaret mematikan 
kekuatan PELAKU USAHA untuk usaha kelontong kecil sehingga 
pada hal ini persaingan antara pengusaha kelontong sangat ketat 
dan dinilai semakin susah untuk menghidupi usaha ini dalam 
keadaan yang sekarang” (IMS, 003/Gjy/17/25.11/12)  

 “pengaruh lingkungan dengan usaha memberikan pengaruh 
positif dan negatif, pengaruh positif karena disekitar adalah 
lingkungan kos dan pengaruh negatifnya karena ada pasar mini 
modern, seperti indomaret dan alfamart yang mematikan usaha 
kelontong kecil.” (BFH, 022/Kledkn/10/09.12/12) 

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat adanya respon 

negatif dari beberapa pelaku usaha. Respon ini ditujukan bagi 
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usaha retail besar seperti indomaret yang dianggap merugikan 

dan menurunkan pendapatan beberapa usaha menengah kecil, 

khususnya toko kelontong. Dengan sistem yang lebih modern 

serta mudah ditemukan di sepanjang jalan membuat pelanggan 

lebih memilih membeli barang di ritel-ritel tersebut.  

Pola Perkembangan Usaha Kecil Menengah 

Perkembangan usaha yang terdapat pada setiap sudut di 

sekitar kawasan pendidikan membentuk satu kesatuan menjadi 

suatu pola perkembangan kawasan komersial. Berdasarkan hasil 

observasi lapangan dan wawancara, berikut penjelasan 

mengenai pola perkembangan kawasan komersial yang terdapat 

pada kawasan pendidikan: 

 Kawasan usaha kecil menengah berkembang berdasar 

adanya kebutuhan pasar. 

 Perkembangan kawasan pada umumnya akan berpengaruh 

pada kebutuhan penduduk, hal ini dilihat sebagai suatu peluang 

oleh pelaku usaha mendirikan usahanya untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut yang juga mempertimbangkan tren di 

lingkungan tersebut. Saat ini suatu usaha tidak hanya dapat 

melayani penduduk sekitar namun juga penduduk/ masyarakat 

yang berada pada lokasi yang jauh.  

 “sehingga apapun jenis usahanya dan orang-orang menyukainya 
maka akan ramai, contohnya adalah gudeg di pinggir jalan, 
padahal tempatnya seadanya tetepi pembelinya luar biasa ramai, 
jadi dapat disimpulkan bahwa apapun jenis usahanya, asalkan 
pasar (masyarakat) menerima dengan baik, dengan produk yang 
dijual maka akan bermunculan jenis usaha yang sama di lokasi 
yang sama/ berbeda.” (BDN, 016/Seturan/10/09.12/12) 
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 Kawasan usaha kecil menengah dapat berkembang karena 

adanya mahasiswa 

Yogyakarta sebagai Kota Pelajar dan dengan 

berkembangnya kawasan pendidikan, yang akan terus 

mengatraksi mahasiswa-mahasiswa baru yang membutuhkan 

barang dan jasa selama menetap kemudian mendorong 

perkembangan komersial terutama di kawasan pendidikan.  

“faktor lain yang mempengaruhi perkembangan usaha di Jogja ini 
karena jogja dikenal sebagai kota budaya dan kota pelajar, 
historisnya menurut yang bersangkutan sangat kental hingga 
sekarang begitupun budayanya, sedangkan unsur pelajar lebih ke 
arah kemajuan pendidikan. Efek ke pelaku usaha adalah karena 
banyak mahasiswa yang mempunyai daya beli tinggi terhadap 
suatu barang/ jasa dan tidak mau ribet mengurusi hal-hal tidak 
terlalu mendukung dengan kegiatan belajarnya.” 
(BDN,016/Seturan/10/09.12/12) 

 Kawasan usaha menengah kecil berkembang mendekati/ 

memilih mendirikan usaha pada lokasi yang ramai atau terdapat 

daya tarik  

Banyaknya pelaku usaha yang memilih mendirikan usaha 

di sepanjang jalan utama/ besar dan memilih berada di kawasan 

pendidikan karena merupakan lokasi yang dianggap ramai. 

Kondisi inilah yang dilihat pelaku usaha sebagai suatu peluang 

usaha.  

“usaha di kawasan keramaian tersebut akan memicu permintaan 
yang tinggi untuk pemenuhan kebutuhan mereka” (ISR, 
021/Kledkn/8/27.11/12) 

“perkembanganya masyarakat suka mengincar lokasi yang ada 
pemicu nya seperti kampus dan lokasi yang sudah ramai 
kemudian berspekulasi didalamnya” (BA, 
002/Seturan/09/29.11/12) 
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Banyaknya usaha yang tumbuh pada suatu kawasan 

tertentu sebenarnya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi 

kawasan tersebut, karena akan semakin ramai dan berkembang 

menjadi kawasan komersial. Pelaku usaha menilai bahwa lokasi 

tersebut ramai dan dapat menguntungkan, serta karena adanya 

kebebasan dalam berusaha pada pelaku usaha untuk 

menjalankan usahanya di lokasi tersebut, maka akan membuat 

kawasan usaha kecil menengah semakin berkembang. 

“pola perkembangan kawasan komersial yang didominasi pelaku 
usaha di Yogyakarta adalah mengikuti keramaian yang ada 
karena keramaian merupakan sumber rezeki sehingga dapat 
dilihat di lapangan kawasan yang ramai akan berkembang 
menyambar lokasi-lokasi sekitarnya sehingga dari hal tersebut 
pemicunya adalah keramaian (apapun kegiatannya)” (BDS, 
022/Gjy/13/09.12/12) 

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pada empat koridor 

jalan yang mewakili kawasan pendidikan yaitu Jalan Kaliurang, 

Jalan Gejayan, Jalan Seturan, dan Jalan Kledokan jenis usaha 

yang mendominasi adalah usaha yang memenuhi kebutuhan 

mahasiswa, baik secara individu maupun yang terkait dengan 

aktivitas pendidikan. Sama halnya dengan kawasan pendukung 

pariwisata, pada kawasan pendidikan keberadaan tanah/ lahan 

telah menjadi dasar bagi pengembangan kawasan komersial.  
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Sumber : Observasi 

Lapangan dan 

Analisis Penulis, 

2015 

GAMBAR 4.12 

POLA 

PERKEMBANGAN 

USAHA YANG 

BEBAS MEMILIH 

LOKASI DI 

KAWASAN 

PENDIDIKAN 

KLASTER JALAN 

KALIURANG 

 

 
 

Konsep Pemahaman Penataan Ruang 

Sebagaimana diketahui Pemerintah telah mengeluarkan UU 

26 Tahun 2007 dan menjelaskan bahwa Penataan ruang adalah 

suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 

dan pengendalian pemanfaatan ruang, namun pelaku usaha atau 

masyarakat secara keseluruhan tetap belum paham mengenai 

penataan ruang yang sangat normatif. Oleh karenanya hasil 

observasi dan wawancara pelaku usaha memperlihatkan bahwa 

proses membuka usaha sampai pemilihan lokasi usaha mereka 

lakukan secara bebas tanpa mempertimbangkan land use yang 

berlaku dalam dokumen Perencanaan Tata Ruang yang sudah ada. 

Kawasan Pendukung Kegiatan Pariwisata 

Perkembangan usaha di Yogyakarta tidak hanya dilakukan 

oleh pelaku usaha menengah kecil, pemodal besar dengan banyak 

jaringan juga berkembang. Sehingga, para pelaku usaha kecil 
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menengah harus berjuang jika ingin mengembangkan usaha yang 

dijalankan. Setelah ditelusuri lebih jauh, ditemukan sesuatu yang 

menarik terkait semangat entrepreneurship, yang tumbuh pada 

daerah yang dulunya merupakan lokasi hunian prajurit Keraton 

Ngayogyakrta. Keraton Ngayogyakrta memiliki sejumlah pasukan 

prajurit yang dahulu bertugas untuk menjaga kedaulatan wilayah 

dari serangan penjajah. Oleh pihak keraton, atas jasanya tersebut 

para prajurit diberi sejumlah lahan untuk dapat digunakan oleh 

keluarga para prajurit tersebut. Berdasarkan data yang ditemukan 

melalui survey sekunder, terdapat 13 kesatuan prajurit keraton 

yang meliputi Kesatuan Sumoatmojo, Ketanggung, Patangpuluh, 

Wirobrojo, Jogokaryo, Nyutro, Dhaeng, Jager, Prawirotomo, 

Mantrijero, Langenastro, Surokarso dan Bugis. 

Prajurit Keraton Ngayogyakarta 

“……menurut catatan yang ada, semasa pemerintahan 
Hamengkubuwono VII sampai dengan masa pemerintahan 
Hamengkubuwono VIII yaitu antara tahun 1877 sampai 
dengan 1939 ada 13 kesatuan prajurit kraton yang meliputi: 
Kesatuan Sumoatmojo, Ketanggung, Patangpuluh, Wirobrojo, 
Jogokaryo, Nyutro, Dhaeng, Jager, Prawirotomo, Mantrijero, 
Langenastro, Surokarso dan Bugis.(sumber: Suwito, 2009)‖ 

Berdasarkan sejarah, beberapa lokasi dari daerah-daerah 

prajurit tersebut merupakan kampung batik, di mana batik 

Yogyakarta mulai berkembang. Namun seiring perkembangan 

zaman, batik tidak mampu menjadi komoditas utama lalu menjadi 

collapse. Kemudian oleh para keturunan para prajurit tersebut 

diubah menjadi bentuk usaha lain sehingga tetap dapat 

mendukung ekonomi keluarga. Kondisi ini terjadi salah satunya di 

Prawirotaman. Sebagai salah satu daerah yang dihuni oleh 
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keluarga prajurit Prawirotomo, dahulu dikenal sebagai salah satu 

daerah sentra batik yang dibangun oleh para istri dan keluarga dari 

prajurit Prawirotomo. Namun batik collapse dan merubah mata 

pencaharian masyarakat yang tinggal di sana. Oleh para keturunan 

prajurit Prawirotomo tersebut beralih profesi ke arah bisnis berupa 

penginapan. Semangat ini yang kemudian mengarah pada 

semangat berbisnis untuk dapat mendukung ekonomi keluarga. 

(DS, 2015, dan diolah Penulis).  

 

Sumber : Prof Djoko Surya (2015)  dan  diolah kembali 2015 

GAMBAR 4.13 

SEJARAH PERKEMBANGAN USAHA DI KAWASAN PENDUKUNG 

PARIWISATA 

 

Jiwa Entrepreneurship 

“,…..dan itu saya melihat di bekas-bekas daerah prajurit. Jadi 
setelah prajurit itu mengalami kemrosotan dan lain-lain, ini justru 
timbul apa.. alih, alih profesi dan alih profesinya malah ke bisnis. 
Di situ dia. Lha dia apa, mandiri.”(DS, 31/05/2015) 

Salah satu contoh dari adanya jiwa entrepreneurship ini 

terlihat pada koridor Jalan Prawirotaman. Awalnya, 
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Prawirotaman merupakan sebuah lahan milik Keraton 

Ngayogyakarta. Lahan tersebut kemudian diberikan kepada 

salah satu prajurit keraton bernama Prawirotomo. Kemudian 

lahan tersebut berkembang menjadi permukiman/ kampung 

yang dihuni oleh keluarga prajurit Prawirotomo, yang kemudian 

dikenal sebagai Kampung Prawirotaman.  

 “……waktu mengalami kemunduran, itu justru entrepreneurship 
yang muncul dari Kota Gede. Itu dulu wilayah keraton, iya 
fenomena itu. Lalu kemudian nanti terus, apa namanya. ke 
keraton ini kan priayi-priayi. yang pioneer itu kan dia priayi, tapi 
kan yang di belakang itu ibu-ibu pengusaha, pengusaha batik-
batik itu. Nah itu termasuk yang mendiami Prawirotaman, 
Mergangsan, Patang Puluhan, itu ibu-ibu, jadi wanita. Jadi yang 
di belakangnya itu usaha batik, mereka mbatik. Jadi sebetulnya 
justru penerusan dari, anu.. apa namanya.. ee..tad.. keterampilan 
ya, dari segi batik membatik keraton ya tadi. Ini kan kalau 
dikembangkan oleh rumah tangga. Dan skill nya juga mereka, 
dan oleh karena itu memang ruang-ruang yang ada menjadi 
ruang pengembangan itu.”(DS, 31/05/2015) 

 “………Jadi prinsipnya begini bapak, itu kan dari palemanegari, 
jadi semua tanah itu milik Pangeran Mangkubumi, kan begitu 
secara hukum. Begitu beliau menjadi sultan, ada 3 klasifikasi: (1) 
mana tanah-tanah itu yang diklasifikan untuk kasultanan, berarti 
untuk pemerintahan, (2) mana tanah-tanah untuk pembiayaan 
keraton, Sultan Ground, (3) mana tanah-tanah yang dinyatakan 
pribadi,”(HBW, 15/06/2015) 

Perkembangan Jenis Usaha 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka antara jenis usaha 

umum dan usaha yang berhubungan dengan pariwisata, 

berkaitan dengan fungsi kawasannya sebagai pendukung 

pariwisata, saling membaur. Berkembangnya usaha tersebut 

menunjukkan bahwa pelaku usaha bebas mengembangkan 

usaha dengan jenis apapun dan memilih lokasi yang diinginkan.  
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“……..Dari perspektif kebebasan masyarakat di dalam berusaha 
itu luar biasa”(BB, 30/05/2015) 

Motivasi Pemilihan Lokasi Usaha 

A1.  Motivasi: adanya penginapan 

Salah satu usaha utama yang mendukung aktivitas 

wisatawan adalah penginapan. Sedangkan adanya hotel/ 

penginapan tersebut menjadi salah satu motivasi bagi pelaku 

usaha lainnya untuk mendirikan usaha di sekitar lokasi 

penginapan yang ditemukan pada ketiga kawasan pariwisata. 

Adanya peran pemerintah bagi perkembangan kondisi tersebut 

menjadi pendorong bagi perkembangan keduanya, yaitu usaha 

kecil menengah dan sektor pariwisata. Dapat dilihat dari salah 

satu poin pada misi pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu: 

“memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Yogyakarta 
sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota 
Perdagangan”(BPd, 2015) 

A2.  Motivasi: umum (dekat permukiman, lingkungan 

mendukung, bebas banjir) 

Pemilihan lokasi usaha yang berada dekat dengan 

kawasan permukiman menunjukkan bahwa perkembangan 

aktivitas komersial melingkupi banyak wilayah. Hal ini juga 

dikemukakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta, bahwa 

penggunaan lahan sebagai perdagangan dan jasa tersebar 

merata di seluruh Kota Yogyakarta.  

“kawasan Perkotaan Yogyakarta, khususnya yang administrasi 
Kota Yogya, kami hampir seluruh jalan, kecuali yang kawasan 
lindung, kawasan cagar budaya, itu untuk perdagangan dan 
jasa.”(BPK, 28/05/2015) 
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Kondisi yang bebas banjir akan mendukung kegiatan yang 

ada pada kawasan tersebut. Hal ini akan lebih memudahkan 

terutama kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usaha. 

Selain itu, kondisi ini akan memberikan kebebasan lebih besar 

bagi pelaku usaha tanpa memikirkan ancaman banjir dalam 

menentukan lokasi usaha.  

“demokratisasi yang memberi ruang pada masyarakat untuk lebih 
bebas menggembangkan diri di dalam koridor yang ada, itu 
didukung oleh tekanan lingkungan secara fisik, tekanan psikis, 
dan ketiga kan tadi inspector masyarakat,”(WK/As, 29/05/2015) 

A3.  Motivasi: Strategis 

Pemilihan lokasi dengan melihat faktor strategis tersebut 

menyebabkan tumbuhnya komersial di sepanjang jalan utama/ 

jalan besar. Salah satu contohnya pada kawasan pendukung 

pariwisata. Tidak terpatok hanya pada tiga klaster amatan 

utama yaitu Jalan Sosrowijayan, Jalan Dagen, dan Jalan 

Sosrowijayan, namun juga dapat ditemukan tempat usaha yang 

didirikan di sepanjang jalan dengan atau tanpa memanfaatkan 

trotoar dan bahu jalan. Sehingga terlihat pola perkembangan 

komersial di Kota Yogyakarta ini adalah mengikuti jaringan 

jalan. Hal ini juga diungkapkan oleh akademisi dari Universitas 

Gajah Mada : 

“…, jaringan-jaringan jalannya juga cukup, ee.., cukup ekstensif 
juga, iso dinggo dodolan opo-opo. Ya memang potensi untuk 
diakses dan potensi untuk komersial” (BB, 30/05/2015) 
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Kawasan Pendukung Kegiatan Pendidikan 

 Hasil observasi lapangan pada kawasan pendukung 

pendidikan, semua jalan utama atau jalan-jalan kolektor primer 

dan sekunder merupakan kegiatan komersial dan didominasi 

usaha menengah kecil dengan beragam jenis usaha. Di lapangan 

timbul efek mengalir (flow effect) atau bahkan efek menjalar (spread 

effect) kegiatan komersial sampai masuk ke jalan-jalan lokal. Di 

mana menurut Urban Land Use Planning (Chapin, 3rd ed, 1985) 

bahwa proses perencanaan tata guna tanah di kota sebenarnya 

merupakan arena permainan (as a Game) sehingga investasi bisa 

bermain dengan penguasa dalam menentukan tata guna tanah 

(Land Use), namun sebaliknya hal yang sama, di Yogyakarta yang 

mampu menguasai guna tanah atau pemanfaatan ruang justru 

masyarakat atau pelaku usaha menengah kecil. Sedang Pemerintah 

memayungi pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat ke 

dalam Penataan Ruang Kota (BPd, WK, HBW 10, 2015).  

Jenis Pelaku Usaha yang Berkembang 

Ciri usaha kecil menengah yang tumbuh pada kawasan 

pendidikan adalah usaha yang bersifat membantu kebutuhan 

pada aktivitas pendidikan berupa kampus. Hal tersebut memicu 

adanya pertumbuhan usaha terlihat dengan adanya keramaian 

dan perkembangan fisik kawasan yang cepat. Fakta lapangan 

memperlihatkan kawasan di sekitar kampus terjadi 

pembangunan dengan fungsi sebagai kawasan komersial.  

“Karena fakta di Yogya ini, di mana ada kampus itu jadi pusat 
pertumbuhan ekonomi, ya kan. Begitu ke utara lagi di utara 
Pakem ada UII, ya tumbuh lagi di sana.”(HBW, 15/06/2015) 
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Motivasi Pemilihan Lokasi Usaha 

A1.  Dekat kampus, kos, permukiman penduduk 

Adanya pusat aktivitas utama yang mendorong kemajuan 

ekonomi tersebut yaitu aktivitas pendidikan. Oleh sebab itu 

banyak pelaku usaha yang mendirikan usaha pada kawasan 

tersebut. Hal ini sesuai dengan konfirmasi dari Sultan HB X 

yang merupakan Gubernur Provinsi DIY: 

“Karena fakta di Yogya ini, dimana ada kampus itu jadi pusat 
pertumbuhan ekonomi, ya kan. Begitu ke utara lagi di utara 
Pakem ada UII, ya tumbuh lagi di sana.”(HBW, 15/06/2015) 

A2.  Strategis  

Hal penting dalam pemilihan lokasi oleh para pelaku 

usaha adalah adanya kemudahan akses, banyak dilalui 

pengguna jalan, dan cukup dekat dengan jalan utama/ besar.  

“jaringan-jaringan jalannya juga cukup, ee.., cukup ekstensif juga, 
iso dinggo dodolan opo-opo. Ya memang potensi untuk diakses 
dan potensi untuk komersial.” (BB, 30/05/2015) 

Dari hasil kajian diatas terhadap pemahaman Tata Ruang, 

baik dari observasi lapangan maupun pendapat ahli, sementara 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 Bahwa masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil 

menengah tidak terlalu paham mengenai Tata Ruang, hanya 

sebagian kecil yang memahami dengan mengajukan izin-izin 

berkaitan dengan Tata Ruang seperti IMB, Izin Lokasi, SIUP 

untuk kepentingan kebutuhan pendanaan dan perbankan. 

 Perkembangan pemanfaatan ruang komersial bebas 

mengikuti pola jaringan jalan besar sampai merambah jalan 
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lokal, dan terjadi perkembangan komersial dengan pola efek 

mengalir (flow effect) dan efek menjalar (spread effect). 

 Perkembangan tata guna tanah perkotaan terjadi kebalikan 

dari teori yang ada, bahwa dalam teori yang dikemukakan 

Chapin (1985) perencanaan penataan guna tanah di 

perkotaan bagaikan permainan (as a Game) dimana investasi 

besar terbiasa bermain dengan penguasa dan menguasai 

penata gunaan tanah perkotaan tersebut, namun sebaliknya 

yang terjadi di Yogyakarta, investasi pelaku usaha kecil 

menengah yang lebih dulu menguasai ruang-ruang 

perkotaan.    

Lingkungan Politik Pemerintahan 

Kondisi politik pemerintahan Yogyakarta sering disebut 

sebagai Budaya Politik Pemerintahan Satriya yang sudah 

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 

mengatur tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang menganut filosofis ―HAMEMAYU HAYUNING 

BAWANA" mengandung makna atau arti yakni sebagai kewajiban 

melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia dan 

lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada hanya 

sekedar untuk memenuhi ambisi pribadi. Disamping itu adanya 

ajaran moral yakni sawiji, greget, sengguh ra mingkuh serta dengan 

semangat golong gilig. Adapun asal usul dari filosofis tersebut 

dalam konteks aparatur dapat dijabarkan menjadi tiga aspek, yakni  

 Pertama, Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning 

Manungsa yang mempunyai arti kelestarian dan 

keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia.  
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 Kedua, Darmaning Satriya maharani Rahayuning Nagara 

yang mempunyai arti pengabdian ksatria menyebabkan 

kesejahteraan dan ketentraman negara.  

 Ketiga, Rahayuning Manungsa Dumadi Karana 

Kamanungsane yang mempunyai arti kesejahteraan dan 

ketentraman manusia terjadi karena kemanusiaannya. 

 Sedangkan di Pemerintahan Kota Yogyakarta dikenal slogan 

SEGORO AMARTO (Semangat Gotong Royong Agawe Majune 

Ngayogyokarto) yaitu jiwa yang dibangun terdiri dari Kemandirian, 

Kedisiplinan, Kepedulian Sosial, Kebersamaan ―Mengedepankan 

Kata Kita daripada Aku‖ (BPd, 2015) 

Kawasan Pendukung Kegiatan Pariwisata 

Di kawasan pendukung pariwisata budaya politik 

pemerintahan cukup terasa, konsep Rahayuning Bawana Kapurba 

Waskithaning Manungsa yang mempunyai arti kelestarian dan 

keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia, terasa 

dalam kelestarian kampung-kampung turis. Selain itu, pada 

konsep Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane 

yang mempunyai arti kesejahteraan dan ketentraman manusia 

terjadi karena kemanusiannya, terejawentah ke dalam ketentraman 

susana wisata yang dirasakan oleh para wisatawan dan pelaku 

usaha serta masyarakat sekitar yang hidup damai, tenang, adem 

ayem, dan saling toleransi satu dengan yang lain. 

Kesesuaian dengan Pranata Pembangunan Kota 

Meskipun usaha kecil menengah tumbuh dan menjamur 

pada hampir sepanjang koridor jalan di Yogyakarta, namun 
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masih banyak yang belum memiliki izin atas usaha yang 

dijalankan. Kondisi ini mencerminkan adanya kelonggaran 

sistem perizinan pada pemerintah daerah setempat. Terlepas 

dari sengaja maupun tidak, kelonggaran ini dapat membuat 

semakin banyak pelaku usaha semakin bebas dalam memilih 

lokasi untuk digunakan sebagai tempat usaha.   

Kawasan Pendukung Kegiatan Pendidikan 

Pada kawasan pendukung kegiatan pendidikan apabila 

disandingkan dengan konsep SEGORO AMARTO bisa menjadi 

bagian dari budaya politik pemerintahan kota dan masyarakat 

Yogyakarta yaitu jiwa yang dibangun terdiri dari Kemandirian, 

Kedisiplinan, Kepedulian Sosial, Kebersamaan cukup sesuai 

dengan komunitas pelajar dan mahasiswa. Sampai para pelaku 

usaha juga akan menyesuaikan pelayanan konsumen yang terbesar 

adalah pelajar dan mahasiswa. Untuk sementara mereka adalah 

warga masyarakat Yogyakarta sehingga sudah selayaknya 

memahami konsep di atas. 

Kesesuaian dengan Pranata Pembangunan Kota 

Meskipun usaha menengah kecil tumbuh dan menjamur 

pada hampir sepanjang koridor jalan, namun masih banyak yang 

belum memiliki izin atas usaha yang dijalankan. Hal ini 

diungkapkan juga oleh akademisi dari Universitas Gajah Mada.  

“Kui meh podo kene pak, karena diberi kebebasan untuk 
berusaha dan aturan-aturan dampak e kurang diperhatikan.”(BB, 
30/05/2015).  
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Kebebasan Pilihan Budaya  

Kegiatan komersial yang dilakukan para pelaku usaha 

menengah kecil adalah bagian dari ―budaya‖. Sedang 

kebudayaan sendiri merupakan suatu sistem, antara lain sistem 

yang kelima dari tujuh sistem versi Koentjoroningrat yaitu sistem 

―mata pencaharian hidup‖, yang merupakan segala usaha 

manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan.  

Hak-hak ―budaya‖ yang mengacu pada tataran individual; 

yaitu hak-hak yang dipandang sebagai nilai yang paling 

mendasar dan fundamental dari manusia yang ―berbudaya‖, 

seperti: ―kebebasan‖ berfikir, berpendapat, berkumpul dan 

berserikat; hak persamaan di depan hukum dan peradilan, 

―bebas‖ dari penyiksaan, dan ―kebebasan untuk menentukan 

nasib sendiri‖. Dengan demikian kebebasan pelaku usaha yang 

pada saat memilih usaha dan lokasi bisa dikatakan ―kebebasan 

yang berbudaya‖ seperti halnya sopan santun, etika, toleransi 

dengan sekitar. 

Kawasan Pendukung Kegiatan Pariwisata 

 Dalam konteks kebebasan usaha dan lokasi, rupanya 

perilaku berbudaya dikawasan ini masih terlihat, terutama dalam 

pergaulan antara konsumen dalam hal ini wisatawan dengan 

pelaku usaha atau penyedia layanan yang terasa akrab secara 

social. Namun secara keseluruhan hubungan komunikasi sosial 

yang terjalin masih dalam batas budaya yang berlaku, artinya tata 

krama, etika, toleransi, masih dilakukan antara kedua belah pihak.  
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Sumber: Analisis Penulis, 2015 

GAMBAR 4.14 
ILUSTRASI DIAGRAM PROSES KEBEBASAN BERUSAHA  

PADA KAWASAN PENDUKUNG WISATA 

Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan 

bahwa tingginya semangat entrepreneurship pada masyarakat 

berdampak pada perkembangan kawasan komersial. Timbulnya 

jiwa entrepreneurship ini pada kawasan pendukung pariwisata 

tidak lepas dari sejarah perkembangan kawasan secara umum. 

Latar belakang sejarah inilah yang membentuk kepribadian 

masyarakat dalam memiliki semangat berwirausaha. 

Terdapat semangat pantang menyerah dari keturunan para 

prajurit di Kawasan Prawirotaman yang kemudian mengarah pada 

semangat berbisnis untuk dapat mendukung ekonomi keluarga. 

Berdasarkan penjelasan mengenai konfirmasi para ahli terkait 

perkembangan komersial di kawasan pendukung pariwisata, 

kesimpulannya adalah sebagai berikut: 
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1) Terkait penggunaan lahan yang digunakan sebagai lokasi 

usaha, untuk sistem waris dan Sultan Ground (SG) tidak 

lepas dari sejarah Keraton Yogyakarta. Beberapa tanah waris 

semula adalah milik keraton, yang kemudian diberikan 

kepada para prajurit atas pengabdiannya. Lahan tersebut 

digunakan secara turun temurun oleh keluarga para 

prajurit. Sedangkan untuk SG, kepemilikannya masih 

menjadi milik Keraton Yogyakarta. Namun, dapat digunakan 

oleh masyarakat yang sudah lama mendiami lahan tersebut, 

termasuk digunakan sebagai lokasi usaha.  

2) Pemilihan lokasi usaha yang dilakukan pelaku usaha 

dilatarbelakangi oleh motivasi yang berbeda, yang paling 

menonjol adalah motivasi karena adanya wisatawan dan 

penginapan. Sebagai kawasan pendukung pariwisata dengan 

ciri terdapat beragam jenis penginapan membuat wisatawan 

datang ke kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan misi 

pembangunan Kota Yogyakarta pada RPJMD 2012-2016. 

3) Untuk izin lokasi usaha yang masih banyak tidak dimiliki 

pelaku usaha dianggap sebagai dampak atas kelonggaran 

sistem perizinan pemda setempat. Adanya kebebasan untuk 

berusaha menyebabkan pelaku usaha kurang 

memperhatikan dampak-dampak yang terjadi akibat tidak 

adanya izin usaha. 

4) Konsumen yang berasal dari wisatawan dan masyarakat 

mencerminkan adanya pemerataan manfaat dari 

perkembangan kawasan komersial. Hal ini disebabkan 

karena produk usaha yang dilakukan masyarakat dapat 
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dikonsumsi oleh siapa saja, tidak hanya tertuju pada satu 

segmen konsumen. 

5) Adanya toleransi dalam perkembangan kawasan komersial 

sesuai dengan slogan yang dikeluarkan pemerintah Kota 

Yogyakarta, yaitu SEGORO AMARTO. Makna dari slogan ini 

adalah untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat 

dan lebih mengedepankan kata ―kita‖ daripada ―aku‖. 

Kawasan Pendukung Kegiatan Pendidikan 

Pada kawasan pendukung kegiatan pendidikan, perilaku 

berbudaya dalam konteks kebebasan usaha dan lokasi, rupanya 

masih terlihat, terutama dalam pergaulan antara konsumen dalam 

hal ini pelajar dan mahasiswa dengan pelaku usaha atau penyedia 

layanan yang terasa akrab secara sosial. Secara keseluruhan 

hubungan komunikasi sosial yang terjalin masih dalam batas 

budaya yang berlaku, artinya tata krama, etika, toleransi, masih 

dilakukan antara kedua belah pihak. 

Kesimpulan atas penjelasan mengenai konfirmasi ahli terkait 

perkembangan komersial di kawasan pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

1) Berkembangnya beragam jenis usaha di kawasan pendidikan 

disinyalir karena adanya kampus menjadi pusat 

pertumbuhan ekonomi. Kawasan kampus menjadi magnet 

tidak hanya bagi mahasiswa/ pendatang, namun juga bagi 

para pelaku usaha. Hal ini menyebabkan meluasnya 

pengaruh aktivitas kampus menjadi aktivitas komersial pada 

kawasan-kawasan di sekitar kampus.  
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2) Sistem sewa untuk lokasi usaha mencerminkan adanya 

kebebasan yang dimiliki pelaku usaha dalam mencari ruang. 

Hal ini didasari oleh semangat entrepreneurship yang besar. 

Sedangkan untuk sistem lahan yang dipinjamkan, yang 

biasanya dilakukan kepada orang terdekat pemilik lahan, 

termasuk sistem kelonggaran kontrak. Secara tidak 

langsung kondisi ini memperlihatkan adanya sikap toleransi 

antara pemilik lahan dan pelaku usaha yang menempati 

lokasi tersebut. 

3) Untuk izin lokasi usaha yang masih banyak tidak dimiliki 

pelaku usaha dianggap sebagai dampak atas kelonggaran 

sistem perizinan pemda setempat. Adanya kebebasan untuk 

berusaha menyebabkan pelaku usaha kurang 

memperhatikan dampak-dampak yang terjadi akibat tidak 

adanya izin usaha. 

4) Konsumen yang berasal dari mahasiswa dan masyarakat 

mencerminkan adanya pemerataan manfaat dari 

perkembangan kawasan komersial. Hal ini disebabkan 

karena produk usaha yang dilakukan masyarakat  dapat 

dikonsumsi oleh siapa saja, tidak hanya tertuju pada satu 

segmen konsumen. 

5) Adanya sikap toleransi antara pelaku usaha sesuai dengan 

slogan Kota Yogyakarta yaitu SEGORO AMARTO. Selain itu 

juga sesuai dengan Program Perencanaan Partisipasi dalam 

poin Kesetaraan Kewenangan yang terdapat pada RPJMD 

Kota Yogyakarta 2012-2016. Makna dari program ini adalah 

penyeimbangan distribusi kewenangan dan kekuasaan. Pada 
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perkembangan kawasan komersial juga terdapat usaha retail 

yang dimiliki pemodal besar, namun masyarakat tetap dapat 

merasakan manfaat dari aktivitas kampus yang ada di 

sekitarnya. Sehingga, dengan adanya program ini akan 

meminimalisir dampak dominasi penguasaan pasar bagi 

usaha kecil menengah. 
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5 

PEMAKNAAN PERKEMBANGAN USAHA 

KECIL MENENGAH  

DI PERKOTAAN YOGYAKARTA 

 

Pemaknaan Usaha Kecil Menengah  

dapun untuk mendapatkan landasan yang obyektif 

dalam mengkonstruksikan konsep teori, hasil penelitian 

lapangan secara empiris dari informan pelaku usaha 

kecil menengah, perlu dimaknai dengan pengetahuan atau teori-

teori yang sudah ada sebelumnya. Fenomena perkembangan di 

kawasan koridor jalan perkotaan Yogyakarta dapat menjadi temuan 

yang menarik untuk mendukung perkembangan teori 
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pembangunan kota. Selanjutnya temuan-temuan tersebut 

dikonstruksikan kedalam konsepsi teori yang berkaitan dengan 

cara berusaha secara ekonomi dan pilihan lokasi secara keruangan 

di perkotaan Yogyakarta.  

Pemaknaan Dinamika Pemanfaatan Ruang Privat yang 

Dilakukan Pelaku Usaha Kecil Menengah 

Perkembangan kegiatan komersial di sepanjang pinggir jalan-

jalan di perkotaan  pada umumnya dengan mudah dan cepat 

ditunjukan oleh berkembangnya usaha-usaha kecil menengah, 

seperti pemilik rumah tinggal pinggir jalan pun merubah menjadi 

tempat usaha yang dapat disebut sebagai site looking for use. Di 

lain pihak hadirnya usaha baru di mana pelaku usaha datang 

mencari lokasi untuk usaha yang dianggap strategis secara konsep 

umum dikatakan sebagai use looking for site (Schulte, 2002, dalam 

Peter, 2012). 

Lefebvre (1996) mengemukakan bahwa ruang yang sudah 

dimiliki seseorang cenderung akan menjadi hak propertinya, 

sehingga keinginan kegiatan investasi yang produktif akan 

dikembangkan pemilik ruang tersebut menjadi pilihan ekonomi 

bagi pemiliknya. Dapat dikatakan kegiatan usaha kecil menengah 

seringkali tidak peduli terhadap faktor-faktor eksternalitas yang 

mempengaruhinya, seperti tekanan informasi ataupun peraturan 

perundangan yang berlaku pada ruang-ruang usaha, sehingga 

terasa terjadi kebebasan pemanfaatan ruang private sebagai ruang 

usaha. Maka dari itu, makna empiris lapangan terhadap kegiatan 

usaha kecil menengah di ruang pribadi miliknya yang berkembang 

di sepanjang koridor jalan dikaitkan dengan pandangan positif dari 
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Lefebvre (1996), dapat dipahami bahwa: “pemanfaatan ruang secara 

produktif merupakan sikap mandiri dari masyarakat pelaku usaha 

terhadap kegiatan ekonominya, dalam skala perkotaan yang mereka 

lakukan terlihat bebas dan demokratis di masing-masing ruang 

pribadinya”.  

Pemaknaan Sebaran Pelaku Usaha Kecil Menengah di 

Koridor Jalan Kolektor terhadap Struktur Kota  

Hubungan antara bentuk perkotaan dan pertumbuhan 

kawasan komersial dapat dipahami dalam konteks evolusi 

perkotaan secara ekonomi. Sampai pada akhirnya, tata ruang kota 

harus mampu menyesuaikan perkembangan yang ada (Bappeko, 

Walikota Yogyakarta, 2015). Perkembangan Kota Yogyakarta secara 

fisik memperlihatkan pemerataan perkembangan atau bisa 

dikatakan sebagai kota yang sudah melewati masa transisi, dari 

struktur kota monocentric ke pola polycentric, yang  dianggap 

sebagai salah satu cara meredam diseconomies ekonomi di 

perkotaan (Sasaki dan Mun 1996; Fujita, Thisse, dan Zenou 

1997;Lee dan  Gordon, 2010).  

Memperhatikan perkembangan kota-kota di Indonesia pada 

umumnya, ditengarai ada hubungan sosial kapitalistik terhadap 

pembentukan struktur kota, terutama saat awal proses 

pembangunan kota. Di lain pihak pemerintah berharap 

mendapatkan manfaat sosial bagi proses pembangunan tersebut 

bagi masyarakat kota bahkan masyarakat luas. Hal ini dapat 

dikatakan sebagai restrukturisasi radikal antara hubungan sosial, 
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politik dan ekonomi, baik di perkotaan dan pengaruhnya terhadap 

daerah sekitarnya. Salah satu kunci sifat radikal ini, menurut 

Lefebvre (1996), adalah hak untuk melakukan reframes dalam 

pengambilan keputusan pembangunan kota, tujuannya bukan 

untuk membatasi demokrasi yang berkembang  dalam pengambilan 

keputusan di suatu negara. Namun ia membayangkan bahwa hal 

itu berlaku untuk setiap keputusan yang memberikan kontribusi 

produktivitas ruang kota.  

Masyarakat demokratis-liberalis memiliki suara yang 

dilembagakan dalam keputusan negara dan karena itu mereka 

memiliki kontrol langsung untuk dapat mempengaruhi atas setiap 

proses sosial yang dilakukan negara (dari berbagai sumber bacaan 

dikemas penulis, 2015). Salah satunya adalah keputusan terhadap 

kepemilikan tanah, bahwa tanah memiliki karakteristik khusus 

dibandingkan dengan barang ekonomi lainnya: pasokan lahan 

adalah tetap (dengan pengecualian reklamasi lahan). Namun di lain 

pihak tanah yang bersifat sosial tersebut pada akhirnya dipahami 

memiliki nilai ekonomi, budaya dan bahkan secara politik bisa 

sangat liberal, indikasi inilah yang mendorong sikap demokrasi 

masyarakat terhadap tanah untuk mencapai tujuan ekonomi 

masyarakat. 

Penggunaan tanah pada lokasi tertentu mempengaruhi nilai 

pemanfaatan sekitarnya (El-Barmelgy, et all, 2014). Pilihan lokasi 

properti ini, yang disebut eksternalitas penggunaan lahan, sehingga 

mendorong intervensi pemerintah untuk mengaturnya. 

Karakteristik khusus, eksternalitas, dan intervensi membuat 

analisis pasar tanah agak rumit (Koomen dan Buurman, 2002). 
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Sebagaimana pendapat Huff (1981) yang berusaha untuk 

memperoleh model gravitasi atas dasar prinsip-prinsip ekonomi 

maksimalisasi utilitas. Pilihan lokasi usaha ditafsirkan dengan 

mempertimbangkan pada besaran kekuatan ekonomi yang 

mendorong proses pilihan lokasi antara lain  biaya-biaya yang 

dikeluarkan seperti biaya transportasi, yang berdifusi kegiatan 

dalam ruang, dan akhirnya terbentuk apa yang namanya ekonomi 

aglomerasi (Alonso, 1964; Capello, 2011) 

Menggunakan teori mikro-ekonomi tentang perilaku 

konsumen, alokasi optimal asal pengguna (konsumen) untuk 

tujuan pemasaran (seperti toko) diperoleh dengan menggunakan 

dalil fungsi utilitas yang mencerminkan preferensi relatif pada 

individu konsumen dari tempat asal untuk atribut ke zona tujuan 

lokasi pemasaran/toko/kios (Briassoulis 1999). Pendekatan ini 

didasarkan pada deskripsi perilaku pilihan individu dan 

selanjutnya agregasi misalnya dengan tingkat segmen pasar. 

Kerangka maksimalisasi utilitas yang sama digunakan oleh Alonso 

(1964) untuk menggambarkan pasar tanah perkotaan. 

Pemanfaatan dari pasar tanah menginspirasi banyak kota 

(perkotaan) menggunakan model lahan tersebut (Mills, 1972; 

Fujita, 1997) dengan diterapkan monocentric kota, menyediakan 

pola penggunaan lahan concentric (Koomen dan Buurman, 2002). 

Kenyataan di lapangan, sering dijumpai pula pada ujung 

perempatan dijadikan sebagai tempat yang memiliki peran 

meningkatkan nilai ruang atau ―sense of place‖ dan menjadi 

penarik investasi untuk dibangun  sebagaimana kawasan pusat 
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kota (Ratcliffe, Stubbs dan Keeping, 2009). Makna empiris dan dari 

teori perkotaan pada umumnya terhadap sebaran keruangan lokasi 

usaha membentuk  struktur kota (PP no 15 Th 2010; Lee dan 

Gordon, 2010; data empiris lapangan 2014) bisa dikatakan sebagai 

berikut : 

“Terjadinya pola struktur kota, pada umumnya direncanakan 

melalui perencanaan tata ruang kota sehingga arahan pemanfaatan 

ruang terkendali, dan pengisian ruang kota tersebut hanya mampu 

dilakukan oleh pemodal besar atau investor yang datang dari kota-

kota yang lebih besar atau bahkan dari luar negeri, masyarakat 

mempunyai harapan pemanfaatan ruang kota tersebut mampu 

memenuhi secara sosial dan ekonominya”. 

Namun di perkotaan Yogyakarta ditemukan hal yang unik, 

masyarakat secara sosial, mandiri dan kebebasan yang berbudaya, 

membentuk ruang-ruang produktif di sepanjang koridor jalan 

bahkan mampu meningkatkan nilai ruang tersebut, yang akhirnya 

mampu memberikan kontribusi terhadap struktur ruang kota yang 

baru berupa pergeseran pola monocentric menuju ke pola 

polycentric dengan penyebaran kegiatan ekonomi produktif ke 

seluruh kawasan perkotaan dan sekitarnya (Ahlfeldt dan 

Wendland, 2010). 

Pemaknaan Usaha Kecil Menengah yang Berkaitan dengan 

Perkembangan Ekonomi Kerakyatan 

Perkembangan ekonomi kerakyatan pada dasarnya 

merupakan kegiatan ekonomi berbasis pada kekuatan ekonomi 

rakyat, dilakukan oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat 

(Mubyarto, 2002, 2014). Sejak masa lalu sudah berkembang 
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dikalangan rakyat, santri dan pendatang. Sebagaimana yang 

disampaikan Clifford Geertz (1983), bahwa keadaan sosio-ekonomi 

di Indonesia harus dilihat dari dua perspektif berbeda, yaitu 

masyarakat dengan ekonomi tradisional dan di satu sisi lain 

masyarakat dengan ekonomi berbentuk perusahaan.  

Di lain pihak dalam konteks pemerintah daerah, Roberts 

(1996) mengklaim bahwa partisipasi warga harus mencakup semua 

aspek perencanaan dan manajemen. Hal tersebut dapat terlaksana 

dengan cara pendekatan inklusif, ini sangat penting untuk 

meningkatkan hidup dan bekerja masyarakat miskin perkotaan. 

Menurut Roberts (1996) harus ada proses partisipatif skala penuh. 

Beberapa mekanisme untuk memastikan warga negara 

berpartisipasi, dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya, 

bisa jadi: forum, organisasi masyarakat, dunia usaha, organisasi 

sukarela dan perencanaan upaya bersama. Berdasarkan bahasan 

di atas, dapat ditarik keterkaitan antara empiris di lapangan yang 

terjadi, teori ekonomi, dan teori spasial, terlihat adanya celah di 

antara teori ekonomi perkotaan dengan teori spasial yang perlu 

dijelaskan lebih rinci.  

Terlebih secara spasial terbentuknya ruang kota yang 

dilakukan oleh masyarakat ternyata tidak selalu normatif. Namun, 

sering dijumpai euforia masyarakat untuk melakukan pilihan 

pemanfaatannya dan sangat tergantung pada pilihan ekonominya. 
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Sumber: Julien, 2007, diterjemahkan penulis 2015 

GAMBAR 5.1 

DAMPAK JARINGAN PADA KEUNTUNGAN DAN BIAYA DARI SEBUAH 

KESEMPATAN ATAU INOVASI, DAN DI PROPORSI PROAKTIF 

PERUSAHAAN DALAM WILAYAH PERTUMBUHAN 

 

Keuntungan-keuntungan yang akan didapat oleh pelaku 

usaha menengah kecil tergambarkan dari skema yang diberikan 

oleh Julien (2007), harapan untuk mendapatkan  maksimasi profit 

sudah terbayangkan akan jauh lebih menguntungkan dengan cara-

cara lompatan dan proaktif dibanding dengan proses ekonomi 

tradisonal pada umumnya. Di lain pihak pelaku usaha lokal yang 

sangat dinamis, sensitif sekali terhadap perkembangan dan 

perubahan ekonomi makro, hal ini terlihat pada skema berikut, 

yang menggambarkan proses kewirausahaan yang dilakukan 

masyarakat.  
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Sumber: Sumber: Julien, 2007, diterjemahkan penulis 2015 

GAMBAR 5.2 

FUNGSI KEWIRAUSAHAAN LOKAL 

Skema di atas memperlihatkan bahwa budaya kewirausaahan 

mampu menghasilkan Modal Sosial dan membangun jaringan antar 

para pelaku Usaha Kecil Menengah, dengan menggunakan cara 

promosi yang inovatif, pelaku usaha kecil menengah akan 

menjadikan kegiatan ekonomi lokal dinamis dan tangguh. 

Perkembangan selanjutnya dalam kewirausahaan dijelaskan oleh 

Julien (2007) pada skema berikut, bahwa pelaku usaha atau 

wirausahawan apabila membuat jejaring usaha akan mampu 

memupuk modal sosial dan mampu mengembangkan budaya 

kewirausahaan berkembang secara circular spinning out didukung 

oleh inovasi dan kondisi alam yang baik, serta dengan 

pembelajaran kolektif melalui jejaring, dan hasilnya kedepan 

mampu memberi kontribusi pada pembangunan ekonomi secara 

endogen. 
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Sumber: Sumber: Julien, 2007 

GAMBAR 5.3 

PENGETAHUAN AKUISISI DALAM KEWIRAUSAHAAN 

Di samping itu, usaha ekonomi mikro tradisional biasanya 

menuntut kemandirian pelakunya sebagai faktor penentu 

kemajuan usaha, selain itu juga mencirikan kesetiaan pada para 

konsumennya. Misalnya para penjual kelontong, pedagang kaki 

lima, pemilik Warung Tegal (warteg), para pengrajin, yang tetap 

bertahan pada skala usaha kecil dari remaja sampai tua (Geertz, 

1983). Di mana ekonomi rakyat sendiri  adalah sebagai kegiatan 

ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang 

dilakukan secara swadaya. Dinamika ekonomi masyarakat 

Yogyakarta, seperti yang dikatakan oleh Julien (2007) sebagai 

pengembangan budaya kewirausahaan secara circular spinning out 

yang berarti dinamis, berani berusaha dan mampu berkembang 

secara kreatif untuk bisa merespon perkembangan ekonomi dan 

sosial budaya yang sedemikian global dan dinamisnya.  
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Pemaknaan Usaha Kecil Menengah kaitan dengan Budaya 

Lokal dan Global 

―Tata krama‖ kehidupan perkotaan, ―tata krama‖ peraturan 

dan norma-norma yang berlaku dalam penataan kota, serta ―tata 

krama‖ individu sebagai ungkapan semangat kebutuhan kehidupan 

ekonomi masyarakat saling terkait satu dengan yang lain dalam 

kebersamaan dan terbungkus dalam Peraturan Daerah DIY No. 4 

Tahun 2011 tentang ―Tata Nilai Budaya Yogyakarta‖. Masing-

masing ―Tata Nilai‖ diterjemahkan kedalam ―Tata Krama‖ 

semestinya saling berpengaruh, namun dalam praktek di lapangan 

bisa terjadi tidak secara langsung saling  berpengaruh atau bahkan 

bisa saja terabaikan. 

Naungan tersebut diwujudkan dalam Perencanaan Kota yang 

ngayomi kegiatan masyarakat atau dapat dikatakan RTRW Kota 

Yogyakarta disusun adaptif pada ruang-ruang usaha/ komersial 

yang sudah ada dan selama ini sudah berlangsung dimanfaatkan 

masyarakat. Hal senada diungkapkan oleh Walikota/ asisten 

Pemerintah Kota Yogyakarta: 

 “..., sehingga di dalam konstruksi cara berpikir tata ruang 
kita menerapkan azas yang namanya dominasi fungsi pak. 
Dominasi fungsi itu artinya, ya benar kalau kita melihat dari 
rencana tata ruang wilayah yang sifatnya masih makro itu 
yang skalatisnya masih.. masih.. ya gitu.. Kita melihat, wilayah 
ini, ini sebagai permukiman, kan gitu pak. Tetapi di dalamnya 
ada unsur-unsur yang memberi kesempatan pada fungsi lain, 
tapi kemudian kita mengatakan, “Itu daerah permukiman” 
sekarang mau apa, dominasi fungsinya permukiman, tapi 
kemudian ada aspek lain yang harus kita akomodir dalam 



166 

 

proporsi yang bisa menjadi bagian yang secara teknokratik kita 
pahami, gitu pak. Jadi konsepsinya itu pak. Jadi yang ketiga 
itu bahwa di dalam konsep tata ruang kita ini mengenal azas 
dominasi fungsi, bahwa pada sebuah tapak tata ruang ada 
fungsi dominan tetapi tidak boleh meniadakan fungsi 
pendukung.” (WK/As, 29/05/2015) 

 

Sumber: Analisis Peneliti, 2015 

GAMBAR 5.4 

DIAGRAM KETERKAITAN TATA NILAI KEHIDUPAN PERKOTAAN 

 Kehidupan ekonomi masyarakat Yogyakarta terlihat sangat 

dinamis hampir merata di semua ruang kota Yogyakarta dan 

bahkan berpengaruh pada kawasan aglomerasi perkotaan yang 

berbatasan dengan Kota Yogyakarta, terutama yang berada didalam 

ringroad/ arteri. Kegiatan-kegiatan kewirausahaan masyarakat 

Yogyakarta dirasa memiliki ―energi‖ yang luar biasa, yang timbul 
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secara internal, yang membuat masyarakat tidak pernah berputus 

asa dalam mendorong timbulnya kegiatan ekonomi ―kreatif‖ skala 

kecil menengah.  

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

dinamika usaha ritel berkaitan dengan perkembangan ekonomi 

kerakyatan di Yogyakarta terlihat dari: 

 Adanya upaya kreatif dan membangun jaringan sosial dari 

para pelaku usaha menengah kecil, yang pada akhirnya 

menjadi kekuatan jiwa kewirausahaan masyarakat. Selain 

itu, adanya keberanian pengusaha-pengusaha kecil 

membuka usaha yang relatif baru. 

 Adanya ―tata krama/ etika‖ untuk mengikuti aturan 

pemerintah walau saat ini mereka belum paham, tapi akan 

tetap diikuti apabila mereka sudah memahaminya, hanya di 

sisi lain tata krama kehidupan ekonomi masyarakat terlihat 

tidak bisa menunggu tata krama pemerintah/ penataan kota 

seperti RTRW dan produk perencanaan yang lain. 

 Tata krama pemerintah diharapkan bisa memahami dan 

memberi naungan pada dinamika ekonomi masyarakat yang 

diwujudkan dalam Perencanaan Kota yang ngayomi dan 

disusun adaptif pada ruang-ruang usaha/ komersial yang 

sudah dan sedang dimanfaatkan masyarakat.  

 Kondisi kehidupan ekonomi masyarakat Yogyakarta terlihat 

dinamis bahkan berpengaruh pada yuridis lain yang masuk 
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dalam kawasan aglomerasi perkotaan yang berbatasan 

dengan Kota Yogyakarta, terutama yang berada di dalam 

ringroad/ arteri. 

Kebebasan Pilihan Lokasi Usaha 

Kebebasan memilih lokasi usaha oleh para pengusaha ritel 

menengah kecil, dilakukan dalam rangka mendekati pasar 

konsumen dan menempati sepanjang koridor jalan yang mereka 

anggap strategis. Bila dikaitkan dengan teori lokasi dari Christaller, 

1933 (dalam Fujita, Krugman, Venables 1999). Model Christaller ini 

merupakan suatu sistem geometri, di mana angka tiga yang 

diterapkan secara arbiter memiliki peran yang sangat berarti dan 

model ini disebut sistem K = 3. Model Christaller menjelaskan 

model area perdagangan heksagonal dengan menggunakan 

jangkauan atau luas pasar dari setiap komoditi yang dinamakan 

range dan threshold. Rupanya hal ini kurang tepat bila dikaitkan 

dengan kondisi di kawasan komersial ritel di Yogyakarta yang 

cenderung tersebar di seluruh koridor jalan kota.  

Apabila dikaitkan dengan pendapat McGrone (dalam Adams 

dan Mulligan, 2003) tentang lokasi perdagangan atau pasar, 

barangkali agak mendekati kenyataan dilapangan. Bahwa teori 

lokasi dengan tujuan memaksimumkan keuntungan sulit 

diperkirakan dalam keadaan ketidakpastian yang tinggi, terlebih 

dalam kondisi yang dinamis. Ketidaksempurnaan pemahaman 

pasar dan ketidakpastian biaya serta ketidak pastian pendapatan 

kedepan pada setiap lokasi sulit dipredeksi. Dilain pihak biaya 

relokasi yang tinggi apabila akan memindahkan, preferensi 
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personal, dan pertimbangan lain membuat model maksimalisasi 

keuntungan lokasi sulit diperkirakan. Bahkan margin keuntungan 

yang tipis dan persaingan yang ketat; sumber daya keuangan dan 

penelitian dari perusahaan yang relatif sangat besar untuk ukuran 

toko individu; dan toko-toko sendiri relatif standar, dibangun di 

atas tanah yang disewa, dan mudah untuk dibongkar-pindahkan 

(Hoover, Giarratani, 1984). Apabila dikaitkan dengan pendapat 

Lösch mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh 

terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh 

dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena 

biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin 

mahal.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pilihan lokasi yang terjadi 

di koridor-koridor jalan di Yogyakarta, bisa dikatakan merupakan 

ekspresi ―kebebasan‖ individu masyarakat dalam memilih lokasi 

berusaha. Di mana pada umumnya tujuan mereka memaksimalkan 

profit walau dalam posisi ketidak pastian pasar. Kondisi lapangan 

memperlihatkan perubahan yang sangat cepat terhadap lokasi 

usaha dan jenis usahanya, sehingga biaya resiko pemindahan dan 

resiko investasi lokasi sering diabaikan. 

Temuan Lapangan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terhadap 154 informan 

pelaku usaha menengah kecil di enam koridor jalan, ditemukenali 

adanya kebebasan dalam memilih usaha secara ekonomi, dan  
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selanjutnya makna kebebasan tersebut dikatakan sebagai konsep 

“kebebasan pilihan usaha”, yaitu pelaku usaha mencari ide usaha 

yang dianggap potensial untuk berusaha pada suatu lokasi usaha, 

karakteristik ini terlihat di koridor jalan pada klaster usaha 

penunjang wisata. Di lain pihak informan yang berada koridor jalan 

pada klaster penunjang kegiatan pendidikan, ditemui  pengusaha 

sudah memiliki ide usaha atau pengusaha sudah memiliki usaha, 

kemudian pengusaha ini membutuhkan lokasi usaha, sehingga 

mereka bebas memilih lokasi usaha yang sesuai dengan angan dan 

kebutuhannya.  

Selanjutnya disebut sebagai konsep pilihan keruangan/ 

spasial atau “kebebasan pilihan lokasi”. Tahapan berikutnya, 

para pelaku usaha akan berbaur dengan konsumen dan 

masyarakat sekitar dalam konteks hubungan sosial maupaun 

hubungan ekonomi, hal ini dikatakan sebagai konsep “kebebasan 

sosial ekonomi”. 

Ketiga konsep kebebasan tersebut terbalut dalam konsep 

“budaya” yang secara tidak langsung mampu menahan perilaku 

terlalu bebas di Yogyakarta, sehingga terlihat persaingan pasar 

bebas yang terjadi tidak begitu terasa justru yang terjadi 

persaingan sehat saling toleransi. Namun di lain pihak sikap 

demikian justru menjadikan masyarakat pelaku usaha hampir 

tidak mempedulikan adanya peraturan rencana tata ruang kota 

atau pemahaman tata ruang,  juga adanya toleransi oleh pemangku 

kepentingan pemerintah daerah, kalau demikian maka hal tersebut 

dapat dikatakan sebagai ―Toleransi Tata Ruang”. Para pelaku 

usaha justru kebanyakan tidak memiliki izin atas usahanya dan 

izin mendirikan bangunan usahanya, mereka percaya pemerintah 
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kota maupun pihak keraton akan memberikan toleransi dan 

melindungi serta berpihak pada masyarakat.  

 

Sumber: Analisis Peneliti, 2015                         

GAMBAR 5.5  

DIAGRAM PROSES PENCARIAN PILIHAN JENIS USAHA 

(a) DIAGRAM PROSES PENCARIAN PILIHAN JENIS USAHA DI 

LOKASI PARIWISATA 

(b) DIAGRAM PROSES PENCARIAN PILIHAN JENIS USAHA DI 
KAWASAN PENDIDIKAN 

Proses Konstruksi Pencarian Teori 

Dari temuan konsep-konsep teori di atas dilakukan verifikasi 

berdasarkan pendapat para ahli dan dilakukan dialog teori 

sebagaimana pada bab sebelumnya, dan akhirnya dapat 

dirumuskan elemen teori diatas disandingkan dengan elemen 

pendukung teori yang dirumuskan dari verifikasi dengan para ahli 

dan selanjutnya disebut sebagai konsep utama yaitu konsep “tata 

krama” atau sikap perilaku, tepo seliro (toleransi), adat kebiasaan, 

sopan santun. Berdasarkan norma budaya, yang merupakan 
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dinamika kebebasan berusaha berdasar ―teori kebudayaan” (HBW 

X, 2015). Sedang “tata krama” sangat berkaitan erat dengan 

“etika”, yang meliputi nilai dan moral yang jadi pegangan bagi 

seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya 

atau ilmu yang mempelajari baik dan buruk seperti akal moralitas 

manusia (Bartens, K, 1994). 

Adapun proses konstruksi teori sebagai berikut : 

Elemen teori yang terbentuk sebagaimana di atas antara lain 

kebebasan pilihan usaha, kebebasan pilihan lokasi, kebebasan 

sosial ekonomi yang secara keseluruhan terbungkus dalam konsep 

budaya, serta toleransi tata ruang  Untuk menuju konsep teori, 

temuan elemen teori memerlukan proses konstruktif yang dikaitkan 

dengan temuan lapangan dan kajian teori yang sepadan dengan 

kasus penelitian. 

 

Sumber: Analisis Peneliti, 2015                         

GAMBAR 5.6 

SKEMA PROSES TEMUAN TEORI 
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Proses Temuan Teori 

Dinamika ekonomi masyarakat diperlihatkan oleh 

menonjolnya kekuatan kewirausahaan masyarakat, yang dirasa 

memiliki ―energi‖ yang luar biasa dan tidak ditemukan di kawasan 

penelitian, masyarakat yang berputus asa dalam berusaha dan 

menghadapi kesulitan ekonomi sebaliknya dinamika usaha 

tersebut mendorong timbulnya kegiatan ekonomi ―kreatif‖ skala 

kecil di masyarakat. 

 

Sumber: Analisis Peneliti, 2015 

GAMBAR 5.7 

DIAGRAM PEMAKNAAN TATA KRAMA  

KEHIDUPAN PERKOTAAN 

Di lain pihak “tata krama pilihan lokasi” yang dinilai 

strategis oleh pengusaha ternyata seringkali tanpa melihat 
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pemanfaatan ruang yang ada sesuai Perencanaan Kota, namun 

apabila diminta menyesuaikan Perencanaan Kota pada umumnya 

mereka bersedia namun tanpa mereka harus pindah lokasi. 

Kemudian “tata krama pilihan usaha” yang beragam dan sangat 

tergantung kemampuan usaha masing-masing juga dipengaruhi 

tren yang berlaku di Yogyakarta baik yang sesuai dengan 

permintaan masyarakat konsumen maupun usaha-usaha yang 

bersifat kelokalan.  

Hal ini berkembang bersama dengan tidak saling bersaing 

namun berdampingan usaha-usaha yang sejenis maupun berbeda 

jenisnya. Dari penelitian ini, ditemukan aspek kelokalan yang lain 

yaitu “tata krama sosial ekonomi masyarakat” yang terlihat dari 

dinamis dan semangat usaha masyarakat yang masih mengikuti 

budaya toleransi terhadap sesama pengusaha dan tidak saling 

bersaing sebagaimana tata cara ekonomi modern sekarang yang 

menganut asas pasar bebas.  

Pengusaha menengah kecil ditemukan pendapat bahwa 

hampir semua pengusaha menengah kecil memilih lokasi usaha 

tidak mengetahui peraturan tata ruang yang berlaku dan bahkan 

tidak menggunakan perizinan yang berlaku terutama yang ruang 

usahanya bukan milik sendiri tapi menyewa tempat untuk usaha 

dan berpindah-pindah apabila sewanya habis atau usaha tidak 

menguntungkan, hal tersebut ditengarai sebagai “tata krama 

politik pemerintahan” yang memberikan kelonggaran bagi para 

pengusaha sebelum usahanya berhasil sukses. 
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Sumber: Analisis Peneliti, 2015 

GAMBAR 5.8 

DIAGRAM PEMAKNAAN KAJIAN TEORI YANG ADA 

 

Hasil dari usaha tersebut akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan dan meningkatkan ekonomi keluarga tanpa harus 

mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Sebagaimana 

disebutkan dalam konsep teori pada analisis dinamika ekonomi 

masyarakat Yogyakarta diibaratkan sebagai ―tata krama‖ 

perpaduan ekonomi masyarakat tradisional dan modern yang 
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terlihat nyata pada kegiatan usaha kecil – menengah, terutama 

dalam penguasaan ruang usaha yang sedemikan dinamis 

yangseolah berpacu antara “tata krama budaya” kehidupan 

perkotaan, “tata krama penataan ruang” peraturan dan norma-

norma yang berlaku dalam penataan kota serta kepentingan 

individu masyarakat sebagai ungkapan semangat kebutuhan 

kehidupan ekonomi masyarakat.  

Dinamika ekonomi masyarakat Yogyakarta tersebut juga 

diperlihatkan dengan adanya upaya kreatif  dari para usahawan 

kecil menengah yang pada akhirnya menjadi kekuatan jiwa 

kewirausahaan masyarakat. Temuan elemen teori di bawah 

meliputi: 

1. “tata krama pilihan usaha” 

2. “tata krama pilihan lokasi” 

3. “tata krama sosial ekonomi masyarakat” 

4. “tata krama politik Pemerintahan” 

5. “tata krama budaya” 

6. “tata krama penataan ruang” 

 
Elemen tersebut diatas merupakan wujud “Tata Krama Kebebasan 

dalam Dinamika Kekuatan Pengusaha Kecil Menengah di 

Perkotaan Yogyakarta” 
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Rumusan Temuan Konstruksi Teori 

Rumusan teori yang didapat merupakan bentuk kuadran yang 

merupakan teori yang dinamis bergerak sesuai kondisi 

perkembangan sosial, ekonomi dan politik serta sesuai dinamika 

yang terjadi di masyarakat. Adapun kuadran tersebut sebagai 

berikut : 

Sumber: Analisis Peneliti, 2015 

GAMBAR 5.9 

DIAGRAM SKEMA TEORI 

 

Teori di atas dikonstruksikan secara deduktif dengan proses 

kualitatif dan membentuk diagram kuadran yang terdiri dari : 

 Koordinat X mendatar  di sebelah kanan merupakan 

kegiatan liberalisme yang individualisme para pengusaha 

dalam memilih usaha dan lokasi, semakin ke kanan maka 

liberalisme dan individualisme semakin tinggi.  
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Sebaliknya di sisi koordinat X sebelah kiri  merupakan kegiatan 

perkotaan yang terkontrol  dan teratur serta berkelompok secara 

kolektif, komunitas. Semakin ke kiri maka kebebasan pilihan 

usaha dan lokasi usaha semakin terkendali dengan peraturan 

seperti halnya RTRW, RDTR, RTBL. 

Sedangkan koordinat Y tegak lurus  di sebelah atas 

memperlihatkan implikasi keruangan atau implikasi spasial dari  

pilihan-pilihan usaha dan lokasi usaha. Semakin ke atas semakin 

jelas dan tinggi implikasi keruangannya, juga semakin bebas 

memilih lokasi dan ruang. Pada ordinat Y yang disebelah bawah  

merupakan implikasi non spasial atau non keruangan. Semakin 

kebawah menjelaskan semakin jelas implikasi non spasialnya 

apabila pengusaha melakukan pilihan usaha dengan sempurna, 

artinya persoalan spasial bisa diatasi. 

Teori yang didapat : Kondisi Demokrasi Ruang Ekonomi yang 

Bertata Krama terwujud manakala kondisi masyarakat, terutama 

sifat individualistik yang melakukan investasi secara liberalistik 

terjaga keseimbangan dengan adanya kendali Budaya dengan 

posisi Keraton sebagai Panutan Pemerintah Daerah dan 

masyarakat sehingga terbentuk Kontrol Kolektif Komunitas. 

Kuadran 1 memperlihatkan kebebasan pilihan lokasi dan pilihan 

usaha secara maksimal dan membutuhkan investasi besar dan 

tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha menengah kecil yang 

sekarang jadi obyek penelitian, namun apabila di kemudian hari 

para pengusaha tersebut berkembang maksimal maka niscaya 

kuadran 1 akan bisa dicapai oleh pengusaha kecil menengah 

tersebut. 
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Kuadran 2 memperlihatkan kebebasan pilihan lokasi dan pilihan 

usaha secara maksimal dan membutuhkan investasi sedang dan 

tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha kecil menengah yang 

sekarang jadi obyek penelitian, namun apabila di kemudian hari 

para pengusaha tersebut berkembang maksimal maka niscaya 

kuadran 1 akan bisa dicapai oleh pengusaha menengah kecil 

tersebut. 

Kuadran 3 memperlihatkan kebebasan pilihan lokasi dan pilihan 

usaha yang terbatas oleh aturan dan control,  dan membutuhkan 

investasi sedang dan tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha 

kecil menengah yang sekarang jadi obyek penelitian, namun 

apabila di kemudian hari para pengusaha tersebut berkembang 

maksimal maka niscaya kuadran 1 akan bisa dicapai oleh 

pengusaha kecil menengah tersebut. 

Kuadran 4 memperlihatkan kebebasan pilihan lokasi dan pilihan 

usaha secara maksimal dalam kontrol dan kendali peraturan, 

membutuhkan investasi kecil karena lahan, ruang dan lokasi yang 

ada adalah milik sendiri atau sewa. 

Selanjutnya Teori diatas akan bergerak dinamis sebagaimana 

dinamika yang terjadi di masyarakat yang akan dipengaruhi sistem 

Politik, dinamika Sosial dan Dinamika Ekonomi  walaupun dengan 

kendali Budaya, namun akan bergeser sebagaimana bergesernya 

keseimbangan Individualistik Liberalistik yang semakin tinggi, 

maka Pilihan Lokasi atau Pilihan Ruang semakin Liberal sedang 

peluang Pilihan Usaha akan semakin menyempit atau berkurang 

akibat Kondisi Demokrasi Ruang Ekonomi tidak terkontrol 
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dengan baik meskipun Kendali Budaya tetap ada, namun akan 

terkalahkan oleh Kekuatan Investasi Besar yang semakin Liberal, 

sebagaimana digambarkan pada diagram kuadran berikut : 

 

Sumber: Analisis Peneliti, 2015 

GAMBAR 5.10 

DIAGRAM SKEMA TEORI II 
 

Secara keseluruhan diagram temuan teori diatas bisa dilihat dalam 

kehidupan sehari-hari para pengusaha kecil menengah di 

perkotaan Yogyakarta terwujud Demokrasi Ruang Ekonominya 

apabila pada saat mereka melakukan ―pilihan usaha dengan tata 

krama‖, juga pada saat melakukan “pilihan lokasi dengan tata 

krama”, terlebih pada saat “kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat dengan tata krama”. Selain itu, para pengampu 

kebijakan juga menggunakan “tata krama politik Pemerintahan” 

dengan dilandasi “tata krama budaya lokal tradisonal” dalam 

segala keputusannya dan hasilnya adalah ―penataan ruang yang 

ber-tata krama”. 
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6 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI   

 
Kesimpulan   

Berdasarkan tahapan pengambilan data dan analisis yang sudah 

dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

Hasil observasi lapangan terhadap enam klaster, tiga klaster 

merupakan kawasan pendukung budaya dan pariwisata dan tiga 

klaster kawasan pendukung kegiatan pendidikan, memperlihatkan 

hampir semua koridor jalan merupakan kawasan komersial dan 

didominasi pelaku usaha kecil menengah, baik yang tempat 

usahanya sewa, kontrak, atau milik sendiri, dan terlihat kegiatan 

usaha tersebut demikian dinamis, suatu saat bisa berubah-ubah, 
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baik penyewa maupun jenis usahanya, tanpa mempertimbangan 

peraturan penataan ruang, artinya para pelaku cukup bebas 

merubah jenis usaha maupun bebas memberikan kepada siapa 

saja yang menyewa.  

Hasil wawancara terhadap informan yang secara purposive pada 

pelaku usaha kecil menengah yang jumlahnya berbeda-beda pada 

tiap klaster dan koridor jalan, memberi gambaran : 

Pada klaster pendukung budaya dan pariwisata, para pelaku usaha 

cenderung ―bebas‖ melakukan pilihan kegiatan usaha. Namun jenis 

usaha cenderung yang berkaitan dan mendukung kegiatan budaya 

dan wisata. Walaupun berganti dan berubah kegiatan usaha 

tersebut, masih bertujuan untuk menunjang kegiatan budaya dan 

wisata.  

Pada klaster pendukung kegiatan pendidikan, para pelaku usaha 

cenderung memilih lokasi usaha dan jenis usahanya sudah 

terpikirkan lebih dahulu jenis usaha yang sesuai. Usaha tersebut 

bertujuan untuk menunjang kegiatan mahasiswa dan pendidikan, 

serta menunjang kegiatan remaja pada umumnya. 

Bagi pelaku usaha yang memiliki lahan sendiri atau dipinjami 

lahan, pada umumnya memanfaatkan usaha dengan jenis usaha 

tergantung kemauan dan kemampuan mereka. Pilihan usaha 

tersebut berdasar pertimbangan pasar terdekat dengan lokasi 

lahan tersebut atau bisa dikatakan ―site looking for use”.  

 

Sedang bagi yang mendapatkan tempat usaha dengan membeli 

atau menyewa pada umumnya pelaku usaha sudah mempunyai 

tujuan usaha atau sudah memiliki konsep berusaha. Maka bisa 
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dikatakan sebagai ―use looking for site”, atau kebebasan memilih 

usaha dan kebebasan memilih lokasi usaha. 

Aspek pasar dan konsumen :  

Kawasan Usaha Kecil Menengah berkembang berdasar adanya 

kebutuhan pasar. Untuk kawasan pendukung kegiatan wisata 

kebutuhan pasar yang dominan adalah kebutuhan wisatawan. 

Sedangkan untuk kawasan pendukung kegiatan pendidikan 

kebutuhan pasar yang dominan pelajar dan mahasiswa. 

Perilaku konsumen dominan dapat mempengaruhi pilihan ragam 

jenis usaha walaupaun masih ada toleransi pada ragam jenis usaha 

yang lain. Maka dari itu kompetisi masih cukup baik, selain itu 

juga berkembang mendekati lokasi yang ramai dan memiliki daya 

tarik kawasan yang membuat banyak orang datang. 

Aspek penataan ruang, pemanfaatan ruang dan tata guna tanah 

ditemukan beberapa hal yang menarik dan di luar perkiraan 

normatif pada umumnya: 

Masyarakat (khususnya pelaku usaha kecil menengah) tidak terlalu 

paham mengenai Tata Ruang, sebagian yang lain tidak 

memperhatikan Tata Ruang, hanya sebagian kecil yang memahami 

dengan mengajukan izin-izin berkaitan dengan Tata Ruang seperti 

IMB, Izin Lokasi, SIUP dikarenakan ada kepentingan perbankan 

dan pendanaan. 

Perkembangan pemanfaatan ruang komersial sedemikian bebas 

mengikuti pola jaringan jalan kolektor primer dan sekunder sampai 

merambah jalan-jalan lokal, dan terjadi perkembangan komersial 
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dengan pola efek mengalir (flow effect) dan efek menjalar (spread 

effect). 

Perkembangan tata guna tanah terjadi kebalikan dari teori yang 

ada, bahwa dalam teori yang dikemukakan Chapin (1985) 

perencanaan penataan guna tanah di perkotaan bagaikan 

permainan (as a Game) dimana investasi besar terbiasa bermain 

dengan penguasa di pemerintahan sehingga bisa menguasai tata 

guna tanah perkotaan tersebut. Sebaliknya di Yogyakarta justru 

investasi pelaku usaha kecil menengah yang menguasai ruang-

ruang perkotaan dan mempengaruhi kebijakan.  

Penentu kebijakan akhirnya menggunakan kebijakan penataan 

ruang dengan azas dominasi pemanfaatan ruang yang sudah 

berjalan/ eksisting. 

Aspek politik pemerintahan di Daerah Istemewa Yogyakarta 

memiliki kosep filosofis budaya ―HAMEMAYU HAYUNING BAWANA‖ 

yang mengedepankan makna atau arti kewajiban melindungi, 

memelihara serta membina keselamatan dunia dan lebih 

mementingkan berkarya untuk ―masyarakat‖ daripada hanya 

sekedar untuk memenuhi ambisi pribadi. Selain itu aspek politik 

pemerintahan juga menanamkan konsep berkarya antara aparatur 

dengan masyarakatnya :  

Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa yang 

mempunyai arti kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh 

kebijaksanaan manusia.  

Darmaning Satriya maharani Rahayuning Nagara yang mempunyai 

arti pengabdian ksatria menyebabkan kesejahteraan dan 

ketentraman negara.  
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Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane yang 

mempunyai arti kesejahteraan dan ketentraman manusia terjadi 

karena kemanusiannya. 

Pada Pemerintah Kota juga terdapat konsep SEGORO AMARTO 

(Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto) yang 

dibangun dengan Kemandirian, Kedisiplinan, Kepedulian Sosial, 

Kebersamaan “Mengedepan-kan Kata Kita daripada Aku‖ 

Dinamika ekonomi masyarakat Yogyakarta tersebut juga 

diperlihatkan dengan adanya upaya kreatif dari para usahawan 

kecil menengah yang pada akhirnya menjadi kekuatan jiwa 

kewirausahaan masyarakat. Berdasarkan temuan elemen teori 

diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :  

―tata krama pilihan usaha‖ 

―tata krama pilihan lokasi‖  

―tata krama sosial ekonomi masyarakat‖ 

―tata krama politik pemerintahan‖  

―tata krama penataan ruang‖ 

―tata krama budaya‖ 

Konsep tersebut di atas berurutan sesuai dengan proses seseorang 

melakukakan usaha dan merupakan hasil konstruksi konsep teori 

yang berlaku di Yogyakarta, merupakan wujud kebebasan 

masyarakat pelaku usaha ke dalam “Tata Krama Kebebasan dan 

Dinamika Kekuatan Pelaku Usaha Kecil Menengah di perkotaan 

Yogyakarta” 

Teori yang didapat : Demokrasi Ruang Ekonomi yang Bertata 

Krama terwujud manakala kondisi masyarakat dan pengusaha, 
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terutama sifat individualistik yang melakukan investasi secara 

liberalistik, terjaga keseimbangan-nya, dengan adanya kendali 

Budaya Tata Krama, dan dengan posisi Keraton sebagai Panutan 

Pemerintah Daerah, masyarakat dan pengusaha, sehingga 

terbentuk Kontrol Kolektif Komunitas.  

Selanjutnya implementasi Teori tersebut : ―Ruang Demokrasi 

Ekonomi yang ber-Tata Krama dalam ruang Perkotaan 

Yogyakarta” akan bergerak dinamis sebagaimana dinamika yang 

terjadi di masyarakat dan pengusaha kecil menengah, dipengaruhi 

dinamika sistem Politik, dinamika Sosial dan Dinamika Ekonomi, 

walaupun dengan kendali Budaya, namun tetap akan bergeser 

sebagaimana bergesernya keseimbangan Individualistik Liberalistik 

yang semakin tinggi, maka Pilihan Lokasi atau Pilihan Ruang 

semakin Liberal sedang peluang Pilihan Usaha akan semakin 

menyempit atau berkurang akibat Kondisi Demokrasi Ruang 

Ekonomi tidak terkontrol dengan baik meskipun Kendali Budaya 

Tata Krama tetap ada, namun akan terkalahkan oleh Kekuatan 

Investasi Besar yang semakin Liberal, sebagaimana yang terjadi di 

kota-kota lain di Indonesia.  

Rekomendasi   

Berdasarkan temuan konsep teori di atas, selanjutnya dirumuskan 

teori yang dapat mengisi celah teori Perencanaan dan Manajemen 

Pembangunan Kota dengan Teori Ekonomi Perkotaan, dan teori 

tersebut sebagai “Ruang Demokrasi Ekonomi terwujud apabila 

terjadi keseimbangan antara individualistik - liberalistik atau 

apabila kebebasan pilihan usaha dan kebebasan pilihan lokasi 

Usaha Kecil Menengah dalam ruang perkotaan Yogyakarta, 
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terkendali secara budaya tata krama”. Teori di atas bisa 

digunakan untuk melihat sedemikian rupa dinamika usaha 

masyarakat Yogyakarta terutama usaha kecil menengah dalam 

mencari alternatif usaha; implikasi yang timbul, banyak usaha 

kecil menengah yang kreatif dan dinamis dalam mencari lokasi 

usaha.  

Menurut peneliti masih terkontrol dalam lingkup perencanaan 

kota, bahkan memberikan inspirasi luas bagi perencanaan kota 

bahwa keputusan perencana dalam merencanakan suatu kota 

sebaiknya mengambil pertimbangan dinamika masyarakat sebagai 

dasar masukan keputusan perencanaan kota. Adapun untuk 

selanjutnya beberapa hal yang didapat dari hasil penelitian 

diharapkan mampu di implementasikan ke depan di perkotaan 

Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Apabila pengusaha kecil menengah melakukan kebebasan memilih 

lokasi dan usaha dengan keterbatasan etika (tata krama), 

diharapkan bisa memberi masukan dan pertimbangan dalam 

perencanaan Kota Yogyakarta khususnya alokasi land use yang 

sesuai harapan masyarakat dan dapat memperlihatkan pola 

partisipasi ruang oleh masyarakat. 

Bila perencanaan tata ruang kaku dan land use sudah ditentukan 

lebih dulu sedang kawasan komersial terbatas pada kawasan-

kawasan pusat kota saja tanpa melihat kepentingan ekonomi 

masyarakat secara luas, maka dikhawatirkan masyarakat 

pengusaha kecil menengah akan terpinggirkan, padahal konsumen 
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terbesar adalah mahasiswa dan wisatawan yang berada di 

perkotaan, hal tersebut dapat menjadikan masukan pada 

Perencanaan Tata Ruang Perkotaan Yogyakarta yang seharusnya 

tidak dibatasi wilayah administrasi kota dan kabupaten saja. 

Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan (Pemkot 

Yogyakarta dan Pemprov DIY) perkembangan kegiatan komersial 

atau usaha kecil menengah yang dilakukan masyarakat justru 

memberikan pertimbangan utama dalam perencanaan kota yang 

partisipatif. 

Teori Demokrasi Ruang dan Ekonomi, merujuk pada dinamika 

perkembangan masyarakat dalam segala hal, terutama pada 

dinamika berusaha secara ekonomi, yang tidak bisa dibendung 

oleh peraturan apapun terkecuali peraturan yang dibuat 

mengarahkan dinamika masyarakat tersebut. 

Sejarah berkembangnya ―demokrasi‖, justru berawal dari ―ruang‖ 

yaitu “Oikos” “Agora” dan “Ecclesia” yang merupakan tempat atau 

ruang berkembangnya demokrasi di Athena, di mana orang 

melaksanakan demokrasi tanpa memiliki dan melalui perwakilan. 

Adapun dengan melihat ruang fisik di atas pada dasarnya 

demokrasi berlangsung dan terwujud di ruang atau spasial, 

sehingga dalam hal ini teori Transformasi Demokrasi Spasial 

Ekonomi pantas dan layak untuk dipakai sebagai salah satu teori 

yang mengisi celah antara teori ekonomi, teori penataan kota, teori 

sosial-budaya, teori lokasi.  

Teori Demokrasi Ruang Ekonomi, dikonstruksikan secara natural 

dilapangan dan bersifat lokal, diawali dengan  melihat fenomena 

yang berkembang di perkotaan Yogyakarta, informasi pelaku usaha 

dan dikonfirmasikan kepada tokoh dan ahli, serta dikonfirmasi 
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pula dengan teori yang sudah ada sebelumnya dan belum ada 

secara eksplisit menjelaskan persoalan kebebasan pilihan usaha-

ekonomi secara spasial yang dilakukan masyarakat.  

 

Teori Demokrasi Ruang Ekonomi, pihak yang berkepentingan 

dengan perencanaan dan pembangunan kota di Yogyakarta bisa 

menjelaskan bahwa kebebasan pilihan usaha dan kebebasan 

pilihan lokasi usaha terbukti dilakukan masyarakat lebih awal 

sebelum ada perencanaan kota, atau apabila sudah ada 

perencanaan kota. Para pengusaha kecil menengah tetap 

melakukan kebebasan ekonomi spasial tersebut tanpa melihat 

perencanaan kota yang berlaku. Oleh karena itu perencanaan kota 

berfungsi memayungi perkembangan dinamika pilihan usaha dan 

pilihan lokasi usaha tersebut. 

Teori Demokrasi Ruang Ekonomi ini akan layak digunakan untuk 

menjelaskan kasus yang sama di kota lain selain Yogyakarta, dan 

dapat pula menggunakan teori Demokrasi Ruang Ekonomi ini 

untuk pertimbangan perencanaan kota secara spesifik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan teori di atas, masih perlu 

penelitian lebih lanjut apabila teori Transformasi Demokrasi Spasial 

Ekonomi ini akan diterapkan bagi kebijakan dalam Perencanaan 

Wilayah dan Kota pada umumnya, namun setidaknya teori ini bisa 

mengisi kekosongan penjelasan hubungan antara Teori Ekonomi 

pada Teori Perencanaan Kota. 

Dalam implementasi kemasa depan teori ini bisa merujuk pada 

kasus yang besar kemungkinannya akan terjadi seperti dalam 
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penelitian di atas. Hal yang perlu diperhatikan adalah keputusan 

penataan ruang terutama pemanfaatan ruang usaha atau kasus 

perubahan ruang bermukim ke pemanfaatan ruang usaha, 

dilakukan dengan etika (tata krama) yang berlaku. Pada saat 

mereka melakukan  ―pilihan usaha dengan kebijakan yang ber tata 

krama‖, juga pada saat melakukan “pilihan lokasi supaya ber-

tata krama”, terlebih pada saat “kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat dengan tata krama”. Selain itu, juga para pengampu 

kebijakan juga diarahkan menggunakan “tata krama politik 

Pemerintahan” dengan dilandasi “tata krama budaya lokal 

tradisonal” dalam segala keputusannya dan supaya hasilnya 

merupakan ―penataan ruang yang bertata krama” 
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GLOSSARY :     

 

Aglomerasi  :Gabungan, kumpulan dua atau lebih pusat 

kegiatan, tempat pengelompokan berbagai 

macam kegiatan dalam satu lokasi atau 

kawasan tertentu, dapat berupa kawasan 

industri, permukiman, perdagangan, dan lain-

lain (yang dapat saja tumbuh melewati batas 

administrasi kawasan masing-masing, 

sehingga membentuk wilayah baru yang tidak 

terencana secara sempurna). 

Agora :Ruang yang digunakan untuk pasar, di mana 

terjadi transaksi komersial antara pihak privat  

dan kepentingan publik. 

Asosiasi Usaha :Stakeholders (lihat Stakeholders) dalam 

kebijakan usaha Kecil dan menengah yang 

dibentuk berdasarkan suatu topik atau fungsi 

spesifik, seperti asosiasi pengusaha, asosiasi 

wirausaha perempuan atau asosiasi 

wirausaha muda.(Makalah " Partisipasi Stakeholders : 

Teori dan Prakteknya diIndonesia " , pada Lokakarya partisipais 

masyarakat dalam perumusan kebijkan public, Depdagri 2012).  

Asosiasi Usaha :Stakeholders (lihat Stakeholders) dalam 

kebijakan usaha kecil dan menengah yang 

cenderung lebih berorientasi pada isu 

nasional, meskipun mereka memiliki basis 

regional yang kuat dalam kelompok industri 

tertentu. Memformulasikan suatu agenda lobi, 

Berdasakan 
Topik 
Tertentu 

Berdasakan 
Sektor 
Tertentu 
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mengakumulasikan keahlian khusus dan 

membangun pelayanan spesifik begi 

anggotanya jauh lebih mudah bagi suatu 

asosiasi sektor tunggal. (Makalah "Partisipasi 

Stakeholders : Teori dan Prakteknya di Indonesia", pada 

Lokakarya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijkan 

publik, Depdagri 2012). 

Asosiasi Usaha :Stakeholders (lihat Stakeholders) dalam 

kebijakan usaha kecil dan menengah yang 

lebih memfokuskan diri pada pembangunan 

lokal dan isu kebijakan, meskipun mereka 

memiliki struktur atas pada tingkat regional 

dan nasional. Koperasi merupakan salah satu 

contoh dari Asosiasi Usaha Lokal. (Makalah 

"Partisipasi Stakeholders : Teori dan Prakteknya di Indonesia" , 

pada Lokakarya partisipasi masyarakat dalam perumusan 

kebijkan publik, Depdagri 2012). 

CBD (Central :Kawasan Pusat Kota dan Bisnis 

 

Cluster :Klaster/ kelompok 

Daerah  :Ruang yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur yang terkait padanya 

yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek fungsional 

Darmaning Satriya :Pengabdian ksatria menyebabkan 

kesejahteraan dan ketentraman negara. 

 

Lokal 

Bussines District) 

maharani 
Rahayuning  

Nagara 
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Demokrasi Spasial :Pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh 

penduduk, rakyat atau masyarakat secara 

mandiri, bebas namun tetap dilakukan 

berdasar aturan ruang yang sudah ada 

sebelumnya. 

Demokrasi Liberal  :Bentuk rezim politik konkrit yang sesuai dan 

paling dekat dengan prinsip-prinsip 

humanisme, karena mengadopsi ide-ide 

otonomi kolektif (kedaulatan rakyat), otonomi 

individual (kebebasan dari individual), dan 

universalitas (kesetaraan hak bagi semua 

warga negara) 

DTW :Destinasi Tujuan Wisata 

Ekklesia :Ruang spasial untuk kegiatan politik yang 

dilakukan secara formal, di mana warga 

berkumpul untuk membuat keputusan politik 

kolektif yang mengikat. 

Ekonomi :Kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh 

rakyat dan mereka melakukan demi untuk 

mencapai kesejahteraan diri mereka selaku 

anggota masyarakat 

Entrepreneur :Kegiatan yang melibatkan penciptaan, 

pemeliharaan/ perpanjangan sebuah usaha 

yang menguntungkan 

Euforia :Kebebasan  

Fasilitas / Sarana :Bangunan atau ruang terbuka; istilah umum 

dipakai untuk menunjuk kepada suatu unsur 

penting di aset pemerintah atau pemberian 

kerakyatan 
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jasa pelayanan pada umumnya; jaringan dan/ 

atau bangunan yang memberi pelayanan 

dengan fungsi tertentu kepada masyarakat 

maupun perorangan berupa kemudahan 

kehidupan mesyarakat; di perkotaan lebih 

rumit dan di luar kota lebih langka; misal : 

bangunan-bangunan kesehatan, peribadatan, 

pendidikan pemerintahan, sarana transportasi 

umum dan sebagainya. 

Flow Effect :Pola Efek Mengalir 

Garis Sempadan :Garis batas dalam mendirikan dalam suatu 

persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya; 

garis ini bias atau tidak nyata yang membatasi 

fisik bangunan ke arah depan, belakang atau 

samping. 

Gradual :Berangsur-angsur/ sedikit demi sedikit  

Guest House :Penginapan 

Hak Anggaduh :Hak untuk memakai tanah kepunyaan Raja 

dengan kewajiban menyerahkan separuh atau 

sepertiga dari hasil tanah jika merupakan 

tanah pertanian dan apabila berupa tanah 

pekarangan, maka mereka dibebani kerja 

tanpa upah untuk kepentingan Raja 

Hak Eigendom :Hak milik atas kebendaan yang diatur dalam 

Buku II Burgerlijk Wetbok (Kitab Undang 

Undang Hukum Perdata) 

Bangunan 
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Hak Atas Ruang :Hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan 

ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. 

(Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 

1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di 

Daerah). 

Hak Guna :Hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan di atas tanah yang 

bukan miliknya sendiri,dengan jangka waktu 

paling lama 30 tahun, orang atau badan 

hukum yang mempunyai hak guna bagunan 

luas serta keadaan bangunan-bangunan 

jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 

dengan waktu paling lama 20 tahun, HGB 

dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain 

(UPA60); HGB dapat diberikan kepada warga 

Indonesia dan badan hukum yang didirikan 

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan 

di Indonesia. 

Hak Milik :Hak penuh atas kepemilikan tanah pada 

kawasan dengan luas tertentu 

Hak Pakai :Hak untuk menggunakan dan/ atau 

memungut hasil dari tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara/ tanah milik orang lain; 

yang memberi wewenang dan kewajiban yang 

ditentukan dalam keputusan pemberiannya 

oleh pejabat yang berwenang memberikannya 

atau dalam perjanjian dengan pemilik 

tanahnya, yang bukan perjanjian sewa 

Bangunan (HGB) 
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menyewa/ perjanjian pengolahan tanah, 

segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan 

jiwa dan ketentuan perundangan dapat 

diberikan selama jangka waktu tertentu/ 

selama tanahnya dipergunakan untuk 

keperluan tertentu (UPA60). 

Hamemayu :kewajiban melindungi, memelihara serta 

membina keselamatan dunia dan lebih 

mementingkan berkarya untuk masyarakat 

daripada hanya sekedar untuk memenuhi 

ambisi pribadi 

Handarbeni :Pentingnya kelestarian lingkungan yang 

dijiwai semangat ikut memiliki 

Historis-Filosofis :Nilai Sejarah 

HO :Izin Terhadap Gangguan 

IMB :Izin Mendirikan Bangunan  

Jalan  :Salah satu prasarana perhubungan yang 

berperan penting untuk mempermudah arus 

transportasi. (Sumber :Kamus Bahasa Indonesia, 

Balai Pustaka, Kamus Data Perumahan dan 

Pemukiman tahun 1997). 

Jalan Lingkungan :Jalan yang berperan sebagai penghubung lalu 

lintas dalam suatu lingkungan (berada di 

bawah tingkat jalan lokal). 

Jalan Penghubung :Jalan yang merupakan peran penghubung 

antara satu tempat dengan suatu tempat/ 

Hayuning Bawana 
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lokasi lainnya. (Sumber :Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Kamus Data Perumahan dan 

Permukiman Tahun 1997). 

Jalan Utama :Jalan yang penting dan utama bagi arus 

transportasi. (Sumber : Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Balai Pustaka KamusData Perumahan 

dan Permukiman Tahun 1997). 

Kawasan Perkotaan :Wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi 

kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 

sosial, dan kegiatan ekonomi. 

Kawasan Komersial :Wilayah dalam kota dan sekitar perkotaan 

yang didominasi kegiatan perdagangan, 

perniagaan dan jasa pelayanan. 

Kota :Komposisi bangunan dan penduduknya, 

sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah 

netral tetapi kemudian berubah karena 

dipengaruhi budaya tertentu. 

Kultural :Kebudayaan  

Misi Pembangunan :Mewujudkan pemberdayaan masyarakat 

dengan gerakan Segoro Amarto. 

Mengembangkan ekonomi kerakyatan 

Memperkuat masyarakat Kota Yogyakarta 

yang toleran, inklusif, bermoral, beretika, 

beradab dan berbudaya.  Mewujudkan daya 

saing daerah yang kuat Memperkuat Kota 

Kota Yogyakarta 
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Yogya sebagai Kota Pendidikan yang 

berkualitas, bekarakter, dan inklusif. 

Memperkuat dan mengembangkan 

keterpaduan Kota Yogyakarta sebagai Kota 

Pariwisata, Kota Budaya dan Kota 

Perdagangan. Memperkuat daya saing Kota 

Yogya yang unggul dalam pelayanan jasa. 

Multiplier Effect :Efek yang dirasakan/ditimbulkan akibat 

adanya suatu aktivitas tertentu. 

Ngayogyakarta  :Wilayah yang dibentuk agar bermartabat dan 

terhormat. 

NPWP :Nomor Pokok Wajib Pajak 

Oikos :Spasial dalam lingkup rumah tangga privat, 

di mana salah satunya adalah terbebas dari 

pengaruh kekuasaan politik. 

Pemanfaatan Ruang:Upaya untuk mewujudkan struktur ruang 

dan pola ruang sesuai dengan rencana tata 

ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan 

program beserta pembiayaannya. 

Penataan Ruang :Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

Pengendalian :Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 

 

Perencanaan Tata :Suatu proses untuk menentukan struktur 

ruang dan pola ruang yang meliputi 

Pemanfaatan 
Ruang 

Ruang 
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penyusunan dan penetapan rencana 

tataruang. 

Planned :Pengaturan kota yang selalu regular dan 

rancangan bentuk geometrik, atau 

pembangunan yang terencana 

Pola ruang :Distribusi peruntukan ruang dalam suatu 

wilayah yang meliputi peruntukan ruang 

untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 

untuk fungsi budi daya. 

Priyayi :Kelompok Bangsawan 

Rahayuning :Kelestarian dan keselamatan dunia 

ditentukan oleh kebijaksanaan manusia. 

 

Rahayuning :Kesejahteraan dan ketentraman manusia 

terjadi karena kemanusiannya. 

 

 

 

Rencana tata ruang :Hasil perencanaan tata ruang. 

Ruang :Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, 

dan ruang udara, termasuk ruang didalam 

bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 

kegiatan, dan memelihara kelangsungan 

hidupnya. 

Sari-Rasa-Tunggal :Hakikat Kesatuan  

Sarira-Satunggal :Kepribadian 

Segoro Amerto :Semangat Gotong Royong Agawe Majune 

Ngayogyokarto. 

Bawana Kapurba 
Waskithaning 
Manungsa 

Manungsa Dumadi 
Karana  
Kamanungsane 
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Site Looking :Pemilihan fungsi/ aktivitas terhadap 

lokasi/lahan. 

SIUP :Surat Izin Usaha Perdagangan 

Small Medium :Usaha Menengah Kecil  

 

Sporadis :Keadaan perkembangan/ pertumbuhan di 

suatu daerah yang tidak merata atau terkesan 

―menjamur‖. 

Spread Effect :Efek Menjalar 

Struktur ruang :Susunan pusat-pusat permukiman dan 

sistem jaringan prasarana dan sarana yang 

berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat yang secara hierarki 

memiliki hubungan fungsional. 

Sultan Ground     :Penguasaan tanah oleh Sultan Yogyakarta 

didapat sebagai pelaksanaan kesepakatan dari 

perjanjian yang diadakan di Giyanti (sehingga 

dikenal dengan nama Perjanjian Giyanti) pada 

tahun 1755. 

Tata Guna Lahan :Pembagian fungsi lahan dalam ruang dan 

peran kota 

Tata Ruang :Wujud struktur ruang dan pola ruang. 

TDP :Tanda Daftar Perusahaan  

Tepo Sliro :Toleransi 

Trend :Kejadian yang sedang marak terjadi  

Entrepreneur  

for Use 
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UKM :Usaha Kecil Menengah, yang dimaksud 

adalah pengusaha yang melakukan usaha 

dengan modal terbatas dan membuka usaha 

secara mandiri dan menempati ruang privat. 

Urbanisasi :Proses perkembangan masyarakat menuju 

peradaban materil dan perkembangan 

ekonomi industrialisasi berskala masif yang 

terjadi di perkotaan 

Use Looking :Pemilihan lokasi/ lahan terhadap jenis 

aktivitas 

Unplanned :Satu segmen kota berkembang secara 

spontan dengan bermacam-macam 

kepentingan yang saling mengisi  

Visi Kota :Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota 

pendidikan berkualitas, berkarakter, dan 

inklusif, pariwisata berbasis budaya, dan 

pusat pelayanan jasa, yang berwawasan 

lingkungan dan ekonomi kerakyatan 

Waralaba :Kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi 

hasil sesuai dengan kesepakatan 

Wilayah :Ruang yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur terkait yang batas dan 

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif dan/ atau aspek fungsional. 
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